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ABSTRAK

Nama : Karina Syahril
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Pencrapan Azas Tanggung Jawab Langsung dan Seketika Terhadap

Kasus Semburan Lumpur Sidoarjo Menurut Peraturan Perundang-
undangan Lingkungan Hidup di Indonesia

Permasalahan lingkungan erat hubungannya dengan pertanggungjawaban. Penerapan
pertanggungjawaban dalam suatu kegiatan dan atau usaha sangat diperlukan dalam
rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta
penjaminan hak asasi manusia untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Mempertimbangkan pentingnya pertanggungjawaban maka penerapan
pertanggungjawaban dalam hukum lingkungan telah berkembang ke arah kegiatan dan
risiko dari kegiatan tersebut. Jenis pertanggungjawaban ini dikenal dengan Azas Strict
Liability yaitu bentuk pertanggungjawaban berdasarkan kegiatan yang berdampak besar
dan penting dan mengesampingkan unsur kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan
tersebut. Dari segi yuridis, adanya azas pertanggungjawaban ini merupakan jaminan dan
terobosan mengingat sulitnya pembuktian pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan
hidup berdasarkan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (liability based on faulr).
Salah satu kasus mengenai penerapan tanggung jawab langsung dan seketika/ strict
liability adalah kasus semburan lumpur di Sidoarjo yang terjadi di sekitar area
pengeboran Lapindo Brantas, Inc. (Lapindo). Namun dalam proses persidangan, azas
pertanggungjawaban langsung dan seketika ini tidak dapat diterapkan dan membebaskan
Lapindo dari pertanggungjawaban atas semburan lumpur tersebut. Di lain pihak, azas
pertanggungjawaban langsung dan seketika dipergunakan dalam Keputusan Presiden
yang membebankan biaya pemanggulangan dan pemulihan kepada Lapindo sebelum
adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci
Azas tanggung jawab langsung dan seketika, Strict liability
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ABSTRACT

Name : Karina Syahril
Study Program: Economic Law
Title : Implication of Strict Liability on Mud Volcano Case based on

Enviroment Law and Regulation Applied in Indonesia

Problematical in environment practices closely related to liability maltters. A liability in
any manner of activities and or business is a mandatory aspect in order to reach
suistanable development and enviroment concept. It is also a tool as to warrant the
human rights in obtaining the wealthy enviroment. Having considered the essential of
the liabilities, it is been developed to a form of liabilities based on the scope of activities
and risks that might occurs therefrom. Said liabilitics known as a strict liability, a
liability based on extrahazardous, ultrahazardous and/or abnormally dangerous in which
waive the fact wheater there is a fault or not in performing the activity. In juridical
aspects, strict liability is a breaktrough to the complication of prove in contamination
and distruction to the environment subject to the liabilities based on fault. One of the
case that strict liability applied was on a mud volcano case at Sidoarjo which blew out in
the area of exploration held by Lapindo Brantas, Inc. (Lapindo). Nevertheless, in the
trial, it was not proven with strict liability and free Lapindo from all responsibilities
from mud volcano. On the other hand, the strict liability was applied based on the
Presidential Decree which obligated Lapindo to pay all the costs and expenses incurred
for recovery before the final 2nd binding decision from the court.

Keywords
Strict liability
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.  Latar Belakang Masalah

Sejak tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan saat ini masih berlangsung semburan
lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Pusat semburan lumpur timbul kurang lebih 150 sampai
200 meter dari sumur pengeboran minyak dan gas bumi Banjar Panji | (BJP-1) yang
merupakan salah satu sumur eksplorasi di Blok Brantas oleh Lapindo Brantas, Inc.
(Lapindo) sebagai salah satu kontrakior Production Sharing Conmtract (PSC) dengan
Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Pertamina.

Semburan lumpur tersebut telah mematikan paling sedikit kehidupan 6 (enam)
desa di Sidoarjo. Warga desa-desa tersebut telah kehilangan harta benda, usaha serta
kehidupannya dan mengharuskan mereka untuk mengungsi ke tempat lain. Disamping itu
terdapat pula korban jiwa akibat ledakan gas pipa Pertamina yang terendam lumpur.
Infrastruktur di desa-desa juga mengalami kerusakan yang berakibat kerugian bagi negara
maupun Badan Usaha Milik Negara. Kerusakan tidak hanya berdampak pada area yang
terendam Jumpur namun juga berpengaruh secara tidak langsung pada daerah lain di
sekitarnya seperti terganggunya sarana transportasi serta pemasokan listrik dengan

terendamnya gardu dan ketersediaan air bersih.

Atas semburan Iumpur yang terjadi di area pengeboran, terdapat dugaan bahwa semburan
lumpur terkait dengan pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo. Lapindo diduga

melakukan kelalaian dalam melaksanakan pengeboran dimana pengeboran tidak
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dilakukan sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur Pengeboran yang berlaku.
Pengeboran yang dilakukan mengakibatkan kick dari dalam perut bumi sehingga
dilakukan penutupan sumur oleh Lapindo. Penutupan sumur mengakibatkan tekanan di
tempat lain sehingga terjadi semburan lumpur di area pengeboran dengan jarak 150
sampai 200 meter dari sumur BJP-1, Hal-hal tersebut diduga telah menjadi penyebab atau
pemicu semburan lumpur panas dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan

kerugian bagi warga.

Sumur BJP-1 berdasarkan survei seismic diidentifikasikan sebagai reefal buildup
batuan karbonat Formasi Kujung yang berpotensi mengandung hidrokarbon. Sumur BJP-
| terletak di area Porong yang menurut tafsiran geologis termasuk sensitive zone. Area ini
merupakan bagian tektonik regional dari Cekungan Jawa Timur dari Bagian Jawa Barat
dan Tektonik dari Asia Tenggara secara keseluruhan. Peta Geologi daerah Porong, Banjar
Panji memperlihatkan struktur permukaan yang disebut Sesar Watukosek. Lapisan tanah
yang berisi Lempung (shale), bertekanan tinggi dan bersifat plastis yang merupakan
padatan dari air asing, lumpur, pasir dan gas. Terbentuk akibat pembentukan rekahan baru
atau pun reaktivasi dari patahan lama yang kemudian berfungsi sebagai saluran kemudian
mengakibatkan pengendapan. Karena pengendapan sendimen belum sempurna maka
batuan belum terendapkan secara sempurna. Daerah di Jawa Timur yang memiliki sifat
geologis yang sama dan mengandung Mud Volcano adalah daerab Bangkalan, Gunung

Anyar dan Karang Anyar.

Proses pemboran yang dilakukan oleh Lapindo dilengkapi dengan pemasangan
Alat Pencegah Semburan atau Blow Out Preventer, pemasangan casing pipa ukuran 20
pada kedalaman 1195ft, pemasangan casing ukuran 16 di kedalaman 2304 ft, pemasangan
casing 13-3/8 di kedalaman 4500ft dan pemasangan casing 13-5/8. Pemasangan casing
11-3/4 tidak jadi dilakukan dengan pertimbangan hasil Uji Tekan Batuan yang dikenal
dengan nama Leak Off Test (LOT). Uji LOT biasanya dilakukan di sumur eksplorasi

Universitas Indonesia
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dengan memompa lumpur tanpa sirkulasi ke permukaan. Casingl1-3/4 ini diperlukan
hanya sebagai casing kontingensi untuk keadaan terpasang guna mendapatkan nilai LOT
sehingpga dapat dilakukan pengeboran lebih dalam. Pertimbangan lain untuk tidak
memasang casing 11-3/4 adalah karena clearance yang sempit terhadap casing yang
sudah terpasang maupun akan terpasang di Formasi Kujung sehingga berpotensi loss

circulation dan memperbesar risiko kick.'

Satu hari sebelurn semburan [umpur, terjadi kick atau aliran balik dari sumur BJP-1
pada posisi rangkaian bor berada di kedalaman 4241 ft. Menurut penjelasan Edi Sutriono,
ahli geologi dari Lapindo, langkah yang diambil terhadap kick yang terjadi adalah
penutupan alat pencegah semburan atau BOP (Blow Out Preventer). Kejadian kick
dimatikan dengan metode volumetric karena posisi rangkaian pipa bor berada di tengah
yang dilakukan dengan memompakan lumpur dan pelepasan tekanan (bdled-off pressure)
untuk mengeluarkan gas. Metode ini dilakukan dua kali sampai kondisi kick teratasi dan
tidak ada lagi tekanan di ammulus yang diartikan sebagai cincin atau gelang atau

2
permukaan sumur.

Untuk memastikan adanya hubungan antara lubang sumur dengan semburan
lumpur, dilakukan pemompaan lumpur dan material penyumbat, namun dari hasil
pemompaan tersebut tidak terlihat adanya perubahan semburan lumpur dan tekanan
rangkaian pipa bor tidak dalam keadaan vakum. Kondisi demikian menurut Edi Sutriono,
menunjukkan tidak ada komunikasi antara mata bor dengan semburan lumpur di
permukaan. Selain itu, proses pemboran sumur BJP-1 belum menembus lapisan lumpur,
hal ini tercatat pada master log Wellsite Geologist yang mendeskripsikan adanya batuan

dan bukan lumpur.’

Edi Sutriono, International Geological Workshop on Sidearjo Mud Voleano, 1anggal 20 dan 21 Pebruari
2007, BPPT.

*  ibid.

ibid.
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Efek semburan lumpur membuat seluruh pihak baik pemerintah maupun Lapindo
bekerja sama menanggulangi permasalahan sosial dengan menyediakan tempat
pengungsian, pemberian uang makan, bantuan biaya hidup bagi warga, kesehatan dan
keamanan di tempat pengungsian yaitu di pasar porong, yang keseluruhannya didanai oleh
Lapindo. Selain itu, bersama dengan pemerintah yang diwakili oleh Departemen
Lingkungan Hidup dan BP Migas, Lapindo memberikan pendanaan dan terus bekerja
mempelajari sebab muasal semburan lumpur, menanggulangi semburan, berupaya
menghentikan semburan serta mempelajari kandungan lumpur dengan kekhawatiran
bahwa lumpur tersebut dapat membahayakan warga. Ahli geologi baik yang berasal dari
dalam maupun luar negeri didatangkan untuk membantu penanggulangan semburan

lumpur.

Di samping usaha-usaha penyelesaian semburan, sebagai akibat semburan lumpur

di Sidoarjo telah pula diterbitkan produk hukum oleh Pemerintah berupa:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 2006 Tentang Tim Nasional
Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor §4 Tahun 2007 Tentang
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Produk-produk hukum tersebut mewajibkan Lapindo dan pemerintah untuk menyediakan

pendanaan dan bertanggung jawab atas pemulihan sosial kemasyarakatan dan

penanggulangan semburan lumpur.

Universitas Indonesia
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Dari hasil penelitian para ahli geologi terdapat perbedaan yang sangat signifikan
sehubungan dengan sebab semburan lumpur. Sebagian kelompok geologist berpendapat
bahwa semburan lumpur merupakan kesalahan manusia yang timbul akibat pengeboran
yang dilakukan oleh Lapindo dan pendapat lain mengemukakan bahwa semburan lumpur
tersebut tidak terkait dengan pengeboran dan merupakan fenomena alam yang merupakan

pengaruh gempa bumi di Yogyakarta.

Di tengah penyelenggaraan penelitian dan upaya penanggulangan sosial dan
teknis, penegakan hukum terkait semburan lumpur juga dilakukan oleh pihak yang
berwenang. Dalam hal ini secara simuitan, Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan
pemeriksaan atas dugaan tindak pidana kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab
terhadap pengeboran, antara lain terhadap Lapindo serta PT Medici Citra Nusa (MCN),
selaku sub kontraktor. Dari pemeriksaan tersebut ditetapkan 7 (tujuh) tersangka dengan
dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 187 dan atau 188 juncto 55 Kitab
Undang-Undang hukum Pidana dan atau Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42 ayat (1)
dan (2) juncto Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam perkembangan pemeriksaan yang cukup panjang,
Kepolisian Daerah jawa Timur pada tanggal 7 Apustus 2009 menerbitkan Surat
Penghentian Proses Penyidikan (SP3) kepada seluruh tersangka mengingat tidak cukupnya

bukti yang dapat menunjukkan unsur kesalahan para tersangka terkait semburan lumpur.

Selain pemeriksaan atas dugaan adanya tindak pidana dalam semburan lumpur,
Wahana Lingkungan hidup Indonesia (Walhi) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia (YLBHI), mengatasnamakan warga Sidoarjo mengajukan gugatan perdata di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Dalam Amar Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat  terhadap gugatan YLBHI  dengan  perkara
No.384/Pdt.G/2006/PN.UKT.PST, majelis hakim menyatakan bahwa luapan lumpur
disebabkan karena kekurang hati-hatian pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo karena
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belum dipasangnya casing atau pelindung secara keseluruhan sehingga menyebabkan
terjadinya kick dan luapan lumpur. Akibat kelalaian atau kekurang hati-hatian tersebut
mengakibatkan korban kehilangan harta benda dan mengalami situasi yang tidak
menyenangkan. Dengan demikian, unsur kesalahan dan sebab akibat telah terpenuhi.
Namun, tidak seluruhnya unsur komulatif perbuatan melawan hukum telah dipenuhi
karena telah diupayakan secara optimal perlindungan korban maupun penanganan atas
penghentian semburan lumpur. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut,
terhadap Lapindo dan tergugat lainnya diputuskan tidak melakukan perbuatan melawan
hukum®. Putusan ini kemudian diajukan banding oleh YLBHI yang mana dalam
putusannya majelis hakim Pengadilan Tinggi mernutuskan bahwa semburan lumpur
merupakan fenomena alam sehingga unsur kesalahan dan pelanggaran hak asasi manusia
tidak terpenuhi’. Upaya Kasasi dilakukan oleh YLBHI yang putusannya menguatkan
Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi®. Oleh karena YLBHI tidak melakukan
upaya hukum terhadap putusan Kasasi tersebut maka putusan ini telah berkekuatan hukum
tetap.

Terhadap gugatan Walhi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara No.
284/PDT.G/2007.PN.JAK.SEL, Majelis Hakim dalam amar putusan memutuskan bahwa
terjadinya semburan lumpur di area sekitar sumur BJP-1 karena fenomena alam, bukan
akibat kesalahan dari Lapindo dan tergugat lainnya, sehingga Lapindo dinyatakan tidak
melakukan perbuatan melawan hukum’. Putusan ini diajukan upaya hukum banding yang

mana dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan

*  Putusan Pen gadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara Perdata No.384/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 27
Nopember 2007

*  Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Perkara Perdata Nomor 136/PDT/2008/PT.DKI tangeal i3 Juni
2008

®  Putusan Mahkamah Agung, Perkara Perdata Nomor 2710 K/PDT/2008 tanggal 3 Aprl 2009

?  Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Perkara Perdata No.284/Pdt.G/2007/PN.Jak Sel tanggal 27
Desember 2007
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| Dengan tidak dilakukannya upaya kasasi dalam jangka waktu yang

Pengadilan Negeri
telah ditentukan, putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan membebaskan Lapindo

dari unsur kesalahan serta pertanggung jawaban atas semburan lumpur.

UUpaya hukum perdata telah menghasilkan putusan in kracht dan telah secara
positif mendudukkan bahwa semburan lumpur merupakan fenomena alam sehingga tidak
terdapat unsur kesalahan dan tanggung jawab langsung dan seketika terhadap Lapindo
berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Semburan lumpur di Sidoarjo membawa permasalahan pada pertanggungjawaban
dalam hukum lingkungan. Bagaimana bentuk tanggung jawab terhadap kerugian tersebut,
siapa yang harus dibertkan tanggung jawab, dan bilamana seseorang dapat
dipertanggungjawablan atas kerugian yang diderita adalah persoalan yang muncul.
Permasalahan ini mencari dasar pertanggungjawaban yang dapat dituntutkan kepada
Lapindo maupun pemerintah atas pengrusakan lingkungan hidup dan kerugian sosial

ekonomi yang timbul akibat semburan lumpur.

Untuk menjawab persoalan mengenai dasar pertanggungjawaban, terdapat
dualisme teori yaitu teori kesalahan (schuld-theorie) dan teori risiko (risico-theorie).’
Teori kesalahan menggunakan kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban sedangkan
teori risiko menggunakan risiko sebagai dasar pertanggungjawaban. Akan tetapi tidak
semua persoalan pertanggungjawaban dapat dipecahkan dengan hanya menggunakan salah
satu teori tersebut'®. Ada beberapa ketentuan-ketentuan hukum yang menggunakan sendi
kesalahan (schuld beginsel) dan ada pula yang berdasar pada pemikiran risiko (risico-

gedachie), bahkan ada pula yang menggunakan keduanya. Rutten sebagaimana dikutip

®  Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Perkara Perdata Nomor 383/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 27
Oktober 2008

> M.A. Mocgni Djojodirdjo, Perbratan Melawan Hukum, Cetakan 5, PT Bina Cipla, Bandung, 1986,
halaman 33

1 ibid, halaman 35

Universitas Indonesia

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010.



oleh Djodjodirdjo, mempergunakan kewajaran (billijkheid) sebagai dasar yang dapat

digunakan untuk semua persoalan’’.

Schuld beginsel atau pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (liability based
on faulf) adalah suaru bentuk pertanggungjawaban perdata yang menggunakan kesalahan
sebagai dasar untuk mempertanggungjawabkan seseorang atas perbuatannya yang
menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Oleh karena itu, dalam pertanggungjawaban
ini, kesalahan tersebut wajib dibuktikan terlebih dahulu. Mengenai unsur kesalahan dalam

perbuatan melawan hukum, Rosa Agustina berpendapat bahwa:

“Unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum dipakai untuk menyatakan
bahwa seseorang bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi
karena perbuatannya yang salah. Apabila seseorang karena perbuatan melawan
hukum yang io lakukan telah menimbulkan kerugian, wajib mengganti kerugian
tersebut apabila untuk itu ia dapat dipertanggungjawabkan. Si pelaku adalah
bertanggung jawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan melawan hukum
yang ia lakukan dan kerugian yang ditimbulkannya dapat dipertanggungjawabkan
kepadanya.™"?

Risico  gedachte  atau pertanggungjawaban berdasarkan risiko, tidak
mempertimbangkan kesalahan melainkan atas risiko dari suatu kegiatan dan atau usaha.
Penerapan sistim risicoaansprakelijkheid mengakibatkan pelaku pencemar bertanggung
jawab sekalipun tidak ada kesalahan padanya dan tidak perlu dibuktikan adanya
kesalahan."” Penerapan teori risiko disini dihadapkan pada azas striet ligbility, dimana
pertanggung jawaban ada pada si pelaku secara langsung dan seketika terlepas dari fakta

apakah terdapat kesatahan atau tidak pada si pelaku. "

" ibid,

2 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan 1, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Indonesia, Jakaria, 2003

Djojodirdjo, ibid, halaman 55.

Y ibid
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Kedua teori pertanggungjawaban tersebut dianut dalam sistem hukum lingkungan
Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 34 dan 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997
Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperbaharui dalam Pasal 87 dan 88
Undang-Undang No. 32 Tzhun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Kedua teori pertanggungjawaban tersebut juga diterapkan dalam permasalahan
semburan lumpur Sidoarjo. Gugatan oleh Walhi menggabungkan pertanppgungjawaban
berdasarkan kesalahan (liability based on faulf) dan stricr liability sedangkan YLBHI

menggunakan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan,

Penerapan azas tanggung jawab langsung dan seketika (strict Hability) pada kasus
semburan lumpur Sidoarjo sangat terkait erat dengan risiko dari kegiatan eksplorasi yang
dilakukan oleh Lapindo. Undang-Undang lingkungan hidup mengatur bahwa yang dapat
diterapkan pertanggungjawaban azas strict liability adalah kegiatan yang berdampak besar
dan penting, menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan [imbah

bahan berbahaya dan beracun'’.

Salah satu persyaratan bagi kegiatan yang berdampak besar dan penting adalah
kewajiban untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan adalah bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha
dan/atau kegiatan yang meliputi analisis teknis, analisis ekonomi-finansial dan dampak
lingkungan, sehingga AMDAL ini merupakan dasar dalam sistem manajemen lingkungan
(environmental management system) dari suatu usaha dan/atau kegiatan'’. AMDAL
adalah sarana pertimbangan bagi pengambil keputusan yang akan memberikan ijin
terhadap kegiatan usaha yang terkait dengan lingkungan. Berdasarkan definisi dan
kategori yang diatur dalam lingkungan hidup, Menteri Lingkungan Hidup dalam
Keputusan No. 17 Tahun 2001 Tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib

13 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN No. 68 Tahun 1997,
TLN No. 3699

' Rachmadi Usman, Pembaharuan Hukum Linglkungan Nasional, PT Citra Aditya Bakti, Bendung ,2003,
halaman 126.
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Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup mengatur bahwa
bidang Energi dan Sumber Daya Alam yang wajib dilengkapi oleh AMDAL hanyalah

eksploitasi dan tidak termasuk eksplorasi minyak dan gas bumi.

Selain Lapindo sebagai salah satu shareholder, dalam kegiatan pertambangan juga
mengikutsertakan Negara baik sebagai stakeholder berdasarkan Production Sharing
Contract, Negara sebagai fungsi regulator dan Negara sebagai badan hukum publik yang
menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara yang salah satunya adalah
penghidupan yang [ayak. Negara sebapai stakeholder bertanggung jawab atas pengaturan
dan pengawasan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh
pemegang working interest. Selain itu, Negara sebagai fungsi regulafor bertanggung
jawab mengelola perilaku kolektif umat manusia melalui kebijakan-kebijakan yang

diambilnya.

Dalam penanggulangan semburan lumpur Sidoarjo, Lapindo telah bertanggung
jawab atas semburan lumpur Sidoarjo sebelum adanya putusan pengadilan yang
memutuskan pertanggungjawaban tersebut. Lapindo juga tetap memikul kewajiban atas
semburan lumpur meskipun telah diperoleh keputusan in kracht yang menyatakan bahwa
semburan lumpur di Sidoarjo merupakan bencana alam dan oleh karenanya membebaskan

Lapindo dari pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum.

Putusan ini hendaknya selaras dengan ketentuan perundangan yang berlaku dalam
tatanan hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia. Eksekusi dari putusan tersebut
sangat erat hubungannya dengan pertanggungjawaban Lapindo berupa seluruh biaya yang
telah dikeluarkan sejak semburan lumpur terjadi dimana faktanya telah mencapai jumlah
yang sangat besar serta siapa yang scharusnya bertanggung jawab untuk pemulihan
terscbut. Hal i1 sesuai dengan Teori Corrective of Justice yang dikutip oleh Rosa

Agustina, yang mengajarkan bahwa setiap orang harus dilindungi hak-haknya dan
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dipulihkan keadaannya agar ada keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum yang

merupakan tujuan hukum'’.

2.  Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian
ini adalah penerapan azas tanggung jawab langsung dan seketika terhadap semburan
lumpur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum yang berlaku pada saat terjadinya semburan
lumpur. Penerapan pertanggungjawaban yang akan dibahas meliputi pembahasan hukum
positif terhadap kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh Lapindo, gugatan yang diajukan
dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in frachr) serta
penanggulangan dan atau pemulihan lingkungan serta pembayaran ganti kerugian oleh
Lapindo berdasarkan produk hukum berupa Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden

yang diterbitkan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, penelitian ini juga membahas vpaya hukum yang dapat dilakukan
berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup mengingat telah adanya putusan in kracht yang membebaskan

Lapindo.
Penelitian ini akan berusaha menjawab masalah-masalah:

1.  Apakah terhadap bencana semburan lumpur di Sidoarjo dapat diterapkan tanggung
jawab langsung dan seketika berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997
Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup?

17 Teori Aristoteles Tentang Corrective Justice, Rosa Agustina, foc.ci,
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12

Apakah terhadap perkara yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum
tetap dapat dimintakan kembali azas pertanggungjawaban berdasarkan Undang-
Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup?

Apakah upaya-upaya penanggulangan maupun pembayaran ganti kerugian yang
telah dilakukan Lapindo dapat dipandang sebagai tanggung tanggung jawab
langsung dan seketika (strict liability)?

Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Dari rumusan permasalahan tersebut, dapatlah dikonstruksikan bahwa penelitian ini

bertujuan untuk :

[.

Mendeskripsikan dan menganalisa penerapan azas tanggung jawab langsung dan
seketika (strict liability) kepada Lapindo sebagai kontraktor minyak dan gas bumi
terkait semburan lumpur di Sidoarjo berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun
1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan produk hukum berupa Peraturan

Presiden.

Mendeskripsikan dan menganalisa penerapan azas tanggung jawab langsung dan
seketika (sfrict liability) terhadap Lapindo berdasarkan Undang-Undang No. 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan
adanya putusan pengadilan yang iz kracht dan membebaskan Lapindo dari unsur
kesalahan.

Mendeskripsikan kegiatan eksplorasi dan kaitannya dengan penerapan azas tanggung

jawab langsung dan seketika (strict liability).
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4. Mendeskripsikan fungsi negara dalam pengelolaan lingkungan hidup baik terkait
perizinan kegiatan eksplorasi maupun dalam penanggulangan dan pemulihan

lingkungan hidup serta sosial kemasyarakatan.

5. Mendeskripsikan esensi dari suatu gugatan terkait pengrusakan lingkungan hidup
dan pengaruhnya terhadap putusan hakim dalam proses pengadilan.

Signifikasi penelitian ini adalah;

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum lingkungan khususnya
terkait penerapan azas tanggung jawab langsung dan seketika (strict liability) terhadap
Lapindo terkait dengan semburan lumpur di Sidoarjo. Mempertimbangkan dampak
semburan lumpur tersebut maka sewajarnya kegiatan eksplorasi dilengkapi dengan
perizinan yang memadai dengan tujuan agar perlindungan lingkungan hidup dapat
diperoleh secara maksimal. Tidak dapat dihindari bahwa kegiatan pertambangan minyak
dan gas bumi menjadi pendukung perekonomian Indonesia namun tentunya pelaksanaan
kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan ketentuan yang memadai untuk tujuan
kesejahteraan sosial dan perlindungan lingkungan hidup. Dengan ketentuan yang
memadai maka diharapkan pertanggungjawaban pelaku usaha dapat diupayakan secara

maksimal.

Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian
ini berguna sebagai upaya perluasan wawasan keilmuan dan peningkatan ketrampilan
menulis karya ilmiah di bidang hukum khususnya ilmu hukum lingkungan. Secara
praktis, penelitian ini berguna sebagai acuan yang dapat dipertimbangkan dalam
penerapan azas tanggung jawab langsung dan seketika (striet liability) di bidang
lingkungan hidup untuk mencapai keadilan baik kepada pelaku usaha maupun korban.

Selain itu, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pikiran dari peneliti
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khususnya terkait aplikasi pertanggung jawaban dalam permasalahan lingkungan sehingga
dapat dilaksanakan dengan baik dan selaras antara ketentuan perundang-undangan, produk

hukum yang diterbitkan serta putusan pengadilan.

4, Metodologi Penelitian

4.1.  Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian normatif yang hanya menggunakan data
sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif yuridis analitis terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap,

rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

4.2. Pendekatan Masalah

Karena penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, pendekatannya

menggunakan pendekatan normatif analitis dengan mengikuti langkah-langkah sebagai

berikut:
I. mengindentifikasikan sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah;
2. mengindentifikasikan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang bersumber dari

rurmusan masalah;

3. mengindentifikasikan dan menginventarisir ketentuan-ketentuan normatif bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan rincian sub pokok bahasan;,

4, mengkaji secara komprehensif analitis bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan;
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hasil kajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsikan secara lengkap, rinci,

jelas dan sistematis dalam bentuk laporan hasil penelitian atau karya tulis ilmiah.

Data dan Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data yang

diperlukan hanya data sekunder. Data sekunder yang diperlukan itu adalah bahan hukum

primer yang bersumber dari perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan

dengan rumusan masalah antara lain:

1.

2.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Indonesia;

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan;

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Usaha dan
atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan;
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10.

12,

13.

14.

I5.

16.

17.

18.

16

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002, Tentang Pedoman
Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup;

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 09 Tahun 2000
tanggal 17 Pebruari 2002;

Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur
Sidoarjo, tanggal 8 April 2007;

Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Penanggulangan
Semburan Lumpur di Sidoarjo, tanggal 8 September 2006;

Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2008, Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
No. 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Tanggal 17
Juli 2008;

Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Peraturan
Presiden No. 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo,
Tanggal 23 September 2009;

Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/227/404.1.1.3/2005 Tentang Pemberian Izin
Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi atas
Nama BP Migas;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara Perdata
No.384/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 27 Nopember 2007;

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 136/PDT/2008/PT.DKI tanggal 13
Juni 2008;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2710 K/PDT/2008 tanggal 3 April 2009;
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19.

20.

21.

22,

17

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.284/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel tanggal
27 Desember 2007;

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 383/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 27
Oktober 2008;

Daftar Bukti Lapindo, PT. Energi Mega Persada, Tbk., Kalila Energy Limited dan
Pan Asia Enterprises Limited, Perkara Perdata No. 284/PDT.G/2007/PJ-JAK.SEL,
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Jawaban Lapindo, Perkara Perdata No. 384/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST., Desember
2006.

Selain dari bahan hukum primer juga diperlukan bahan hukum sekunder yang bersumber

dari buku-buku, literatur ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukuom lainnya yang relevan

dengan rumusan masalah yaitu:

23.

24,

25.

26.

4.4,

Buku-buku dan literatur ilmu hukum terkait hukum lingkungan;
Buku-buku dan literatur ilmu hukum terkait dengan perdata dan acara perdata;
Buku-buku dan literatur ilmu hulmim terkait hukum administrasi Negara;

Tulisan-tulisan terkait semburan lumpur baik yang diperoleh dalam suatu workshop

dan atau seminar maupun media tertulis lainnya.

Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer

yaitu perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan dan

sumber sekunder yaitu buku-buku, literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum
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lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap
identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan dan
inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul
kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan {(editing), penandaan (coding), penyusunan
(reconstructing), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang

diidentifikasikan dari rumusan masalah.

4.5, Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan yang terkait dengan permasalahan dalam
penulisan ini dilakukan analisis secara kualitatif dan dituangkan secara komprehensif
dalam pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, penulis mengambil

kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

5. Kerangka Penelitian
5.1. Kerangka Teoretis

Kerangka Teoretis adalah definisi teori secara sistematis yang dipergunakan dalam

menjawab persamalahan dalam penulisan ini.

1. Penerapan Azas Tanggung Jawab Langsung dan Seketika (strict liability)
Lapindo Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Bahwa keluarnya semburan bukan berasal dari lubang bor/Sumur BJP-] namun

berjarak kurang lebih |50 meter dari lubang pembotan/Sumur BJP-1. Menurut keterangan

para ahli, terdapat dualisme penyebab utama semburan lumpur yakni :
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a. sifat dan gerakan patahan dari bumi yang dipengaruhi oleh gempa bumi di Jogja
(2) dua hari sebelum semburan lumpur; dan

b. Tidak terpasangnya casing/selubung baja di kedalaman 3580 sampai 9200 feer
sehingga terjadi retakan dan munculah semburan.

Sejalan dengan dualisme pendapat para ahli geologi dan di tengah proses
pengadilan, Lapindo telah melakukan upaya-upaya penanggulangan berupa pembuatan
tanggul, penghentian semburan lumpur, penelitian lain oleh para ahli geologi serta
penanganan sosial kemasyarakatan berupa penyediaan penampungan, bantuan biaya hidup

terhadap keluarga korban di Sidoarjo serta pembelian tanah dan bangunan terdampak.

Bahwa bentuk ligbility/pertanggungjawaban dalam Undang-Undang No. 23 Tahun
1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu'®:

a. Pasal 34 yang menegaskan perbuatan melawan hukum (ligbility based on fault),
artinya sama dengan pasal 1365 BW/KUHPerdata dimana fau/{ menjadi salah satu
unsur yang harus dibuktikan.

b. Pasal 35 mengatur mengenai azas strict lability (iability without fault) yaitu
bentuk pertanggungjawaban danpa diperlukan pembuktian unsur kesalahan.

Azas strict liability ini dianggap perlu dalam konteks hukum lingkungan sebab
datam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, akan sulit jika penegak hukum atau
masyarakat hanya mengandalkan perbuatan melawan hukum (liability based on fault).
Namun tidak semua kasus bisa diterapkan azas strict liabilty, berdasarkan Undang-
Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya ada 3 (tiga)
jenis kasus yang dapat dipergunakan untuk pengenaan pertanggungjawaban sirict liability

yaitu:

a.  Kegiatan yang berdampak besar dan penting;
b.  Yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

8 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, op.cit. Pasal 34 dan 35.
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c.  Kegiatan yang menggunakan bahan baku B3.

Berdasarkan penjelasan Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian dari bertanggung jawab secara langsung dan
seketika atau strict liability yakni tanggung jawab dimana unsur kesalahan tidak perlu
dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Dalam hal ini
kewajiban untuk memikul tanggung jawab atas kerugian timbul secara langsung dan
seketika begitu terdapat fakta adanya peristiwa yang menyebabkan timbulnya kerugian.

Namun undang-undang tidak merinci secara jelas definisi langsung dan seketika tersebut.

Konsep azas tanggung jawab langsung dan seketika (sirict liabilty) adalah
kegiatan/aktivitas yang mengandung bahaya lingkungan hidup dan mengakibatkan
kerugian bagi orang lain, tidak memerlukan pembuktian apakah seseorang yang
mengakibatkan kerugian tersebut memenuhi unsur kesalahan atau tidak. Penanggung
jawab kegiatan berbahaya dan berisiko tersebut hanya dapat dibebaskan dari tanggung
jawabnya apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul adalah akibat dari

kesalahan pihak lain atau akibat bencana alam.

Dalam hal ini, beban pembuktian azas tanggung jawab langsung dan seketika (strict
liability) menjadi lebih ringan dibandingkan menggunakan konsep perbuatan melawan
hukum. Azas tanggung jawab langsung dan seketika (strict liability) atau
pertanggungjawaban ketat atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan meringankan beban
dalam menetapkan pertanggungjawaban sebab kesalahan tidak perlu dibuktikan, akan
tetapi pihak yang dirugikan masih harus membuktikan bahwa kerugian disebabkan oleh
perbuatan atau kegiatan pelaku kegiatan dan/atau usaha.

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk
membuktikan adanya unsur kesalahan dan kausalitas, beban pembuktian ada pada
Penggugat, sesuai dengan HIR. Namun dalam azas tanggung jawab langsung dan seketika

(strict liabilty), kesalahan tidak perlu dibuktikan, yang harus dibuktikan adalah adanya
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kerugian/damages dan kausalitas. Dalam penerapan pertanggungjawaban langsung dan
seketika terdapat unsur pembelaan atau unsur penghapus pertanggungjawaban jika adanya
kesalahan dari pihak penggugat sendiri maupun bencana alam. Sebagai beban pembuktian
dengan faktor penghapus pertanggungjawaban atau pembelaan, ada pada diri tergugat
sebagaimana layaknya suatu pembelaan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
agar sesuatu yang sudah terjadi dapat dicegah agar tidak meluas, serta upaya

mitigasi/pencegahan.

Untuk membuktikan apakah luapan lumpur Sidoarjo merupakan kasus yang dapat
diterapkan azas tanggung jawab langsung dan seketika (strict liability) maka perlu
dilakukan penelitian terhadap pemenuhan unsur-unsur azas sirict liability yang ditentukan
dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pemenuhan unsur tersebut terdiri dari pengujian apakah Lumpur Sidoarjo merupakan
limbah B3 atau tidak yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 Jo.
Peraturan Pemerintah No.85 Tahun 1999 dapat dilakukan uji berupa:

a. Uji karakterististik (mudah meledak, reaktif, korosif, toxie, infeksius).
b. Uji TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure), yaitu uji yang dilakukan
untuk menguji semua bahan yang belum diketahui karakteristiknya.
c. Uji LD50 (Lethal Dose 50), yaitu menguji dosis bahan pencemar yang
menyebabkan 50% hewan uji mati.
Selain uji tersebut, penerapan azas tanggung jawab langsung dan seketika (strict
liability) dapat mempertimbangkan besarnya dampak pada kegiatan eksplorasi
berdasarkan ketentuan yang berlaku mengingat bahwa azas strict liability diterapkan juga

terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki dampak besar dan/atau penting.

Terhadap kegiatan yang berdampak besar dan penting diwajibkan melakukan
analisis mengenai dampak lingkungan yang merupakan alat untuk merencanakan tindakan

preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh suatu aktifitas
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pembangunan yang direncanakan. Analisis ini merupakan suatu tindakan preventif untuk
menjaga agar kualitas lingkungan tetap dapat terjaga. Analisis ini juga berfungsi sebagai
langkah perencanaan kegiatan yang memuat perkiraan dampak terhadap lingkungan hidup
guna dijadikan pertimbangan pemberian ijin usaha. Dengan adanya analisis dampak
lingkungan dapat diketahui secara lebih rinci dampak negatif dan positif yang akan timbul
dari usaha atau kegiatan sehingga sejak dini dapat disiapkan langkah untuk

menanggulangi dampak.

2. Pertanggung Jawaban Lingkungan Berdasarkamn Undang-Undang No. 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah adanya penguatan dan atau

penegasan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang

didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam setiap proses perumusan dan
penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta
penanggulangan dan penegakan hukum diwajibkan pengintegrasian aspek transparansi,
partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Pada prinsipnya bentuk liability/pertanggungjawaban dalam Undang-Undang No. 32

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sama dengan

pertanggungjawaban yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 yaitu'®:

a. Pasal 87 yang menegaskan perbuatan melawan hukum (ligbility based on fault),
artinya sama dengan pasal 1365 BW/KUHPerdata dimana feu/t menjadi salah satu

unsur yang harus dibuktikan.

'® " Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, op.cit. Pasal 87 dan 88.
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b. Pasal 88 mengatur mengenai azas strict fiability (liability without fault) dimana

Penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan.

Perbedaannya adalah tidak diaturnya dasar penghapus pada pertanggungjawaban
strict fiability sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengaturan mengenai kemungkinan pembayaran uang
paksa dan pengaturan lebih tegas mengenai larangan pelepasan tanggung jawab bagi
pelaku usaha yang telah melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk
usaha serta perubahan kegiatan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup mengatur asas tanggung jawab negara yang salah gatunya adalah
negara menjamin hak warga nepara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-
Undang ini juga mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membuat Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi
kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil
KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terfampaui, kebijakan,
rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan
rekomendasi KILHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya

dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

5.2. Kerangka Konsepsual

Kerangka Konsepsional adalah definisi-definisi operasional untuk memudahkan
pembahasan dan kesamaan persepsi dalam pembahasannya. Kerangka konsep atau definisi

dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:
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Tanggung jawab/ Tanggung Gugat/ Aansprakelijkheid
Tanggung gugat adalah teori untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan

karena adanya suatu perbuatan melawan hukum?®.

Perbuatan Melawan Hukum (enrechtmatige daad)

Perbuatan melawan hukum secara luas diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat
yang bertentangan dengan atau melanggar (i) hak subyektif orang lain, (ii)
kewajiban hukum pelaku, (iii) kaidah kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat®'.

Tanggung Jawab Langsung dan Seketika/ strict liability
Tentang tanggung jawab langsung dan seketika, Michael A. Jones dalam bukunya A
Text Book on Torts mengatakan bahwa®:

“Strict liability is a general term used to describe form of liability that do not
depend upon proof of fault. Where a defendant is held responsible for unforseeble
harm or where he is liable despite having taken all reasonable care to avoid
Jforeseeable harm than liability can be said to the strict”.

Istilah strict liability dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dipadankan dengan

istilah tangpung jawab langsung dan seketika yaitu tanggung jawab dimana unsur
kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran
ganti kerugian. Dalam hal ini kewajiban untuk memikul tanggung jawab atas
kerugian timbul secara langsung dan seketika begitu terdapat fakta adanya peristiwa
yang menyebabkan timbulnya kerugian. Namun Undang-Undang tidak mengatur

definisi maupun pengertian langsung dan seketika secara khusus.

20

21

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, cetakan 2, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2005.

Agustina, op.cit. halaman 14,

Michael A. Jones, A Text Book on Torts, Second Edition, London Blackstone Press Limited
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4.  Risico Theory
Penerapan azas tanggung jawab langsung dan seketika (strict liability) dalam tatanan
hukum lingkungan Indonesia menunjukkan bahwa mengenai persoalan dasar
pertanggungjawaban sengketa lingkungan, Indonesia sudah menganut pertanggung
jawaban tanpa kesalahan dan mempergunakan pertanggungjawaban atas dasar risiko
(rfsfcoaansprake.’ffkheia’)ﬁ. Van Dunne menyatakan bahwa inti dari ajaran teori
risiko (risicoaansprakelijkheid) adalah dengan diciptakannya keadaan berbahaya
menimbulkan risiko yang terletak pada pihak yang melakukan perbuatan atau yang
melakukan pengotoran atau pencemaran dan bahwa karenanya diwajibkan untuk
mengambil tindakan-tindakan tersebut dengan sendirinya berakibat bahwa
perbuatannya bersifat melawan hukum®®. Mengenai arti leksikal dari istilah

risicoaansprakelijkheid ini adalah merupakan tanggung jawab tanpa perlu adanya

kesalahan dari pihak tergugat.

5. Pembuktian dan Beban Pembuktian
Pembuktian atau ”membuktikan” menurut Subekti adalah meyakinkan hakim
tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan®.
Membuktikan suatu peristiwa mengenai adanya suatu hubungan hukum adalah suatu
cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugat

atau yang menyangkal.

Beban pembuktian pada penerapan azas tanggung jawab langsung dan seketika
(strict liability) sering dipadankan dengan pembuktian terbalik dimana beban
pembuktian berada pada tangan Tergugat. Namun ada juga pendapat sebagaimana

dikemukakan oleh Mas Achmad Sentosa bahwa pembuktian pada penerapan azas

= Apgustina, op.cif_, halamen 48

24 -
ibid.
¥ R. Subekii, Hulum Pembulktian, cetakan 15, Pt Pradnya Paramila, Jakaria, 2005, halaman 17.
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tanggung jawab langsung dan seketika (strict [liability) bukan merupakan
pembuktian terbalik karena secara orisinal memang terdapat pada tergugat sehingga

tidak ada perpindahan beban pembuktian. 2

Pembuktian terbalik dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 28 yang selengkapnya berbunyi sebagai
berikut®’:

“Pembukiian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi
merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.”

Kegiatan Berdampak Besar dan Penting

Kegiatan berdampak besar dan penting merupakan kegiatan yang dapat ditundukkan
dalam tanggung jawab langsung dan seketika (strict liability).  Diatur dalam
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam
pasal 35 ayat (1) yang secara lengkap berbunyi:

‘Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usahanya dan kegiatannya
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dan/atau yang
menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan
berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang
ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika

pada saat terjadinya pencemaran dan.atau pengrusakan lingkungan hidup”. 2

Ketentuan di atas diperbaharui dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 88 yang secara

lengkap berbunyi sebagai berikut: o

a5
1

9

Mas Achmad Santosa, Good Governance & Hidam Lingkungan, Jakaria, ICEL, 2001, halaman 304.
Undang-Undang No. 8 tehun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No.
3821.

Undang-Undang No. 23 tahun 1997, op.cit, Pasal 35 ayat (1).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN
No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Pasal 88.
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“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan
B3, menghasilkan dan/atau mengelola Iimbah B3, dan/atau yang menimbulkan
ancaman serius terhadap lingkungan hidup yang bertanggung jawab mutlak atas
kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Dari pengertian tersebut di atas, jenis kegiatan yang dapat ditundukkan dalam
tanggung jawab langsung dan seketika {strict liability) berdasarkan Undang-Undang
No. 23 tahun 1997 yaitu:
a. Usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting
terhadap lingkungan;
b.  Usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun;
¢.  Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan bahan berbahaya dan beracun.
Sedangkan jenis kegiatan dan/atau usaha yang dapat ditundukkan dalam tanggung
jawab langsung dan seketika (strict fiability) berdasarkan Undang-Undang No. 32
Tahun 2009 adalah:
Usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun;
b.  Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan bahan berbahaya dan beracun.
¢. Usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap

lingkungan hidup.

AMDAL

AMDAL adalah sarana pertimbangan bagi pengambil keputusan yang akan
memberikan ijin terhadap iin dan atau kegiatan usaha yang terkait dengan
lingkungan. Pemberian ijin dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian pada
Dokumen AMDAL. terdiri dari (i) Kerangka Acuan Analisa dampak Lingkungan
Hidup, (ii) Analisa Dampak Lingkungan Hidup, (iii) Kerangka Acuan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan (iv) Kerangka Acuan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Ketentuan analisis dampak lingkungan sebagai salah satu perizinan lingkungan
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diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 30

“setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting
terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan
untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan”'.

Kegiatan Eksplorasi

Kegiatan eksplorasi merupakan bagian dari Kegiatan Usaha Hulu dalam
pertambangan minyak dan gas bumi bersamaan dengan kegiatan eksploitasi.
Berdasarkan definisi yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001,
eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi
geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas
Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan. Sedangkan yang dimaksud dengan
eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak
dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan
penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan
pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan

serta kegiatan lain yang mendukungnya’'.

Sistematika Laporan Penelitian

Hasil penelitian ditulis dalam bentuk laporan penelitian hukum dengan sistematika

sebagai berikut:

1.

Bab 1 Pendahuluan
Bagian pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian,

tujuan dan manfaat penelitian.

i
31

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, op.cit. Pasal 18
Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik
Indonesia 2001 Nomor 136, Pasal 1.
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Bab 2 Tinjauan Pustaka
Memuat uraian mendalam tentang teori dan konsep serta pemikiran yang

mengarahkan peneliti untuk memecahkan masalah.

Bab 3 Pembahasan Kasus

Pengumpulan dan pengolahan data terkait semburan lumpur dan penanggulannya.
Bab 4 Analisa Kasus
Penganalisaan data, sistematika hasil penelitian dan pembahasan kasus berdasarkan

urutan rumusan masalah

BAB 5 Penutup

Memuat kesimpulan atas penelitian yang dilakukan serta saran.

Daftar Referensi

Lampiran-lampiran
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BAB 2

TINJAUAN AZAS TANGGUNG JAWAB LANGSUNG DAN SEKETIKA (STRICT
LIABILITY) PADA KEGIATAN EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI

2.1. Hukum Lingkungan dan Azas Tanggung Jawab Langsung dan seketika/ Strict
Liability

Perkembangan yang sangat pesat dari kegiatan pembangunan baik industri modern,
eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam serta pengolahannya sering kali membawa
dampak yang sangat besar bagi lingkungan dan masyarakat. Persepsi dan respon
masyarakat dunia terhadap permasalahan pembangunan dan Jingkungan senantiasa
berkembang. Sebelum konferensi Stockholm 1972, sebagian besar pemimpin dunia
menganggap bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah harga yang harus dibayar jika
ingin membangun®’. Persepsi ini kemudian semakin pudar dan berkembang menjadi
pembangunan dan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (suistanable development)

yang lebih dikenal dengan nama pembangunan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan perkembangan di atas, St. Moenadjat Danusaputro membedakan
hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan dan hukum lingkungan
klasik yang berorientasi pada penggunaan lingkungan. Hukum lingkungan modem
menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan
tujuan untuk melindungi kerusakan dan kemorosotan lingkungan untuk menjamin

kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi yang

2 A. Tresna Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan, Rinneka Cipte, 1991, halaman 268
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akan datang. Hukum Lingkungan modem yang berorientasi pada lingkungan mengikuti
sifat dan watak lingkungan dan dengan demikian lebih banyak berguru pada ekologi.
Dengan orientasi kepada hukum lingkungan maka hukum lingkungan modem memiliki
sifat utuh menyeluruh dan komprehensif integral®’. Konsep pembangunan berwawasan
lingkungan memiliki dimensi tekno ekologis dan sosio ekonomis®, Secara tekno ekologis,
pembangunan berwawasan lingkungan mensyaratkan bahwa setiap kegiatan haruslah
ditempatkan pada lokasi yang secara biofisik sesuai. Sedangkan secara sosio ekonomis,
pembangunan berwawasan lingkungan mensyaratkan bahwa setiap kebijakan dan program
pembangunan diprioritaskan untuk kebutuhan pokok dan meningkatkan kesejahteraan
hidup penduduk®.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan, keseimbangan
ekologi dan kualitas kehidupan tidak dapat diabaikan. Untuk itu, sangat diperlukan
intervensi dari pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berprinsip pada pengelolaan
lingkungan. Prinsip-prinsip dasar lingkungan tersebut sebagaimana dikutip Nicolas De
Sadeeler dikenal dengan nama “Enviromental Principles” yang terdiri dari (i) Polluters
Pays Principles, (ii) Preventive Principles dan (iii) Precautionary Principles’. Prinsip
tersebut dianuti dan dikembangkan oleh negara-negara Organisasi Kerja Sama Ekonomi
dan Pembangunan (Organization of Economic Cooperation and Development/OECD) dan
Masyarakat Ekonomi Eropa. Pertimbangan bahwa alam tidak dapat memperbaiki dirinya
sendiri merupakan dasar dari prinsip “Polfuters Pays Principle” yang menurut Nicolas De
Sadeeler hanya dapat dilakukan dengan adanya kebijakan “Preventive” yang bertujuan
sebagai pembatasan terhadap risiko kegiatan yang dapat diperkirakan. Sedangkan prinsip

3 Mohammad Taufik Makarao, Aspek-aspek Hukum Lingfangan, PT Indeks, Jakarta, 2006, halaman 3.

* ibid., halaman 270

¥ jbid., halaman 271

Nicolas de Sadeleer, Enviromental Principles, From Political Slogas to Legal Rules, Oxford University
Press, New York, 2002, halaman 15,
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ketiga yaitu “Precautionary Principles” merupakan prinsip bagi pengelolaan lingkungan

terhadap risiko yang belum pasti dari suatu kegiatan dan/atau usaha.

Drupsteen sebagaimana dikutip oleh Makarao, mengemukakan bahwa hukum
lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas-
luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup
pengelolaan  lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan
intrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan
dilakukan oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum
pemerintahan (bestuursrechf), hukum lingkungan keperdataan (privaatrechitelijk) dan
hukum lingkungan kepidanaan (strafrectelijk milieurecht).

Hukum lingkungan keperdataan terkait erat dengan penerapan pertanggungjawaban
yang memadai dan menganut prinsip keadilan terhadap pencemar dan/atau pengrusak
dan/atau korban. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (liability based on faulf)
dalam perkembangannya tidak selalu dapat memecahkan permasalahan pencemaran dan
pengrusakan lingkungan hidup secara efektif dengan adanya persyaratan pemenuhan unsur
kesalahan. Untuk permasalahan yang spesifik dan atau teknis, sering kali dalam
pembuktian unsur kesalahan menimbulkan perdebatan yang panjang mengenai sebab dan
akibat dari suatu tindakan terhadap pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup.
Persoalan-persoalan seperti ini tentu menyulitkan pencari keadilan atau pihak-pihak yang

benar-benar dirugikan termasuk para hakim dalam memutuskan svatu perkara.®’

Untuk mengatasi kendala dan upaya keadilan terkait pertanggungjawaban dalam
pengrusakan dan atau pencemaran lingkungan, dikembangkanlah teori azas
pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liagbility without fault/ strict liability).

Pengintegrasian prinsip strict liability ke dalam sistem hukum positif di Indonesia telah

7 Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan — Dafam Sistem Kebijoksanaan Pembangunan Linglkungan

Hidup, cei. 1, PT Refika Aditama, 2008, Bandung,
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diberlakukan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekslusif Indonesia,
Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1978 yang merupakan ratifikasi dari International
Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CL.C) 1969, dan Undang-Undang
No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Mas Achmad Santosa sebagaimana dikutip oleh Wibisono, inti dari konsep
strict liability adalah bahwa dalam hal seseorang menjalankan jenis kegiatan yang dapat
digolongkan extrahazardous, ultrahazardous, atau abnormally dangerous, maka ia
diwajibkan memikul seluruh kerugian yang ditimbulkan, walaupun ia telah bertindak
sangat hati-hati {u/most care) untuk mencegah segala bahaya atau kerugian tersebut dan
dilakukan tanpa kesengajaan.’® Dengan demikian maka tanggung jawab langsung dan
seketika (strict liability) meletakkan dasar untuk menuntut tergugat memikul tanggung
jawab atas kerugian yang tidak dihubungan dengan kesalahannya baik dalam pengertian

obyektif dan/atau kesalahan dalam pengertian subyektif.

Menurut Munadjat sebagaimana dikutip oleh Wibisono, kewajiban tergugat untuk
memikul tanggung jawab atas kerugian ini timbul secara !langsung dan seketika, begitu
terdapat fakta bahwa telah terjadi peristiwa yang menyebutkan timbulnya kerugian.*® Hal
ini berarti tanggung jawab timbul secara seketika dan langsung akibat dari perbuatan
tergugat yang menyebabkan kerugian tersebut. Konsep tanggung jawab langsung dan

seketika (strict liability) diartikan sebagai kewajiban yang dihubungkan dengan kewajiban

¥ M. Ramdan Andri G. Wibisono, Perbandingan Asas Tanggung Jawab Secara Langsung dan Seketika

(Stricy Liability) Dalam Hukum Lingkangan di Indonesia dan Belanda, Skripsi Universilas Indonesia,
Depok 1999, halaman 31.
¥ ibid.
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terhadap kerusakan yang ditimbulkan sehingga tidak diperlukan persyaratan tentang perlu

adanya kesalahan, *°
Michael A. Jones, dalam bukunya A Textbook on Torts, berpendapat bahwa:

“Strict lability is a general term used to describe form of liability that do not depend
upon proof of fault. Where a defendant is held responsible for unforeseeable harm or
where he is liable despite having taken all reasonable care to avoide forseeable harm then
liability can be said 1o be strict.”!

Dalam pengertian ini kesalahan dikeluarkan dari rumusan strict liability. Tergugat
dianggap bertanggungjawab atas risiko atau bahaya yang tidak dapat diperkirakan
(unforseenable harm) dan bahaya yang dapat diperkirakan (forseebale harm), walaupun
langkah-langkah pencegahan yang rasional telah dilakukan untuk mencegah bahaya yang
dari kegiatan tersebut, Oleh karena itu, pertanggungjawaban azas strict Hability adalah
pertanggungjawaban atas sebuah risiko baik untuk akibat yang dapat diperkirakan maupun
tidak dapat diperkirakan sebelumnya, termasuk dalam hal telah dilakukan langkah-

langkah yang rasional untuk menghindari seluruh risiko yang ada.

Green Paper on Remedying Environmental Damage (EC 1993) merumuskan azas

strict liability sebagai berikut:

“Strict Lability, or liability without fault, eases the burden of establishing liability
because fault need not be established. However, the injured party must still prove
that the damage was caused by someone’s act.

Disini dikatakan bahwa azas sirict liability atau pertanggungjawaban tanpa
kesalahan, meringankan beban pembuktian karena kesalahan tidak perlu dibuktikan untuk
menimbulkan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dalam strict liability timbul atas

dasar suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian.

* jbid.
' Jones, loc.cit.
42 Santosa, op.cit., halaman 303

Universitas Indonesia

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010.



35

Perbedaan strict liability dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan

menurut Michael Jones adalah:

“Strict liability focuses on the nature of the defendant’s activity rather than as in
negligence, the way it is carried on e

Dalam pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yang menjadi pokok
permasalahan adalah bagaimana suatu perbuatan atau kegiatan tersebut dilakukan
sehingga menimbulkan kerugian, bukan pada sifat alami dari perbuatan atau kegiatan
pelakunya. Sedangkan, pada azas pertanggungjawaban langsung dan seketika (strict
liability) yang menjadi pokok permasalahan adalah sifat alamiah kegiatannya dan bukan
bagaimana kegiatan tersebut dilakukan.

Dalam  pertanggungjawaban  berdasarkan  kesalahan, pertanggungjawaban
dimintakan terhadap kegiatan yang dilakukan secara tidak patut yangmana menimbulkan
kerugian pada pihak lain. Sementara dalam tanggung jawab langsung dan seketika (strict
liability) permasalahan mengenai bagaimana perbuatan tersebut dilakukan tidak relevan
sebab yang menjadi dasar pertimbangannya adalah risiko kerugian yang dianggap sudah

ada sejak kegiatan tersebut dilakukan.

Syarat-syarat strict liability menurut teori Gefaehrdungshaftung sebagaimana
dikemukakan oleh E. Deutsch (1993:175) adalah bahaya, perwujudan bahaya dan tidak
adanya keadaan memaksa diluar kemampuan manusia®. Bahaya adalah ciri pokok dari
strict liability. Yang dimaksud dengan bahaya adalah kemungkinan perubahan sesuatu
menjadi jelek dan atau bisa diartikan juga sebagai risiko yang sedemikian besar dalam
kegiatan dan/atau usaha tertentu. Perwujudan bahaya adalah kondisi dimana risiko atau

bahaya yang diperkirakan menjadi nyata dan terjadi. Namun, menurutnya, perwujudan

43 s
Jones, foc.cit.

Koesnedi Hardjasocemantri, Hukaim Penpelesaian Sengketa Linglamgan Hidup, Universitas Atmajaya,
Celakan Pertama, 2006, halaman 59.
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bahaya ini hanya dapat diterapkan strict lighility apabila tidak ada keadaan memaksa di

luar kemampuan manusia (acf of God).

2.2 Risiko

Pada mulanya dasar untuk menentukan pertanggungjawaban hanyalah ketentuan
dalam Pasal 1365 KUHPer yang menentukan bahwa hanyalah pelaku perbuatan melawan
hukum yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian pada orang lain berkewajiban
untuk memberikan ganti rugi®’. Namun sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha dan
penegakkan keadilan maka persoalan pertanggungjawaban berkembang berdasarkan
kriteria risiko. Risico-theori timbul untuk melayani pemecahan permasalahan
pertanggungjawaban menurut undang-undang untuk mana tidak diharuskan adanya

kesalahan. ¢

Rudiger Lumnert sebagaimana dikutip oleh Holton, mengemukakan bahwa dengan
berkembangnya industrialisasi yang menghasilkan risiko yang bertambah besar serta
semakin rumitnya hubungan sebab akibat, maka teori hukum telah meninggalkan konsep
kesalahan dan berpaling pada konsep risiko. Penganut teori risiko tersebut dibagi menjadi
2 (dua) polongan yang menganut “gevaar-theorie”® yang menggunakan dasar pertanggung
jawaban berdasarkan risiko yaitu “menyebabkan timbulnya bahaya®” sedangkan golongan

kedua adalah “profit-theorie” yang menganjurkan barang siapa yang memperoleh

% Dalam Pasal 1365 KUHPer disebutkan bahwa liap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya
untuk mengpantikan kerugian tersebut,

M.A. Moegni Djodjodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Gugat Untuk Kerugian Yang
Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum, Cetaken 2, Jakarta, Pradnya Paraminta, 1982, halaman
55

46
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keuntungan dari perbuatan seorang pihak ketiga harus juga dapat menerima kerugian yang

timbul karenanya. 4

Secara historis, pergeseran ke arah teori risiko dimulai dengan dikembangkannya
ajaran mengenai penciptaan bahaya yang disebut dengan gevaarseftingsieer. Menurut
Pitlo, sebagaimana dikutip oleh Van Dunne dan dikutip kembali oleh Wibisono, seseorang
yang mengambil suatu risiko bertanggung jawab atas akibat yang timbul. Dalam hal ini,
kemungkinan buruk timbulnya bahaya tersebut terjadi tanpa ada kesalahan dari orang
tersebut®®. JM. Van Dunne menyatakan bahwa sescorang yang berpotensi akan situasi

berbahaya memiliki kewajiban:*®

1. mengadakan penelitian terhadap kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari
tindakannya.

2.  Melakukan tindakan untuk menghindari terjadinya kerugian tersebut.

3.  Mengadakan pembicaraan dengan pihak yang potensial menjadi korban, termasuk

keberatan terhadap kegiatan yang dilakukan dan aspek braya/ ganti rugi.

Berdasarkan kewajiban-kewajiban tersebut di atas, Van Dunne sebagaimana dikutip
oleh Rosa Agustina, menyatakan bahwa inti dari ajaran teori risiko
(risicoaansprakelijkheid) adalah dengan diciptakannya keadaan berbahaya menimbulkan
risiko yang terletak pada pihak yang melakukan perbuatan atau yang melakukan
pengotoran atau pencemaran dan bahwa karenanya diwajibkan untuk mengambil

tindakan-tindakan tersebut dengan sendirinya berakibat bahwa perbuatannya bersifat

47

Glyn A. Holton, “Defining Risk, Financial Analysts Hournal, Volume 60 Number 6 CFA Institute,
November/December 2004, halaman 22.

Wibisono, op.cir., halaman |39,

¥ ibid, halaman 132.

4R
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melawan hukum®®. Mengenai arti leksikal dari istilah risicoaansprakelijkheid ini adalah

merupakan tanggung jawab tanpa perlu adanya kesalahan dari pihak tergugat.

Perbedaan mendasar mengenai kesalahan (schuld) dan risiko menurut Van Maanen,
Spier dan Sterk, mengutip pendapat Asser dan Hartkamp dan sebagaimana dikutip oleh
Wibisono adalah:

‘Untuk pengertian kesalahan (schuld) dengan syarat kesalahan di dalam pasal 1401
dan 162 ayat 3 BW, pembuat undang-undang telah menyatakan bahwa seorang
pelaku perbuatan melawan hulkum (onrechtmatige daad) bertanggung jawab atas
perbuatannya yang karenanya menyebabkan kerugian (schade), jika iu dapat
dipersalahkan atas perbuatan tersebut. Di dalam hubungan lain “schuld” dapat
digunakan dalam artian kelalaian (onachtzaamheid), yang berlawanan dengan
kesengajaan (opzet). Selain itu schuld sering digunakan sebagai sinonim dari
perbuatan melawan hukum. Pernyataan mempunyai kesalghan (schuld hebben)
digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang secara moral dan psikis dituntut
bertanggung jawab untuk akibat-akibat yang merugikan dari perbuatan-perbuatan
yang keliru,  Sedumg dalam teori risiko dinyatakan bahwa seseorang harus
bertanggung jawab atas sebuah kemungkinan buruk”. >’

Oleh sebab itu, seperti telah dikemukan di atas tanggung jawab langsung dan
seketika (strict liability) merupakan suatu pertanggungjawaban perdata yang tidak
didasarkan pada adanya kesalahan melainkan menggunakan risiko sebagai dasar
pertanggungjawabannya. Dengan kata lain, penanggungjawab usaha dan atau kegiatan
yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang memperbesar bahaya untuk jiwa dan
benda lain harus dibebani dengan pertanggungjawaban yang lebih besar dan sepadan.
Risiko dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang berbahaya dan
bukan perbuatan yang melawan hukum. Berdasarkan teori risiko, pelaku usaha maupun
penangpung jawab usaha dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata atas

kerugian yang ditimbulkannya walaupun ia telah melakukan segala kewajibannya.

50
51

Agusling, op.cif. halaman 49,
Wibisono, op.cii., halaman 120.
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Berdasarkan teori-teori risiko tersebut, Daud Silalahi sebagaimana dikutip oleh

Wibisono. menguraikan jenis-jenis kegiatan yang memiliki risiko dan dapat diberlakukan

asas tanggung jawab langsung dan seketika (strict liability). Ukuran atau patokan untuk

menentukan kegiatan-kegiatan yang dikategorikan sebagai dapat menimbulkan bahaya

atau akibat besar tersebut didasarkan pada pertimbangan: ®

1.

2

Tingkat risiko {the degree of risk) dimana dalam hal ini risiko dianggap lebih tinggi
apabila tidak dapat dijangkau oleh upaya yang lazim menurut kemampuan teknologi

yang telah ada.

Tingkat bahaya (the gravity of harn) dimana dalam hal ini bahaya dianggap sangat

sulit untuk dicegah pada saat mulai terjadinya.

Tingkat kelayakan upaya pencegahan (the appropriateness) dimana dalam hal ini si
penanggung jawab harus menunjukkan upaya maksimal untuk mencegah terjadinya

akibat yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pertimbangan tehadap seluruh nilai kegiatannya (vafue of activity), dalam hal ini
pertimbangan risiko dan manfaat kegiatan telah dilakukan secara memadai sehingga
dapat diperkirakan bahwa keuntungan yang diperoleh akan lebih besar jika
dibandingkan dengan ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan untuk mencegah

timbulnya bahaya.

52

ibid
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2.3. Pembuktian

Pembuktian dalam kasus lingkungan merupakan masalah yang pelik dan rumit.
Menurut Mas Achmad Santosa permasalahan pembuktian dalam kasus lingkungan

seringkali ditandai dengan sifat-sifat khasnya antara lain: 53

l.  Penyebabnya tidak selalu dari sumber tunggal akan tetapi dari berbagai sumber;

2.  Melibatkan disiplin-disiplin ilmu lainnya serta menuntut keterlibatan pakar-pakar di

luar hukum sebagai saksi ahli;

3.  Seringkali akibat yang diderita tidak timbul seketika melainkan beberapa lama

kemudian.

Kesulitan-kesulitan ini lebih terasa di negara berkembang seperti Indonesia dimana
data dan informasi merupakan sumber daya yang langka serta kondisi dimana pakar atau
para ahli kebanyakan didominasi oleh instansi pemerintah dan lembaga di bawah naungan
pemerintah sehingga apabila harus berhadapan dengan pemerintah kesaksiannya tidak
kompeten.” Oleh sebab itu, untuk meringankan beban pembuktian pada kasus
pencemaran dan pengrusakan lingkungan dikenal dan berkembang bentuk
pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau yang dikenal dengan tanggung jawab langsung
dan seketika (strict liability).

Dari beberapa pendapat mengenai tanggung jawab langsung dan seketika (strict
liability) dapat disimpulkan bahwa penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan
tergugat jika terjadi kerugian dan atau kerusakan lingkungan. Beban pembuktian dalam
penerapan azas tanggung jawab langsung dan seketika (strics liability) dilihat dari sudut
pandang hukum acara diidentikan dengan beban pembuktian terbalik (omkering van

bewijislast). Munir Fuady berpendapat bahwa Undang-Undang No. 23 tahun 1997

. Santosa, foc.cit.

H ibid.
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Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup meletakkan beban pembuktian kepada

5 Hal serupa

penanggung jawab usaha yang diduga melakukan kerusakan lingkungan.
juga dikemukakan oleh Rosa Agustina yang berpendapat bahwa beban pembuktian pada
tanggung jawab langsung dan seketika {strict liability} dalam hukum lingkungan hidup
sama dengan prinsip beban pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menganut beban pembuktian tecbalik.*®
Pembuktian terbalik dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen diatur dalam Pasal 28 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut®’:

“Pembuittian terhadap ada atau tidalmya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi
merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.”

Dari pengertian strict ligbility, maka prinsip ini mempunyai arti penting dalam
penyelesaian sengketa lingkungan hidup karena prinsip ini meringankan beban
pembuktian yang harus ditanggung oleh penggugat. Sebagaimana lazimnya gugatan
perbuatan melanggar hukum, pihak penggugat menanggung beban pembuktian yang
dalam segala hal sangat memberatkan penggugat. Dengan adanya atau dipakainya prinsip
ini maka beban pembuktian menjadi sedikit lebih ringan, namun, bukan berarti penggugat
bebas dari seluruh beban pembuktian. Penggugat hanya tidak perlu membuktikan unsur
kesalahan sedangkan unsur-unsur lain seperti kerugian dan hubungan sebab akibat tetap
menjadi beban pertanggungjawaban penggugat. Dengan kata lain, menurut pendapat UH.
Rhiti, 2005: 86-87 sebagaimana dikutip oleh Hardjasoemantri, prinsip ini menghendaki

adanya system pembuktian yang proporsional (proportional burden of proofy™™.

Selain pandangan terkait pembuktian tanggung jawab langsung dan seketika (strict
liability) dari sudut pandang hukum acara, terdapat pula pandangan yang berdasarkan pada

permasalahan hukum materiil. Pandangan ini memisahkan antara strict liability yang

55
X
57
58

Munir Fuady, op.cif, halaman 1.

Agustina, op.¢ir, halaman 17.
Undang-Undang No. § tahun 1999, foc..cir
Hardjasoemantri, op.cit., halaman 57
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merupakan bentuk pertanggungjawaban perdata yang tidak didasarkan pada kesalahan
({iability based on fauit) dengan pembalikan beban pembuktian yang merupakan alokasi
pembebanan pembuktian. Konsekuensinya, pada azas tanggung jawab langsung dan
seketika tidak identik dengan pembalikan beban pembuktian. Mas Achmad Santosa
berpendapat bahwa penerapan azas tanggung jawab langsung dan seketika (strict liability)
bukan padanan dari konsep pembuktian terbalik tapi justru pembebasan beban pembuktian
atas unsur kesalahan.” Beliau juga menambahkan bahwa dalam penerapan azas strict
liability beban pembuktian tentang hubungan sebab akibat terletak di pundak yang
mendalilkan adanya kerugian sejalan dengan pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPer. ©

Hal yang sama dikemukakan oleh Birnie dan Boyle sebagaimana dikutip oleh
Wibisono, yang menyatakan meskipun azas tanggung jawab langsung dan seketika (sirict
liability) dapat mengimplikasikan tidak diperlukannya kegagalan daiam kecermatan (due
diligence) atau kesalahan yang bersifat subyektif, namun pembelaan mengenai hal-hal lain
masih dapat diterima. Sehingga azas tanggung jawab langsung dan seketika (strict
liability) mempunyai rentang pembelaan diri (range exculpatory) lebih besar daripada
absolute liability.”'

Untuk mengetahui apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan “tanpa kesalahan™
dalam tanggung jawab langsung dan seketika (strict liability), perlu dipahami terlebih
dahulu apa yang dimaksud dengan “kesalahan”. Menurut Vollmar sebagaimana dikutip
oleh Rosa Agustina, kesalahan itu sendiri dapat dilihat dari segi subyektifnya dan dari segi
obyektifnya. Beliau mengatakan dalam hak syarat kesalahan harus diartikan dalam arti
subyektifnya maka mengenai seorang pelaku pada umumnya dapat diteliti apakah
perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya, apakah keadaan jiwanya dalam keadaan

sedemikian rupa sehingga ia dapat menyadari maksud dan arti perbuatannya dan apakah si

® Santosa, op.cif, halaman 304,

S Ibid
' Wibisono, op.cit. halaman 34
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pelaku pada umumnya dapat dipertanggung jawabkan®®. Dengan kata lain kesafahan dari
segi subyektifnya melihat pada suatu perhubungan kerohanian (psychisch verband) antara
alam pikiran dan perasaan si subyek dan suatu perkosaan kepentingan tertentu. 53 Dalam
hal ini kesalahan lebih dihadapkan pada faktor abstrak. Kesalahan terletak di luar dari
unsur “perbuatan” yang menimbulkan suatu kerugian dimana kesalahan terletak pada diri
pelakunya. Kesalahan dianggap ada apabila pelaku mempunyai niat (kesengajaan,
intention, dolus, opzet) atau lalai (kealpaan, negligen!, culpa) sehingga melakukan

perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain,

Mengenat kesengajaan, adalah sudah cukup, bilamana orang pada waktu ia
melakukan perbuatan (baik itu commission atau ommision), sudah mengetahui bahwa
akibat yang merugikan itu menurut perkiraanya akan atau pasti akan timbu! dari orang
tersebut, sekalipun ia sudah mengetahuinya masih juga melakukan perbuatannya. * Ini
berarti orang tersebut bersalah karena dia tahu perbuatannya tercela tetapi tetap
menginsyafi perbuatannya tersebut terjadi.

Terkait dengan kelalaian, agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian,

haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut:

l.  Adanya suatu perbuatan atau mengakibatkan sesuatu yang mestinya dilakukan.
2. Adanya suatu kewajiban kehatian-hatian (dufy of care).

3.  Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut.

4.  Adanya kerugian bagi orang lain.

oz Agustina, op.cil., halaman 47

3 ibid, helaman 46.
Djojohirdjo, op.cit, halaman 66

% Fuady, op.cii. halaman 73
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dengan kerugian yang timbul.

Mengenai syarat kesalahan dalam arti obyektif maka yang dipersoalkan adalah
apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipersalahkan
mengenai suatu perbuatan tertentu dalam arti bahwa ia harus dapat mencegah timbulnya
akibat-akibat dari perbuatannya yang kongkrit.*® Dari penjelasan di atas, akan ada schuld
dalam arti kongkrit atau dalam arti obyektifnya, apabila si pelaku seharusnya melakukan
perbuatan secara lain daripada yang telah dilakukannya dan dalam hal demikian itu

kesalahan dan sifat melawan hukum menjadi satu. ©

Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan yang dipandang dari segi subyektifnya
dapat juga ditemukan dari pendapat Von Litszt sebagaimana dikutip oleh Chairul Huda
yang mengatakan bahwa kesalahan dibentuk oleh keadaan psikis tertentu dari pembuat. 68
Fletcher sebagaimana dikutip oleh Chairul Huda, menyebut teori kesalahan psikologis
sebagai teori deskriptif tentang kesalahan mengingat unsur mental terdeskripsi secara
nyata sebagai bagian tindak pidana. ®* Namun dalam hukum pidana permasalahan muncul
ketika unsur kesalahan yang merupakan unsur mental ini tidak dirumuskan dalam suatu
tindak pidana yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan adanya asas tiada
pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka timbul pertanyaan apakah dengan
tidak dirumuskannya unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” maka pembuatnya
dapat dipidana, sekalipun tidak ada kesalahan padanya. Untuk menyikapinya maka
dipergunakanlah pendekatan normatif terhadap kesalahan yang secara prinsip sama
dengan kesalahan yang dipandang dari segi obyektifnya.

Agustina, op.cif., halaman 47
T 1bid.
Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungiawaban
w I;Jit:;ana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, helaman 75.
To
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Kesalahan secara normatif adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena
dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan
perbuatan tersebut. Definisi ini disusun oleh tiga komponen utama yaitu : “dapat dicela”,

“dilihat dari segi masyarakat”, dan dapat berbuat lain”. ™

Kesalahan berarti pembuat telah berbuat bertentangan dengan apa yang diharapkan
(unzumutbarkeif). Pembuat telah berbuat bertentangan dengan harapan masyarakat.
Hukum sebenarnya mengharapkan kepadanya untuk dapat berbuat lain, selain tindak
pidana. Dilakukannya suatu tindak pidana membuatnya bersalah karena telah berbuat
berbeda dari yang diharapkan masyarakat. Padahal pada dirinya selalu terbuka
kemungkinan untuk dapat berbuat lain, jika tidak ingin melakukan tindak pidana tersebut.
Van Strein sebagaimana dikutip oleh Chairul Huda, mengatakan inti pengertian kesalahan
adalah suatu keadaan dimana dalam situasi tertentu masih dapat dimungkinkan bertindak
secara lain dan dalam situasi tersebut secara wajar dapat diharapkan bahwa alternatif
tindak tertentu masih mungkin untuk diambil. Dengan demikian, dapat dicelanya pembuat

karena masih terbuka memungkinkan untuk berbuat lain, selain tindak pidana.”

Kesalahan dalam teori normatif cenderung bersifat evaluatif yang mencoba untuk
melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan pembuat dan perbuatannya itu
sendiri. Dalam hal ini, kesalahan adalah penilaian atas tidak dipenuhinya norma hukum
dan tidak tergantung semata-mata pada penilaian atas keadaan dan karateristik invidivu

pembuatnya. 2

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, prinsip strict Jiability sangat
menolong pihak penggugat karena mereka tidak perlu dibebani pembuktian unsur
kesalahan dari pelaku kegiatan dan/atau usaha. Pembuktian unsur kesalahan tidaklah

gampang dilakukan karena sifat ilmiah pembuktian (scientific proof) unsur kesalahan.

™ ibid, halaman 77
M ibid, halaman 80
2 ibid, halaman 84-85
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Khususnya pembuktian terhadap kegiatan besar dan mengandung risiko tinggi serta

penggunaan bahan berbahaya dan beracun’.

2.4. Tanggung Jawab Langsung dan seketika (Stric/ Liability) Dalam Pranata

Hukum Lingkungan Indonesia

Strict Liability dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup diatur dalam pasal 35 ayat (1) yang secara lengkap berbunyi:

‘Penunggung jawab usaha dan/atav kegiatan yang usahanya dan kegiatannya
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dan/atau yang
menggunakan bahan berbahaya dun beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan
berbahaya dan beracun, bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang
ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada
saat terjadinya pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup". 7

Ketentuan di atas diperbaharui dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 88 yang secara lengkap

berbunyi sebagai berikut; ™

“Setiap orang yang findakannya, usahanya, dan/atau kegiatanrya menggunakarn
B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan
ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas
kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Dari pengertian tersebut di atas, pokok-pokok tanggung jawab langsung dan
seketika (strict liability) adalah (i) jenis kegiatan usaha (i) kerugian, (iii) hubungaﬁ sebab
akibat. Jenis kegiatan yang dapat ditundukkan dalam tanggung jawab langsung dan
seketika (strict liability) berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 1997 yaitu:

" Hardjascemantri, op.cit., halaman 58

" Undang-Undang No. 23 tahun 1997, op.cit, Pasal 35 ayat (1).
”  Undeng-Undang No. 32 Tahun 2009. ap.cit., Pasal 83.
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1. Usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap
lingkungan;

2. Usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun;
3.  Usaha dan/atau kegiatan yang menghasitkan bahan berbahaya dan beracun.

Sedangkan jenis kegiatan dan/atau usaha yang dapat ditundukkan dalam tanggung
jawab langsung dan seketika (strict liability) berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun
2009 adalah:

1. Usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun;
2. Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan bahan berbahaya dan beracun.

3. Usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan

hidup.

Kerugian berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal | angka 12 yang mendefinisikan pencemaran

lingkungan sebagai berikut:

“Masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain
ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun
sampai ke tingkat fertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat
berfungsi sesuai dengan peruntukkannya."”

Ketentuan tersebut di atas, diubah dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut: *’

“Masuknya atau dimasukannya mahkiuk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain
ke dalam linglkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu
lingkungan hidup yang telah ditetapkun.”

7 Undang-Undang No. 23 tahun 1997, op.cif, Pasal | angka 12,

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, op.cir. Pasal | butir 14,
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Selain pencemaran, diatur juga pengrusakan lingkungan yang menurut Pasal 1 angka

14 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:"

“Tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap
sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi
lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.

Yang juga disempumakan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut: »

“Tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung
terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayoti lingkumgan hidup sehingga melampaui
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, kerugian lingkungan tidak hanya terbatas pada
kerugian yang diderita oleh perorangan saja tetapi juga terhadap alam yang merupakan

harta warisan yang universal atau res natura.

Selain adanya kegiatan yang sudah ditentukan secara limitatif dan adanya kerugian,
satu unsur yang harus ditentukan adalah adanya faktor yang menghubungkan antara
kegiatan yang berisiko dengan kerugian. Hubungan sebab akibat merupakan faktor yang

mengaitkan kerugian seseorang dengan perbuatan dari orang lain.*

Dalam Pasal 35 ayat {I) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup Jo. Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan bahwa tanggung jawab
langsung dan seketika muncul atas kerugian yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan
bahwa pertanggungjawaban itu hanya dapat diletakkan kepada kerugian yang memang
ditimbulkan oleh kegiatan usaha pelaku kegiatan dan/atau usaha dan bukan serta merta

18

. Undang-Undang No. 23 tahun 1997, op.cit. Pasal 1 angka 14.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, op.cit. Pasal 1 butir 16
% Fuady, op.cit. halaman 112
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timbul atas segala macam kerugian. Oleh sebab itu harus dapat dibuktikan hubungan

kausalitas antar kerugian dengan kegiatan yang dilakukan pelaku usaha dan/atau kegiatan.

Permasalahan dalam hubungan sebab akibat adalah seberapa jauh hubungan sebab
akibat tersebut dapat diterima oleh hukum. Dengan kata lain, pada saat apa dapat
dikatakan bahwa kerugian adalah “fakta” atan “kemungkinan” dan kapan dianggap
“terlalu jauh. ®' Secara umum dikenal 2 (dua) teori hubungan sebab akibat dalam hukum.
Teori conditio sine qua non oleh Von Buri dan teori proximate cause. Teori conditio sine
qua non mengatakan bahwa setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat
merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian tidak akan pernah terdapat tanpa
penyebabnya. 82 Sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “buf for”
atau “sine qua non". Sehingga dalam hal terjadi kerusakan lingkungan dan
dipertanggungjawabkan berdasarkan tanggung jawab langsung dan seketika (strict
liability) maka harus dibuktikan bahwa kerusakan lingkungan (kerugian) tidak akan
pernah terjadi tanpa kegiatan tersebut. Hubungan sebab akibat disini hanya merupakan
masalah ‘fakta™ atau apa yang secara faktual telah terjadi. Namun yang menjadi masalah
adalah dalam hal terjadi kasus-kasus yang penyebabnya ganda (comcurrent causes)
dimana penyebab kejadian tersebut lebih dari satu faktor. Jika penyebab tersebut berdiri
sendiri-sendiri atau masing-masing, maka tes conditio sine qua non tidak dapat

memecahkan persoalan,

Untuk mengatasi kekurangan tes condifio sine qua non, maka diciptakanlah konsep
proximate cause yang sering didefinistkan sebagat suatu yang dalam sekuensi alamiah
tidak dicampuri oleh penyebab independent, menghasilkan akibat yang merugikan
tersebut. Kadang-kadang proximate cause diartikan juga sebagai sekuensi yang tidak

terputus tanpa suatu penyebab lain yang mengintervensi terhadap perbuatan. Dalam

8L ibid
8 ibid, halaman 113.
B ibid.
¥ bid, halaman 114
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proximate cause, adalah layak dan adil jika seseorang diberikan tanggung jawab hanya
terhadap akibat yang dapat diramalkan akan terjadi (foreseen) maka konsep proximate
cause menempatkan sepatutnya dapat diduga (foreseability) sebagai faktor utama. Konsep
proximate cause memperluas tanggung jawab tergugat dari hanya sekedar tanggung jawab
secara faktual tetapi dilain pihak konsep ini juga membatasi tanggung jawab pelakunya
dengan jalan tidak mempertimbangkan segala akibat yang dikategorikan sebagai akibat

yang ‘terlalu jauh”.

Jadi untuk mengetahui apakah terdapat hubungan sebab akibat antara kegiatan
tergugat dengan kerugian yang diderita oleh penggugat maka harus terbukti bahwa faktor
yang mengkontribusikan suatu kerugian haruslah seimbang dengan akibat yang terjadi.
Dalam hal terjadi penyebab lain maka harus terdapat unsur jforeseability antara kerugian

dengan kegiatan yang dilakukan tergugat.

Dalam penjelasan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Penjelasan Pasal 88 Undang-undang No. 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikatakan bahwa
pengertian dari bertanggungjawab secara langsung dan seketika (sirict liability) yakni
unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran
ganti kerugian. Selain itu juga dikatakan bahwa ketentuan ayat ini merupakan Jex

specialis dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya.

Pengecualian terhadap tanggung jawab langsung dan seketika (strict liability) diatur
dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan
Lingkungan Hidup yang berbunyi:

“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban
kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang

bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup disebabkan salah satu alas an di bawah ini:
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a.  Adanya bencana alam atau peperangan; atau
b.  Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; alau

¢.  Adunya tindakan pihak ketigy yang menyebabkan terjudinya pencemaran
dan/atau pengrusakan lingkungan hidup"*

Pengecualian yang diatur dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997
Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mempertegas bahwa tanggung jawab yang dianut
merujuk pada strict liability dan bukan absolute liability. *° Pengecualian terhadap strict
liability tersebut dihapuskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perbedaan antara strict liability dengan absolute liability salah satunya disampaikan
oleh Munadjat yang dikutip oleh Wibisono, yang mempergunakan istilah tanggung jawab
secara langsung dan seketika untuk padanan sfrict ligbility dan tanggung jawab mutlak

untuk padanan absolute liability sebagai berikut: *
1. Berdasarkan pertimbangan definisi

Strict liability mengandung arti harafiah tanggung jawab secara tegas atau
tanggung jawab secara tepat atau tanggung jawab secara teliti. Sedangkan
absolute liability mengandung arti harafiah tidak boleh tidak ada, bersifat tidak
bersyarat, berhakekat penuh dan lengkap, harus terlaksana dan terwujud secara

tepat waktu, tidak mungkin dipersoalkan atau ditawar sedikitpun.
2. Berdasarkan pertimbangan substansi

Secara substansif, tanggung jawab langsung dan seketika (sfrict liability)
merupakan bentuk tanggung jawab yang melahirkan kewajiban hukum untuk

membayar ganti rugi dikaitkan dengan penentuan batas tertinggi (financial caps)

Undang-Undang No. 23 Tehun 1997, op.cit., ps 35 ayat (2).
Wibisono, ap.cit., hal. 87
8 ibid, haleman 35-38
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berdasarkan penetapan terlebih dahulu. Dengan demikian, dalam menghadapi
kewajiban hukum untuk melaksanakan tanggung jawab secara langsung dan
seketika (strict liability) orang sudah tahu sebelumnya seberapa berat beban yang
harus dipikulnya. Sedangkan pada tanggung jawab mutlak (absolute liability)
pembatasan tersebut akan hilang dan kewajiban membayar ganti rugi menjadi
bersifat penuh, lengkap dan tak bersyarat. Dengan demikian maka beban
kewajiban yang terdapat di dalam asas tanggung jawab mutlak (absolute liability)
lebih berat daripada beban yang lahir dari tanggung jawab secara langsung dan
seketika (strict liability), sebab pada tanggung jawab mutlak (¢bsolute liability)
tidak dikenal adanya pembatasan ganti rugi, melainkan ganti rugi tersebut harus

dibayar secara penuh dan lengkap.
Berdasarkan pertimbangan prosedural

Tanggung jawab secara langsung dan seketika (strict liability) adalah tanggung
jawab yang timbul tanpa adanya kesalahan atau kelalaian. Dalam kasus dimana
asas tanggung jawab secara langsung dan seketika (strict liability) diterapkan,
seorang tergugat telah dinyatakan bertanggung jawab secara langsung dan seketika
pada saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Tanggung jawab
tergugat telah ada, tanpa perlu adanya pembuktian terlebih dahulu apakah ia
bersalah atau tidak. Jadi pada asas tanggung jawab secara langsung dan seketika
{strict liability) beban pembuktian ada pada pihak tergugat, yaitu untuk
membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan demikian maka asas
tanggung jawab secara langsung dan seketika (sirict liability) telah
mengesampingkan asas praduga tidak bersalah. Apabila dalam kasus, justru
terbukti adanya kesalahan pada pihak tergugat maka tanggung jawab tergugat
justru menjadi tidak terbatas. Inilah yang disebut dengan asas tanggung jawab

mutlak (absolute liability). Dengan demikian maka prosedur pembuktian pada
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asas tanggung jawab mutlak (absolute liability) justru lebih dekat kepada prosedur
pembuktian berdasarkan asas kesalahan daripada prosedur pembuktian tanpa
kesalahan.

Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebenarnya bukan merupakan dasar pembenar
(recthvaardigingsfrond) karena tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu
perbuatan. Ada kalanya sesuatu perbuatan yang menurut satu atau lebih kriterium
melawan hukum, tidak merupakan perbuatan melawan hukum karena masalah-masalah

yang membenarkan perbuatan tersebut. 88

Penghapus pertanggungjawaban yang sudah diterima umum adalah keadaan
memaksa (overmacht), pembelaan terpaksa (nmoodweer), ketentuan undang-undang
(wettelijk voorschrift) dan perintah jabatan (weffelijk bevel) sekalipun dalam undang-
undang tidak diatur dasar-dasar pembenar tersebut, namun secara umum dasar pembenar

tersebut diakui penerapannya. %

Masalah-masalah khusus yang meniadakan sifat melawan hukum yang disebut
dasar-dasar pembenar, selalu mengandung sifat cksepsional dan karenanya hanyalah
sebagai pengecualian yang membenarkan penyimpangan terhadap norma meniadakan sifat
melawan hukum dari  svatu  tindakan yang tercela, sehingga karenanya
pertanggungjawaban si pelaku sama sekali lenyap dan tidak ada persoalan tentang

pembagian kerugian.

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebenarnya mengatur mengenai intervensi penyebab lain (intervening

cause). Menurut Munir Fuady, penyebab intervensi atau penyebab tidak langsung adalah

Djojodirdjo, op.cit. halaman 58.
ibid
®  ibid
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suatu penyebab berupa paksaan atau tindakan lain yang terjadi antara perbuatan pelaku
dengan terjadinya kerugian bagi korban yang menyebabkan bertambah parahnya kerugian
maupun yang secara bersama-sama dengan tindakan asli dari pelakunya menimbulkan

kerugian bagi korban.”!

Teori tentang penyebab intervensi (infervening cause) pada prinispnya mengajarkan
bahwa jika penyebab/perbuatan/kekuatan paksa secara reasomable oleh si pelaku dapat
dibayangkan akan terjadi, maka si pelaku tersebut harus bertanggung jawab. Sebaliknya,
dalam kasus-kasus tanpa unsur reasonable forseeability, penyebab intervensi dianggap
sebagai penyebab pengganti (superseding) maka perbuatan pelaku bukan merupakan

proximate cause terhadap kerugian yang timbul. 2

Defences yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997
Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah defences yang ditujukan
untuk unsur hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat, seperti yang kita ketahui
adalah salah satu unsur dalam tangpung jawab langsung dan seketika (strict liability).
Unsur yang lainnya adalah bahwa tergugat adalah penanggung jawab usaha dan atau
kegiatan yang ditentukan serta adanya kerugian. Oleh sebab itu, tergugat pun sebenarmya
dapat menghapuskan pertanggungjawabannya apabila ia dapat membuktikan bahwa ia
bukan termasuk penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang ditentukan pasal 35 ayat
(1) Undnag-Undang no. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal
88 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup atau ia juga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut tidak ada.

91

Fuady, ap.cit. halaman 125
**  ibid, halaman 125
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2.5. Dampak Lingkungan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas

Bumi

Salah satu yang wajib dipertimbangkan oleh pelaku usaha dan atau pemilik ijin
kegiatan pertambangan termasuk eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi adalah
dampak lingkungan dari kegiatan tersebut. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
merupakan konsep hukum yang didasarkan pada kemampuan “alat prediksi” yang secara
ilmiah (scientific prediction) mampu memberikan prakiraan dan peringatan dini atas
kemungkinan timbulnya risiko atau bahaya dan di lain pihak dapat berperan sebagai
sarana pembangunan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan dampak

lingkungan. *

Dampak Lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal | Butir 20 Undang-Undang
No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah®:

“pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha

dan/atau kegiatan.”

Dampak yang dimaksud adalah perubahan terhadap lingkungan dengan adanya
suatu kegiatan dan atau usaha yang dilakukan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam

menentukan dampak tersebut menurut Valentinus Darsono adalah™:

1.  besar manusia yang terkena dampak; Dampak lingkungan suatu kegiatan yang
penentuannya didasarkan pada jumlah manusia yang terkena dampak menjadi
penting bila manusia yang terkena dampak lingkungan tetapi tidak termasuk pada
sasaran yang diperkirakan dapat menikmati manfaat kegiatan yang direncanakan,

jumlahnya sama atau bahkan lebih besar dari jumlah manusia yang dapat menikmati

# M. Daud Silalahi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Sistem Hukum Linglkungan di

Indonesia, Bandung, CV Mandar Maju, 1995, halaman 142-145.
* " Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, op.cif, Pasal 1 butir 20
% Valentinus Darsono, Penganiar Hmu Lingkungan, Universitas Atma Jaya, Jogjakarta, 1995.
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manfaat dari kegiatan tersebut. Selain itu, manusia yang terkena dampak
lingkungan, baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk dalam sasaran untuk
menikmati rencana kegiatan, jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah manusia
vang tidak akan terkena dampak lingkunpan dalam wilayah dampak yang telah

ditentukan menurut kerangka acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan.

luas wilayah penyebaran dampak; Dampak lingkungan suatu kegiatan itu penting
apabila luas wilayah penyebaran dampak paling sedikit dua kali lebih besar dari luas
wilayah rencana kegiatan, penyebarannya melampaui batas administrasi pada

tingkat kabupaten ke atas dan atau melampaui wilayah negara Republik Indonesia.

lamanya dampak berlangsung; Suatu kegiatan dapat menimbulkan dampak
lingkungan pada suatu tahap tertentu atau pada berbagai tahap dari daur kegiatannya
seperti pra konstruksi, konstruksi dan paska konstruksi.

intensitas dampak; Dampak lingkungan mempunyai intensitas yang bervariasi mulai
dari yang sangat ringan sampai yang sangat berat. Faktor intentitas dampak ini
berfungsi mengetahui berat atau ringannya dampak yang dirasakan baik dalam ruang

lingkup populasinya atau penyimpangan baku mutu lingkungan.

banyak komponen lainnya yang terkena dampak; terkait dengan dampak lingkungan,
komponen lingkungan dibedakan menjadi 3 (tiga) vaitu (i) fisik, (ii) biotis dan {iii)

sosial ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat.

sifat kumulatif dampak; Dampak lingkungan yang bersifat kumulatif diartikan
bahwa semula tidak menimbulkan dampak tetapi sumber dampaknya tertimbun
perlahan-lahan dalam lingkungan sehingga pada tahap akumulasi tertentu
merupakan dampak penting. Dampak lingkungan menjadi penting atas dasar sifat

kumulatifnya apabila akumulasi dampak terjadi dalam waktu yang relatif singkat
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dan ruang yang relatif luas sehingga bobot dampaknya bertambah besar, terjadinya

fenomena sinergetik atau antagonistik dalam wilayah penyebaran dampak.

7. berbalik (reversible) atau tidak berbalik (irreversible) dampak. Dampak lingkungan
dapat menimbulkan perubahan yang tak berbalik misalnya cacat seumur hidup dan
atau kepunahan. Semakin banyak komponen yang terkena dampak oleh suatu

kegiatan dan/atau usaha semakin penting dampak lingkungan tersebut.

Kewajiban pelaku usaha dan atau kegiatan terkait dengan dampak lingkungan adalah
kewajiban untuk membuat suatu analisis dan atau kajian mengenai dampak besar dari
kegiatan dan atau usaha yang dilaksanakannya. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 15 ayat
(1) Undang-Undang no. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

berbunyi sebagai berikut:*®

“Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan

dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis

mengenai dampak linglkungan hidup”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
sebagaimana diatur dalam Pasal | butir (21) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: *’

“Analisis mengenai dampak lingkungan adalah kafjian mengenai dampak besar dan
penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
usaha dan/atau kegaitan.”

Ketentuan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan diperbaharui dalam
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup dengan merinci kriteria dampak penting, kegiatan dan/atau usaha yang wajib

i Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, op.cit., Pasal 15 ayat (1).
" ibid, Pasal 1 bulir (15)
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dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, serta isi kajian dokumen AMDAL.

Kriteria dampak penting berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah: %

1

NA ke

Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau
kegiatan;

Luas wilayah penyebaran dampak;

Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;

Sifat kumulatif dampak;

Berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan/atau

Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan telnologi.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup juga mengatur secara rinci kriteria usaha dan/atau kegiatan yang

berdampak penting dan wajib dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan sebagai

berikut:

1 pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

2. eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak
ferbarukan;

3. proses dan kegiatan yang secara pofensial dapat menimbulkan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber
daya alam dan/atau perlindungan cagar alam;

4. proses dan kegiatan yang hasilnya oakan mempengaruhi lingkungan alam,
lingkungan buatan serta lingkungan social dan budaya;

5. proses dan hkegiatan yang hasilnya akan mempengaruhui pelestarian kawasan
sumber daya alam dan atau perlindungan cargar budaya;

6. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik;

7. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;

8. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan
negara dan/atau;

9. penerapan lteknologi yang diperkirakan mempunnyai potensi besar untuk
mempengaruhi lingkungan hidup.

98

Undang-Undang No. 32 Tehun 2009, op.cit., Pasal 22 ayat (2).
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Berdasarkan rumusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam undang-
undang maka AMDAL adalah bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau
kegiatan yang meliputi analisis teknis, analisis ekonomi-finansial dan dampak lingkungan
schingga AMDAL ini merupakan dasar dalam sistem manajemen lingkungan

(environmental management system) dari suatu usaha dan/atau kegiatan. *

Salah satu sebab dalam konflik antara pembangunan versus lingkungan menurut
Otto Soemarto adalah dampak lingkungan (environmental impact) sebagai pengaruh yang
merugikan (adverse effect). Titik berat pada dampak lingkungan menimbulkan kesan
seolah-olah pembangunan hanyalah mempunyai pengaruh negatif padahal pembangunan
dapat pula memiliki efek posistif terhadap lingkungan dan oleh karenanya pengelolaan
lingkungan tidak hanya memperhatikan risiko namun mencakup manfaat lingkungan.
Dengan dilakukannya analisis mengenai dampak lingkungan maka pembangunan yang
dilakukan diharapkan dapat memperbesar nilai manfaat lingkungan dan atau memperkecil

nilai risiko lingkungan.'®

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah sarana pertimbangan bagi
pengambil keputusan yang akan memberikan ijin terhadap kegiatan dan/atau usaha yang
terkait dengan lingkungan. Pemberian ijin dilakukan dengan mempertimbangkan hasil
kajian pada Dokumen AMDAL terdiri dari (i) Kerangka Acuan Analisa Dampak
Lingkungan Hidup, (ii) Analisa Dampak Lingkungan Hidup, (iii) Kerangka Acuan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan (iv) Kerangka Acuan Pemantauan Lingkungan Hidup.
Ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan sebagai salah satu perizinan lingkungan
diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: '

®  Usman, op.cir., halaman 126.
::1] Otto Soemarwoto, Ekologt, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, PT Djambatan, Jakarta 1994.
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, ep.cit. Pasal 18
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“setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting
terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan
untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan”.

Ketentuan tersebut di atas diperharui dengan mencantumkan kewajiban pemilikan
AMDAL atau UKL dan UPL sebagai izin lingkungan yang selengkapnya berbunyi
sebagai berikut:

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memilili AMDAL atau UKL-UPLwajib

memiliki izin lingkungan”

Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, setiap penanggungjawab usaha dan/atau
kegiatan berkewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta
mencegah dan menanggulangi pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup serta
melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup akibat usaha dan/atau kegiatan
yang pengaturannya juga dilakukan secara sektoral yang dikaitkan dengan sistem
perizinan. '* Spelt dan Ten Berge menyatakan bahwa izin adalah salah satu instrumen
yang paling banyak digunakan dalam hukurn administrasi sebagai sarana yuridis untuk

mengemudikan tingkah laku warga dan sebagai sarana pengawasan. '®

Analisis dampak lingkungan bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri, tetapi
merupakan bagian dari proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang
merupakan penelahaan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu
kegiatan yang direncanakan. 1% Hasil studi kelayakan ini tidak hanya berguna untuk para
perencana, tetapi juga bagi pengambil keputusan karena penyusunan KA ANDAL yang
merupakan bagian dari studi kelayakan akan digunakan untuk proses perencanaan dan

pengambilan keputusan. 105

12 Usman, op.cit. halaman 127

19 bid.

Dersono, Ms. op.cit. halaman 148

Keputusan Kepala Baden Pengendalian Dampak Lingkungan No, 09 Tahun 2000 tanggal 7 Pebruari
2002, Pasal 6.

105
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EIA (Environmental Impact Assessment) atau Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan menurut Asit Bievas dan Qu Geping dalam tulisannya mengenai
“Enviromental Impact Assessment for Developing Countries’ yang mengutip dari Ronald
Bisset dalam tulisannya “Methods of Environmental Impact Assesment: A Selective
Survey With Case Studies”, seperti dikutip oleh Bambang Prabowo Soedarso dalam

disertasinya diartikan sebagai berikut'®:

“....Is concerned, basically with identifying and uassessing the environmental
concequences of development project plans programs and policies in an attempt to
ensure that the best alternativesfor development is selected”.

Pendapat lain mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan menurut Westman
dalam tulisannya “Ecology, Impact Assesment and Envirommental Planning”
sebagaimana dikutip Bambang Prabowo Soedarso dalam disertasinya menyebutkan bahwa
AMDAL merupakan suatu alat atau piranti dalam perencanaan yang matang dan akurat
mengenai usaha-usaha manusia dalam manipulasi alam bagi kepentingannya. Sebagai
bagian dari studi kelayakan, AMDAL merupakan alat pengaman baik terhadap alam yang
hendak dimanipulasikan tersebut maupun dampak dari alam yang dimanipulasikan,

terhadap manusia (dampak yang berbalik)'?’.

Menurut pendapat Bambang Prabowo Soedarso, Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan adalah suatu aktivitas untuk melakukan identifikasi dan memprediksi atau
memperkirakan dampak dari suatu rencana kegiatan terhadap lingkungan biogeofisik dan
terhadap kesehatan manusia beserta jasad hidup, kemudian menginterprestasikannya dan
mengkomunikasikan informasi tentang dampakm. AMDAL merupakan langkah-langkah
bijak, safety first, baik dipandang dari segi ilmu dan teknologi maupun segi sosial

1% Bambang Prabowo Soedarso, Analisis Mengenai Dampak Linghkungan, Dokumen Himigh, Dokumen

Hukum dan Piranti Penglolaan Lingkungan, Disertasi Doktor Hukum Lingkungan, Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 9,

ibid., halaman 39.

ibid halaman 9.

107
108
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ekonomi budaya mausia itu sendiri, agar supaya tidak merugikan dirinya sendiri.
Langkah-langkah bijak dengan melaksanakan AMDAIL menggambarkan pula tentang
perencanaan lingkungan pengelolaan Sumber Daya Alam, dan aplikasi dari ilmu ekologi
dengan memperhatikan prinsip-prinsip tentang ekologi, prediksi mengenai kemampuan
lingkungan, kebijakan-kebijakan baru, hukum-hukum bamu ataupun inovasi terhadap
teknologi yang digunakan, dan rencana-rencana evaluasi terhadap pelaksanaan

1% Munculnya konsep tentang suistainable development merupakan

perencanaan tersebut
konsep pembangunan ekonomi yang secara kuantitas dapat diperhitungkan. AMDAL
adalah suatu alat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan yang
sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi seseorang dan/atau badan hukum dalam
menguasai dan/atau memanfaatkan lingkungan menurut kacamata pandangan ahli
ekonomi dan ahli hukum. Oleh sebab itu, sebenamnya, tujuan mengenai diterapkannya
keharusan melakukan AMDAL adalah suatu inovasi baru mengenai tujuan hulum sebagai
usaha untuk mengembangkan peradaban manusia dengan melalui pembaharuan dan/atau

pembangunan hukumnya. )

Kegunaan dokumen KA ANDAL diatur dalam Keputusan Kepala Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan No. 09 tahun 2000 yang menyatakan bahwa fungsi
ANDAL adalah rujukan bagi pemrakarsa dan atau instansi terkait mengenai lingkup dan
kedalaman ANDAL yang akan dilakukan serta sebagai suatu bahan rujukan untuk
mengevaluasi hasil studi ANDAL. !’

Untuk mencapai tujuan dan fungsi ANDAL yang hendak diperoleh, KA ANDAL
wajib mencerminkan secara jelas dan tegas wawasan lingkungan hidup sebagai suatu

pembangunan terencana dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. aspirasi pihak-pihak terlibat mengenai hal-hal yang dianggap penting;

' jbid, halaman 40-42
P jbid.
"' Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 09 Tahun 2000 , Pasal 3
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penelaahan dan evaluasi atas altematif rencana usaha dan/atau kegiatan yang
dipandang layak baik dari segi lingkungan hidup, teknis maupun ekonomis sebagai
upaya untuk mencegah timbulnya dampak yang lebih besar.

komponen-komponen lingkungan hidup antara Jain komponen hidup yang
dipertahankan serta dilestarikan fungsinya serta komponen lingkungan hidup yang
mendasar dan dianggap penting di masyarakat. Komponen lingkungan hidup yang
dipertahankan dan dijaga Kkelestariannya adalah hutan lindung, hutan konservoir,
cagar, sumber daya air, keanekaragaman hayati, kualitas udara, warisan alam dan
warisan budaya, kenyamanan lingkungan hidup serta nilai-nilai budaya yang
berorientasi dengan lingkungan hidup. Sedangkan komponen yang dianggap
mendasar dan dianggap penting oleh masyarakat adalah pemilikan dan penguasaan
lahan, kesempatan kerja dan usaha, taraf hidup masyarakat dan kesehatan

masyarakat.

hubungan sebab akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan. '

Pada prinsipnya ANDAL meliputi 3 (tiga) proses yaitu identifikasi, prediksi dan

evaluasi dampak. Proses identifikasi merupakan proses pengindentifikasian komponen

lingkungan yang akan terkena dampak oleh kegiatan dan/atau usaha yang akan dilakukan.

Setelah itu, dilanjutkan dengan tahap prediksi yang merupakan tahap perkiraan besarnya

dampak yang akan terjadi serta terakhir adalah evaluasi dampak itu sendiri.

113

Proses ANDAL dimulai dari proses pelingkupan yang merupakan proses dini untuk

menentukan lingkup permasalahan dan mengindentifikasi dampak besar dan penting yang

ibid, Pasal 7
Darsono, Ms. gp.cil. halaman 149.
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14

terkait dengan rencana besar usaha dan atau kegiatan. ' Pelingkupan ini merupakan

proses terpenting dalam penyusunan, karena dari proses ini dapat dihasilkan:

1. Dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang dipandang relevan
untuk ditelaah secara mendalam dalam studi ANDAL dengan meniadakan hal-hal
atau komponen lingkungan hidup yang dipandang penting ditelaah;

2. Lingkup wilayah studi ANDAL berdasarkan pertimbangan batas proyek, batas

ekologis, batas sosial dan batas administratif;

3. Kedalaman studi ANDAL yang antara lain mencakup metoda yang digunakan,
jumlah sampel yang diukur, dan tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai sumber dana

yang tersedia.

Pelingkupan dampak besar dan penting dilakukan melalui proses identifikasi
dampak potensial, evaluasi dampak potensial dan pemusatan dampak besar dan pentingI 13,
Identifikasi terhadap segenap dampak lingkungan hidup baik primer maupun sekunder
yang secara potensial akan timbu! sebagai akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan
yang bertujuan untuk inventarisasi dampak potensial yang mungkin timbul tanpa
memperhatikan besar atau kecilnya dampak. Proses penglikupan melalui identifikasi
dilanjutkan dengan proses evaluasi yang bertujuan untuk menghilangkan atau meniadakan
dampak potensial yang dianggap tidak relevan atau tidak penting sehingga diperoleh
daftar dampak besar untuk ditelaah dalam studi ANDAL. Setelah itu, dilakukan
pemusatan dampak besar dan penting yang betujuan untuk mengelompokkan dampak
besar dan penting sehingga diperoleh isu-isu pokok lingkungan hidup yang dapat
mencerminkan atau menggambarkan secara utuh dan lengkap perihal keterkaitan antara
rencana usaha dan/atau kegiatan dengan komponen lingkungan hidup yang mengalami

perubahan mendasar serta keterkaitan antar berbagai komponen dampak besar dan penting

11" Keputusan Kepala Bapedal No. 9 Tahun 2000, op.cif. , Pasal 8

US ibid

Universitas Indonesia

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010.



65

yang telah dirumuskan. Proses pelingkupan berguna untuk mengetahui informasi-
informasi yang diperlukan dan pendalaman strategi untuk mencapai tujuan yang hendak
diperoleh sehingga permasalahan dapat diperkirakan sebelum pendalaman atas pemecahan

masalah dilakukan. ''®

Selain ANDAL dan Prakiraan Dampak Besar dan Penting, yang menjadi bagian dari
AMDAIL adalah Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana
Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). RKL merupakan dokumen yang memuat upaya-
upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak besar dan penting
lingkungan hidup yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul
sebagai akibat dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Upaya pengelolaan lingkungan

hidup mencakup aktivitas sebagai berikut: !’

l. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menanggulangi dampak negatif
lingkungan melalui pemilihan atas alternatif, tata letak (tata ruang mikro) lokasi,

dan rancang bangun proyek.

2. Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan wuntuk menanggulangi,
meminimisasi atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul di saat usaha
dan/atau kegiatan beroperasi, maupun hingga saat usaha dan/atau kegiatan
berakhir.

3. Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat meningkatkan dampak positif
sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik
kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati

dampak positif tersebut.

"¢ Beanlands den Duinker, Ecological Knowledge and Environmental Problem Solving, Concepts and

Case Studies, National Academy Press, Washington DC 1986, halaman 114.
U7 Keputusan Kepala Bapedal No. 9 Tzhun 2000, op.cit., Lampiran III.
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Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat memberikan pertimbangan ekonomi
lingkungan sebagai dasar memberikan kompensasi atas sumber daya tidak dapat
pulih, hilang atau rusak (baik dalam arti sosial ekonomi dan/atau ekologis) sebagai
dasar untuk memberikan kompensasi atas sumber daya tidak dapat pulih, hilang

atau rusak sebagai akibat usaha dan/atau kegiatan.

Dokumen RKL hanya akan bersifat memberikan pokok-pokok arahan, prinsip-

prinsip, kriteria atau persyaratan untuk pencegahan/penanggulangan/pengendalian

dampak. Rencana pengelolaan lingkungan hidup diuraikan secara sistematis serta

mengandung ciri-ciri pokok sebagai berikut:

1.

118

Memuat pokok-pokok, prinsip-prinsip, kriteria pedoman, atau persyaratan untuk
mencegah, menanggulangi, mengendalikan atau meningkatkan dampak besar dan

penting baik negatif maupun positif yang bersifat strategis;

Merupakan bahan pertimbangan untuk pembuatan rencana rinci rekayasa dan dasar

pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup;

Mencakup upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan karyawan pemrakarsa

usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup;

Mencakup pembentukan unit organisasi yang bertanggungjawab di bidang

lingkungan hidup untuk melaksanakan RKL.

Untuk melengkapi upaya perlindungan lingkungan hidup, selain upaya

pengelolaan lingkungan hidup dalam rangkaian kegiatan AMDAL dilakukan juga

penyusunan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Rencana pemantauan

lingkungan hidup digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi pada berbagai

ibid
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tingkatan mulai dari tingkat proyek (untuk memahami perilaku dampak yang timbul akibat

usaha dan/atau kegiatan) sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional. ‘'
Faktor-faktor yang diperhatikan dalam penyusunan rencana pemantauan

lingkungan hidup adalah:

1. Komponen parameter lingkungan hidup yang mengalami perubahan mendasar atau
terkena dampak besar dan penting;

2. Keterkaitan yang akan dijalin antara dokumen ANDAL yang menjabarkan dampak
besar dan penting serta dokumen RKL dan RPL yang menyatakan sifat
pengelolaan lingkungan hidup;

3. Pemantauan pada sumber penyebab dampak dan atau komponen atau parameter
lingkungan hidup yang terkena dampak;

4, Pemantauan lingkungan hidup yang layak secara ekonomi mengingat kegiatan

pemantauan berlangsung selama kegiatan usaha dijalankan;

5. Rencana pengumpulan dan analisis data aspek-aspek yang berlu dilakukan
pemantauan;
6. Pemuatan kelembagaan pemantauan lingkungan hidup.

Eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi merupakan kegiatan
pertambangan sumber daya alam yang terkait dengan pengelolaan aspek lingkungan hidup
dan memiliki dampak terhadap kelestarian lingkungan hidup. Pengaturan pengelolaan
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi diatur bersama antara
Departemen ESDM, BP Migas (dahulu oleh Pertamina) dan Kementerian Lingkungan
Hidup beserta Pemerintah Daerah setempat. Berdasarkan kategori dampak yang
dipertimbangkan, Menteri Lingkungan Hidup dalam Keputusan No. 17 Tahun 2001
Tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis

""" ibid, lampiran IV

Universitas Indonesia

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010.



68

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup mengatur bahwa bidang Energi dan Sumber Daya

Alam yang wajib dilengkapi oleh AMDAL adalah: '

1. Pertambangan umum dengan luas lebih dari 200 ha serta luas daerah terbuka untuk
pertambangan lebih dari 50 ha.

2. Tahap eksploitasi produksi untuk batu bara dengan produksi lebih dari 250.000
ton/ tahun, bijih primer dengan produksi lebih dari 200.000 ton/ tahun, bijih
sekunder/ endapan alluvial dengan produksi lebih dari 150.000 ton/ tahun, bahan
galian bukan logam atau bahan galian golongan ¢ dengan produksi lebih dari
250.000M3 /tahun dan bahan bahan galian radioaktif termasuk pengolahan,
penambangan dan pemurnian serta bahan galian fimbale termasuk pengolahan
penambangan dan pemurnian.

Tambang di laut;

4. Submarine tailing disposal,

Pengolahan bijih dengan proses sianidasi.

Rencana usaha dan/atau kegiatan diluar usaha dan/atau kegiatan yang tidak
diwajibkan menyusun AMDAL menurut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999
diwajibkan melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan
lingkungan hidup yang pembinaannya berada pada instansi yang membidangt usaha
dan/atau kegiatan. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan
lingkungan tersebut merupakan salah satu izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
Persyaratan dan kewajiban upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan
lingkungan hidup selanjutnya ditentukan oleh instansi yang membidangi usaha dan/atau
kegiatan setelah mempertimbangkan masukan dari instansi yang bertanggung jawab. '?!

Upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan
hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan

120 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan
Yang Wajib dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Butir J, Lampiran.
2! peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999, op.cit. Pasal 3.

Universitas Indonesia

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010.



69

hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. '? Informasi yang wajib disampaikan
dalam dokumen UKL dan UPL adalah identitas, rencana usaha dan atau kegiatan, dampak
lingkungan yang akan terjadi, program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Berdasarkan kewenangan tersebut di atas, instrumen pengelolaan lingkungan
dalam tahap cksplorasi minyak dan gas bumi adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Keputusan Menteri
Energi Sumber Daya Mineral No. 1457 K/28/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan,

2.6. Wewenang dan atau Kewajiban Negara Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Atas dasar Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat yang kemudian memberikan wewenang kepada negara untuk
mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.
Ruang lingkup penguasaan oleh negara tersebut dipertegas dalam Undang-Undang No. 23
Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Undang-Undang No. 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 3 Undang-Undang
No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa pengelolaan
lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan
yang berwawasan lingkungan hidup. Asas inilah yang kemudian dipergunakan sebagai
dasar fungsi dan wewenang serta kewajiban negara dalam upaya pengelolaan lingkungan
hidup. Kewenangan dan atau kewajiban Negara dalam siklus pengaturan (regulatory

chain) terdiri dari siklus perencanaan kebijakan (policy planning) yang diawali dengan

2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002, Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya
Pengelolean Lingkungan Hidup dan Upeya Pementauan Lingkungan Hidup, Pasal 1.
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penetapan perundangan-undangan, penentuan standar dan pemberian ijin serta penaatan

dan penegakkan hukum. '23 K eberadaan regulasi yang ada berfungsi untuk: 124

l.

Mengatur standar dan keamanan bagi setiap individu dan atau korporasi dan
pemerintah;

Memberikan hak untuk mengakses informasi mengenai lingkungan hidup;
Memberikan hak bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pembuatan
keputusan terkait polusi dan lingkungan;

Memberikan hak untuk melawan dan mereview keputusan;

Mengatur sanksi dan atau penalti bagi pencemar;

Fungsi dan wewenang negara dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam

Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

adalah:
1.

Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan
lingkungan hidup;

Mengatur penyediaan, peruntukkan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup
dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetika;
Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek
hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber
daya buatan termasuk sumber daya genetika;

Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial yang berpengaruh
terhadap kepentingan umum, baik secara kultural maupun secara struktural;
Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tersebut di atas memberikan hak kepada negara untuk menguasai

sumber daya alam dan kewenangan mengatumya diserahkan kepada pemerintah. Fungsi

'Z Usman, op.cit, halaman 185

124

Alan Murdie, Environmental Iaw and Citizer; Action, Earthscan Publicatiens 1id., 1993, London,
halaman 6

Universitas Indonesia

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010.



71

pengaturan tersebut diaplikasikan dalam pengaturan dan pengembangan kebijaksanaan
pengelolaan lingkungan hidup untuk memberikan perlindungan terhadap daya
keberlanjutan sumber daya alam dan sumber daya buatan termasuk sumber daya genetika
sehingga pembangunan tetap terlanjutkan. '

Pengelolaan lingkungan hidup ditentukan berdasarkan kelembagaan yang
menangani dan mengelola lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-
Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan
ketentuan tersebut, perangkat kelembagaan pengelolaan jingkungan hidup pada tingkat
nasional dipimpin oleh Menteri dan berfungsi sebagai wadah koordinasi dalam rangka
pelaksanaan keterpaduan kebijaksaan nasional pengelolaan lingkungan hidup. Secara
sektoral, wewenang pengelolaan lingkungan hidup berada di bawah berbagai departemen
dan lembaga pemerintah non departemen sesuai bidang tugas dan tanggung jawab masing-
masing. Selain itu, dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional
tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional diatur dalam
pasal 9 ayat (2), (3) dan (4), Pasal 11 dan Pasal 23 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997
Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari pasal-pasal tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa undang-undang menganut prinsip keterpaduan antar instansi
pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. '*®

Terkait dengan aplikasi kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup,
kewenangan pemerintah lebih lanjut diatur dalam Pasal 18, 22 dan 23 Undang-Undang
No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur penataan
lingkungan hidup, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan. Penataan
lingkungan hidup memberikan peran bagi pemerintah dalam penerbitan perizinan untuk
kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting dengan kewajiban memiliki

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, untuk memperoleh izin usaha dan pembuangan

125 Usman, lec.cit
126 ibid.
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limbah ke media lingkungan hidup dengan keharusan kepemilikan izin yang diterbitkan
oleh Menteri. Terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, melahirkan
fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Menteri dan atau pejabat yang ditetapkan oleh
Menteri atau pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah.

Wewenang dan kewajiban pemerintah terkait upaya dan pengelolaan lingkungan
hidup diperluas dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang terdiri dari siklus
(i) perencanaan, (ii) pemanfaatan, (iii) pengendalian, (iv) pemeliharaan, (v) pengawasan
dan (vi) penegakan hukum. Tahap Perencanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup terdiri dari inventarisasi, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH.'”
Tahap inventarisasi dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber
daya alam yang meliputi potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk
penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, konflik dan penyebab konflik
yang timbul akibat pengelolaan. Tahap inventarisasi ini dipergunakan sebagai salah satu
dasar bagi Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi lain untuk menetapkan wilayah
ekorogion yaitu wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora,
dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas
sistem alam dan lingkungan hidup. Tahapan perencanaan dilengkapi dengan Penyusunan
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup baik di tingkat nasional,
propinsi dan kabupaten/kota yang dibuat berdasarkan hasil inventarisasi. RPPLH disusun
oleh Menteri, gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. RPPLH
memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam,
pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian,
pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam dan adaptasi dan

mitigasi terhadap perubahan iklim.

'*7 Undang-undang No. 32 Tahun 2009, op.cif. Pasal 5.
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Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH yang telah dibuat
pada tahap perencanaan. Apabila RPPLH belum tersedia, maka pemanfaatan sumber daya
alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan
memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan
produktivitas lingkungan hidup dan keselamatan, mutu hidup serta kesejahteraan
masyarakat. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ditentukan oleh Menteri
dan atau gubernur dan atau bupati/walikota.

Tahap paska pemanfaatan adalah pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanggungjawab usaha danfatau kegiatan sesuai
dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Instrumen pencegahan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

a. KLHS;

b. tata ruang;

c. baku mutu lingkungan hidup;

d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

e. AMDAL.;

f. UKL-UPL;

8. perizinan;

h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;

i peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
i anggaran berbasis lingkungan hidup;

k. analisis risiko lingkungan hidup;
1. audit lingkungan hidup; dan
m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu

pengetahuan.
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Menteri, gubemur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang bertugas melakukan pengawasan
terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan serta pejabat/instansi teknis
di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengawasan ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.  Dalam
melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi
dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang pembangunan
berkelanjutan apabila administrasi pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu.
Salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran
lingkungan adalah sistem perizinan. Izin merupakan perangkat hukum yang bersifat
preventif sebagai upaya pengendalian dampak lingkungan hidup. Oleh karena itu, izin
harus dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan
dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan
dampak lingkungan, '

Prasyarat lain dalam penerbitan perizinan dalam usaha dan/atau kegiatan diatur
dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) sebagai beriiut:

1. Izin diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
2. Dalam izin harus dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya

pengendalian dampak lingkungan hidup, baik berupa AMDAL atau RK1. dan RPL.

1% it Sundari Rangkuti, Hukum Linglkungan dan Kebijaksanaan Nasional, Airlangga University Press,
2000,
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2.7. Fungsi dan Tanggung Jawab Negara dalam Kegiatan Eksplorasi Minyak dan

Bas Bumi

Konsep negara hukum modern selain mengharuskan setiap tindakan
negara/pemerintah berdasarkan atas hukum, juga negara/pemerintah diserahi pula peran,
tugas dan tanggung jawab yang luas untuk mensejahterakan masyarakat. Konsepsi negara
hukum modern menurut Bagir Manan memuat tiga aspek utama yaitu aspek politik,
konsep hukum itu sendiri dan aspek sosial ekonomi. Dari aspek politik antara lain adalah
pembatasan kekuasaan negara sedangkan dari aspek hukum antara lain adalah supermasi
hukum. Selain itu, dari aspek sosial ekonomi adalah keadilan sosial (social justice) dan

kesejahteraan umum (public welfare). '2°

Dalam kajian ini aspek yang paling relevan adalah aspek sosial-ekonomi dan
keadilan sosfal dan kesejahteraan seluruh warga masyarakat. Paham keadilan sosial
seringkali dibatasi pada keadilan ekonomis namun menurut Bagir Manan keadilan sosial
tersebut harus mencakup segala segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara'*°

. Dalam kaitan dengan keadilan ekonomis dan hak penguasaan negara atas
sumnber daya alam dibutubkan penciptaan dan penataan sistem penyelenggaraan ekonomi
yang berpthak kepada rakyat. Penciptaan dan penataan sistem yang dimaksud dengan
mengembalikan dan melaksanakan berbagai dasar yang telah ada, baik yang bersifat
filosofis, ideologi maupun konstitusional. '

Penataan sistem penyelenggaraan ekonomi yang berpihak kepada rakyat tidak
terlepas dari fungsi negara itu sendiri dalam bidang ekonomi. Secara teoritik, W.

Friedmann mengemukakan empat fungsi negara di dalam yaitu'*%:

Bapir Manan, Hubungan antara Pusat dan Daeerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan,
Jakarta 1994, halaman 38.

139 ihid

B3 ibid

132 W. Friedmann, The State and the Ruie of Law in A Mixed Economy, Stevens and Sons, London 1971,
halaman 3.
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1. Fungsi negara sebagai provider (penjamin) kesejahteraan sosial;

2. Fungsi negara sebagai regulator {pengatur);

3. Fungsi negara sebagai enterpreneur (pengusaha) atap menjalankan sektor-sektor
tertentu;

4, Fungsi negara sebagai umpire (pengawas) untuk merumuskan standar-standar yang

adil mengenai kinerja sektor ekonomi termasuk perusahaan negara.

Fungsi Negara sebagaimana diutarakan oleh Friedmann di atas diaplikasikan oleh
Indonesia. Negara sebagai emferpreneur menurut pendapat Friedmann diaplikasikan
dengan fungsi Negara Indonesia sebapat badan hukum hukum privat. Di dalam peraturan
perundang-undangan yang diatur di Indonesia, ketentuan tertulis menyatakan Negara
adalah sebagai badan hukum. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun
1968 Jo. No. 8 Tahun 1925 Tentang Perbendaharaan Negara, pasal | yang menyatakan'*:

“Indonesia adalah suatu badan hukum yang diwakili oleh Presiden”

Sebagaimana dikutip oleh Bambang Prabowo Soedarso'*, personalitas Negara
sebagai subyek hukum perdata secara tidak langsung telah mendapatkan legitimasi
menurut Achmad Ichsan dengan adanya pengaturan Pasal 1653 KUHPerdata'* dan hal
tersebut telah sesuai dengan pemikiran Apeldomn dalam bukunya yang menyatakan bahwa
Negara, propinsi, kotapraja dan lain sebagainya adalah badan hukum. Sebagai sebuah
badan hukum, Negara dapat melakukan perbuatan melawan hukum perdata karena
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1654 KUHPerdata, badan hukum seperti halnya
individu dapat melakukan perbuatan hukum perdata. Dalam keberadaanya sebagai subyek

hukum privat, Negara secara hukum dianggap mampu memikul tanggung jawab perdata

"33 Undang-Undang No. 9 Tahun 1968 Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1925 Tentang Perbendaharaan
Negara, Pasal 1.

*4 Bambang Prawbowo Soedarso, Penataan Ruang, Pemanfaatan Akibat dan Pertanggungiawaban
Hukum Negara, Cintya Press, Jakarta, 2008, halaman 116

3% Dalam Pasal 1653 KUHPerdata menyebutkan adanya tiga jenis badan hokum yaitu (a) Badan Hukum
yang didirikan Pemerintah termasuk di dalamnya badan-badan hukum publik seperti Propinsi, Daerah
Swapraja, Kabupaten dan lain sebagainya, {b) Badan Hukum yang diakui oleh Pemerintah, (c) Badan
Hukum yang didirikan oleh Partikelir.
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karena adanya perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh orang (individu) yang

mewakili Negara'®.

Fungsi Negara sebagai penjamin kesejahteraan dan regulator tercermin dalam
fungsi Negara untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang mengatur kehidupan manusia.
Dalam rangka pelaksanaan keterpaduan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan
hidup, perizinan dan pengawasan kegiatan eksplorasi dilakukan oleh Departemen Energi
dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pelaksanan Migas. Pengelolaan sektor Minyak dan
Bas Bumi dilakukan oleh Pemerintah melalui Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral. Dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator, Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral menerbitkan secara /lex spesialis regulasi usaha dan regulasi
keteknikan untuk pelaksanaan kegiatan minyak dan gas bumi.

Pembinaan terhadap kegiatan usaha hulu dilakukan oleh Pemerintah yang
dilaksanakan oleh Menteri meliputi upaya: "’

I. penyelenggaaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan Usaha Hulu;

2. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha huiu berdasarkan cadangan dan
potensi sumber daya minyak dan gas bumi yang dimiliki, kemampuan produksi,
kebutuhan Bahan bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan
teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup;

3. kemampuan nasional dan kebijakan pembangunan,

Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan
usaha hulu terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
pada Menteri. Penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang Kegiatan Usaha Hulu
selanjutnya meliputij:'*®
1. perencanaan;

2. perizinan, persetujuan, dan rekomendasi;

126 Soedarso, op.cit., halaman 117

137 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004, Op.(it.,Pasal 86,
18 jbid, Pasel 86.
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penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha hulu meliputi

e S A A

I
e

pengelolaan dan pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi;
pendidikan dan pelatihan;

penelitian dan pengembangan teknologi;
penerapan standardisasi;

pemberian akreditasi;

pemberian sertifikasi;

pembinaan industri/badan usaha penunjang;
pembinaan usaha kecil/menengah;
pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja;
pelestarian lingkungan hidup;

penciptaan iklim investasi yang kondusif;

pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Sedangkan tugas dan wewenang serta kewajiban pemerintah dalam

139,

penerapan pelaksanaan Survey Umum;

pengelolaan dan pemanfaatan data Minyak dan Gas Bumi;

Penyiapan, penetapan dan penawaran serta pengembalian Wilayah Kerja;

bentuk dan syarat-syarat Kontrak Kerja Sama;
perpanjangan Kontrak Kerja Sama;

rencana pengembangan lapangan yang pertama kali;

pengembangan lapangan dan produksi cadangan Minyak dan Gas Bumi;

pemanfaatan Gas Bumi;

penerapan kaidah keteknikan yang baik;

78

rangka

kewajiban penyerahan bagian Minyak dan Gas Bumi Kontraktor untuk memenuhi

kebutuhan dalam negeri (DMO);

139

ibid

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010.
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11. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;

12.  kewajiban membayar penerimaan negara;

13.  pengelolaan lingkungan hidup;

14.  keselamatan dan kesehatan kerja;

15.  penggunaan Tenaga Kerja Asing;

16.  pengembangan Tenaga Kerja Indonesia;

17.  pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;

18.  standardisasi;

19.  pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang
bangun dalam negeri;

20.  konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumt;

21.  pengusahaan coalbed methane,

22.  kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang
menyangkut kepentingan umum.
Dalam fungsi pengawasan, pemerintah memiliki kewajiban dan wewenang sebagai

berikut':

konservast sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;

pengelolaan dan Minyak dan Gas Bumi;

kaidah keteknikan yang baik; ,

keselamatan dan kesehatan kerja;

pengelolaan lingkungan hidup;

A O o M e

pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun

dalam negeri;

=

penggunaan tenaga kerja asing;

o

pengembangan tenaga kerja Indonesia;

9. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;

" Ibid Pasal 88,
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10.  penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;
11.  kepiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang
menyangkut kepentingan umum.

Status badan hukum Badan Pelaksana Migas yang dibentuk pertama kali
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 yang merupakan badan hukum
milik negara yang merupakan subyek hukum perdata dan institusi yang tidak mencari
keuntungan serta dikelola secara profesional. '*! Peran dan kedudukan yang dimiliki oleh
Badan Pelaksana Migas merupakan peran yang telah dijalankan oleh Pertamina sebelum
lahimya Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Latar belakang pembentukan Badan
Pelaksana Migas disepakati sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan
pengendalian pengambilan dan pemanfaatan sumber daya alam minyak dan gas bumi
melalui instrumen institusi yang tidak mencari keuntungan. Tugas Badan Pelaksana Migas
dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
antara lain: '

1. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijakannya dalam hal penyiapan
dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama.
2. Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;

mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali

akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk

mendapatkan persetujuan;

4. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana
dimaksud di atas;

5. memberikan pcrsetujuan rencana kerja dan anggaran;

6. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan

Kontrak Kerja Sama;

! Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas
Bumi, Pasal 2 ayat (1}
M2 bid, Pasal 11
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7. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Negara yang dapat
memberikan keuntungan sebesar-besamya bagi negara.
Dalam melakukan kajian rencana pengembangan dan memberikan persetujuan
Badan Pelaksana harus mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:'*?
1. perkiraan cadangan dan produksi Minyak dan Gas Bumi;
2, perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengembangan lapangan dan biaya
produksi Minyak dan Gas Bumi;
rencana pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi;
proses eksploitasi Minyak dan Gas Bumi;

perkiraan penerimaan Negara dari Minyak dan Gas Bumi;

penggunaan tenaga kerja, penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri;

NV oW

keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup dan
pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat.

Sedangkan dalam memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran
sebagaimana dimksud dalam Badan Pelaksana harus mempertimbangkan:'**

l. rencana jangka panjang;

keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan;

upaya peningkatan cadangan dan produksi minyak dan gas bumi;

teknis kegiatan dan kewajaran unit biaya dari setiap kegiatan yang akan dilakukan;
upaya efisiensi;

rencana pengembangan lapangan yvang sudah disetujui;

tata waktu kegiatan dan berakhirnya Kontrak Kerja Sama;

keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup;

2 ® NS e WD

penggunaan dan pengembangan tenaga kerja serta pembinaan hubungan industrial;

e

pengembangan lingkungan masyarakat setempat.

13 ibid Pasal 97
' ibid, Pasal 98
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BAB 3

KEGIATAN EKSPLORASI LAPINDO, GUGATAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP SEMBURAN LUMPUR

3.1. Kegiaian Eksplorasi dan Perizinan

Kegiatan eksplorasi di area Blok Brantas dilakukan oleh Lapindo bersama dengan
Pemerintah  berdasarkan Perjanjian Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing
Contract/PSC). PSC ditandatangani pada tanggal 23 April 1990 oleh Perusahaan
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA)} mewakili Negara dan
Huffco Brantas Inc. (sekarang Lapindo Brantas, Inc.) sebagai kontrakior minyak dan gas
bumi.

Berdasarkan PSC, Lapindo selaku kontraktor bertanggung jawab kepada Pihak
Pertamina atas pelaksanaan kegiatan eksplorasi, pengembangan, ekstraksi, produksi,
transportasi dan pemasaran. Lapindo wajib menyediakan seluruh keuangan dan teknis
yang diperlukan dalam kegiatan pertambangan serta menanggung seluruh resiko biaya-
biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertambangan yang nantinya
dimasukkan ke dalam biaya yang dapat dikembalikan.'** Untuk pelaksanaan kegiatan
pertambangan, Lapindo bekerja sama dengan para investor berdasarkan Joint Operation
Agreement tanggal | Mei 1992 yang pada saat terjadinya bencana lumpur adalah PT
Medco E & P Brantas dan Santos Brantas, Pty., Ltd.

Lapindo selaku kontraktor bertanggung jawab untuk mempersiapkan, menyusun,

serta melaksanakan program kerja, yang wajib dilaksanakan dengan cara-cara serta teknik

' Perjanjian Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Coniract) antara Perusahaan Pertambangan Minyak
dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dan Huffco Brantas, Inc., Pasal 1.1.
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pengerjaan sebagaimana mestinya serta berdasarkan metode-metode ilmiah yang tepat dan

benar'“®

. Untuk pelaksanaan eksplorasi termasuk sumur BJP-1, pada tanggal 15 Maret
2004, Lapindo telah mengajukan permohonan Authorization jfor expenditure (AFE)
kepada BP Migas (Deputi Perencanaan) sesuai surat No.Ref. 034/ISS/1.04 untuk
melakukan pengeboran delapan sumur eksplorasi di Blok Brantas, Jawa Timur. Rencana
pengeboran delapan sumur eksplorasi tersebut merupakan hasil studi terpadu Geologi &
Geofisika (G & G) yang dilakukan oleh Tim G & G Lapindo dan ITB yang dilakukan
pada tahun 2003. Dari hasil analisa, Tim Geologi & Geofisika Lapindo dan ITB
menemukan potensi cadangan gas yang cukup besar di Blok Brantas, baik di darat
maupun di lepas pantai. Bila ke delapan sumur eksplorasi ini bechasil menghasilkan gas,
akan menambah cadangan gas untuk Lapindo sebesar kurang lebih 1,9 tef (¢rilfion cubic
Jeel).

Kepala Divisi Eksplorasi BP Migas dengan surat No.444/BPA1000/2004-S1 tanggal

[ September 2004 kepada Lapindo, menyetujui untuk pengeboran sumur BJP-1 sampai

kedalaman akhir 10.000 kaki dengan obyektif utama batu Gamping Formasi Kujung dan

obyektif tambahan Batu Gamping. Usulan pengeboran sumur eksplorasi BJP-1 terletak

pada koordinat garis lintang : 07 31 53,15”S dan garis bujur : 112 42 28,10”T.

Seilain persetujuan di atas, untuk melaksanakan eksplorasi maupun eksploitasi di

Blok Brantas, Lapindo telah memiliki izin dari pemerintah daerah berupa'’:

1.  Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/227/404.1.1.3/2005 tanggal 19 April 2005
tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Pengeboran Minyak
dan Gas Bumi Atas Nama Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi
{BP Migas).

M8 Ibid , Pasal 5.1.2. butir (d).
"7 Daftar Bukti Lapindo, PT. Energi Mega Persada, Tbk., Kalila Energy Limited dan Pan Asis Enterprises
Limiled, Perkara Perdata No. 284/PDT.G/2007/PJ-JAK.SEL, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
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Surat Keputusan Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo No0.520/66/404.3.7/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Izin Merubah
Status Tanah Sawah Menjadi Tanah Kering.

Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/32/404.1.1.3/2006 tanggal 8
Pebruari 2006 tentang Persetujuan Rencana Tapak (site plar} Pemanfaatan Tanah
Dan Ruang Untuk Kepentingan Pembangunan Pengeboran Minyak Dan Gas Bumi
BIJP- | Di Desa Renokenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidorajo Atas Nama
BP Migas-Lapindo Brantas Inc.

Surat Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo
No. 119 tahun 2006 tanggal 21 Februari 2006 tentang Pemberian [jin Mendirikan
Bangunan berupa pagar keliling di area pengeboran minyak dan gas bumi BJP-! di
Desa Renokenongo, Kecamatan Porong,

Surat Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo
No.660/55/404.3.7/2006 tanggal 23 Maret 2006 Tentang Pemberian [jin Undang-
Undang Gangguan Untuk Pengeboran Minyak Dan Gas Bumi Atas Nama BP
Migas- Lapindo Brantas Inc. (Pertamina).

Akta Jual Beli tanah yang ditandatangani oleh Lapindo dengan masyarakat untuk
pembelian tanah warga untuk dijadikan wilayah pengeboran.

Untuk memenuhi persyaratan teknis kegiatan eksplorasi BJP-1, perizinan dan/atau
148

persetujuan yang telah diperoleh Lapindo adalah™":

1.

Surat Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL) Pemboran Sumur Eksplorasi Darat Banjar Panji | dan Porong 2
No.12483/28.02/DMT/2005 tanggal 14 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Departemen Energi Dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia.

48 ibid.
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Surat BP Migas kepada Lapindo Brantas Inc. No.444/BPA1000/2004-51 tanggal [
September 2004 perihal Usulan Pengeboran Sumur eksplorasi Taruhan Banjar Panji-
1 Blok Brantas. Dalam surat ini, Lapindo telah memperoleh persetujuan dari BP
Migas untuk pengeboran sumur eksplorasi BJP-1 sampai kedalaman akhir 10.000
kaki kedalaman ukur dengan obyektif utama Batu Gamping pada Formasi Kujung.
Surat BP Migas kepada Lapindo Brantas, Inc. No.R-91/BPD0000/2005-S1 tanggal
30 Nopember 2005 perihal Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan “Infegrated
Drilling Project Management Services” kepada MCN sebagai pihak yang
melakukan pengadaan jasa pemboran.

Hasil evaluasi penilaian Proper 2004-2005 yang dikeluarkan oleh Kementrian
Lingkungan Hidup RI c.q. Deputi IV MENLH Bidang Pengelolaan Bahan
Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Berdasarkan
hasil evaluasi, Lapindo telah mendapatkan hasil penilaian akhir BIRU, yang berarti
segala ketentuan minimum yang harus dipatuhi di bidang pengelolaan lingkungan
hidup telah dipenuhi.

HAZOP (Hazard and Operability Study) sesuai Minutes Meeting tanggal 19 Januari
2006 mengenai pembahasan teknik pengeboran dengan melakukan pemasangan
casing ketika pengeboran mencapai Formasi Kujung yang berlaku sebagar pedoman

pengeboran sumur BJP-1,

Lapindo juga telah memenuhi penanganan keadaan tanggap-darurat terhadap
kegiatan eksplorasi berdasarkan Standar Nasional Nasional (SNI) 13-6604-2001
mengenai manajemen tanggap-siaga untuk keadaan darurat di kegiatan usaha

pertambangan yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional.
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Dalam hal Lapindo tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang mana merupakan

pelanggaran berat yang tidak diragukan lagi maka berdasarkan PSC pihak BP Migas

9

berhak untuk memutuskan PSC ini'®. Dasar pemaaf atas tidak terlaksananya suatu

kewajiban dan/atau terhadap suatu kegagalan maupun penundaan pelaksanaan kewajiban
berdasarkan PSC diperbolehkan sepanjang disebabkan oleh keadaan kahar'*®. Adapun
yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah'*':

“seluruh penundaan atau kesalahan dalam pelaksanaan kegiaian yang diatur dalam
Kontrak ini yang disebabkan oleh keadaan atau kejadian atau peristiwa di luar
kekuasaan dan bukan atas kesalahan atau kelalaian dari pihak Kontraktor dan/atau
pihak Pertamina yang dapat mempengaruhi, baik secara ekonomis atau lainnya,
kelanjutan dan kelangsungan kegiatan operasi yang diatur dalam Kontrak ini,
fermasuk namun tidak terbatas pada, bencana alam atau musibah atau peristiva
atau siapapun yang mengancam seluruh masyarakal atau negara (public enemy),
kerusakan navigasi, kebakaran, huru hara, perang (baik yang diumumkan maupun
tidak), blokade, gangguan kerja, mogok kerja, kerusuhan, pemberontakan, kudeta,
perang sipil, pembatasan-pembatasan karantina, epidemi, badai, gempa bumi, atau
kecelakaan-kecelakaan lainnya ™.

3.2. Gugatan Perdata
3.2.1. Gugatan Walhi

Gugatan didaftarkan oleh Walhi pada tanggal | Mei 2007 di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 284/Pdt.G/2007/PN.Jak. Sel atas dasar gugatan
perbuatan melawan hukum terkait dengan kerusakan yang menimbulkan kerugian pada
orang lain atau lingkungan hidup akibat semburan lumpur panas yang terjadi di area lokasi
sumur pengeboran Lapindo'*>.

hukum atas kerusakan lingkungan adalah Pasal 34 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang

Dasar hukum diajukannya gugatan perbuatan melawan

14% pSC., Pasal 13.1.3.
150 ibid., Pasal 15.3.1.
51 jbid., Pasal 1.2.7.
132 pytusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 284/Pdt.G/2007/PN . Jak Sel, op.cit. halaman 5.
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No. 27 Tahun 1999 Tentang Lindungan Hidup Jo. Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPer'*.
Gugatan diajukan kepada:

1. Lapindo

PT Energi Mega Persada, Tbk.

Kalila Energy Limited

Pan Asia Enterprises Limited

PT Medco Energy, Thk.

Santos Brantas, Pty., Ltd.

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia

® N R WD

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia

9.  Pemerintah Republik Indonesia c.q. BP Migas

10. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Negara Lingkungan Hidup

11.  Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur c.q. Gubernur Provinsi Jawa Timur

12.  Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo c.q. Bupati Kabupaten Sidoarjo

Dalil yang diajukan adalah bahwa pelaksanaan eksplorasi sumur BJP-1 telah
menjadi penyebab atau pemicu semburan lumpur panas dan mengakibatkan kerusakan
lingkungan hidup yang menimbulkan dampak besar dan penting. Oleh karena kerugian
yang ditimbulkan dari kegiatan eksplorasi oleh Lapindo sangat besar maka Lapindo
diminta bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan'**.

Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan Walhi menggabungkan gugatan
Perbuatan Melawan Hukum dan strict liability sebagai dasar pertanggungjawaban
Lapindo. Dalil-dalil yang dipergunakan sebagai dasar pemberlakuan strict liability adalah
fakta akibat dampak besar dan penting semburan lumpur yaitu atas pertimbangan jumlah

manusia yang terkena dampak, luas wilayah penyebaran lumpur, komponen lingkungan

1535 jbid.
139 ibid.
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hidup lain yang terkena dampak serta sifat dampak semburan lumpur'® dan oleh
karenanya unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan dasar atas Perbuatan
Melawan Hukum adalah dalil-dalil adanya pelanggaran terhadap azas kehatian-hatian
dimana Lapindo melakukan pengeboran di wilayah padat penduduk, pengeboran
dilakukan tanpa studi dan/atau kajian AMDAIL dan tidak dipasangnya casing.
Pertanggungjawaban yang dimintakan kepada Lapindo dan tergugat lainnya adalah
mengganti kerugian yang diderita korban dan melakukan upaya-upaya pemulihan
lingkungan yang telah rusak.

Dalam pembelaanya Lapindo menyatakan bahwa kegiatan eksplorasi bukan
merupakan kegiatan yang termasuk kategori kegiatan/usaha yang berdampak besar atau
penting. Dalil Lapindo tersebut dianalogikan dari ketidakharusan kegiatan eksplorasi
untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolalan Lingkungan Hidup
jo. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan. Kegiatan eksplorasi merupakan kegiatan yang bersifat penelitian yang
dilakukan guna memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan
memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja. Suatu aktifitas
yang bersifat penelitian bukan kegiatan yang dipandang dapat menimbulkan dampak besar
dan penting terhadap lingkungan hidup'*®,

Pengadilan memutuskan bahwa bentuk pertanggungjawaban yang digunakan pada
kasus ini adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on faulf). Majelis
Hakim dalam amar putusan menyatakan Lapindo tidak melakukan perbuatan melawan
hukum dimana semburan lumpur di area sekitar sumur BJP-1 disebabkan fenomena
alam'’.  Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa negara/pemerintah

mempunyai tanggung jawab hukum untuk menanggulangi serta melakukan pengembalian

55 ibid
56 ibid
1 ipid.
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lingkungan hidup yang rusak dengan segera menghentikan semburan lumpur,
memperbaiki sarana dan prasarana publik, sosial dan kemasyarakatan.
Putusan ini diajukan upaya hukum banding yang mana dalam amar putusannya,

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri 38

Dengan
tidak dilakukannya upaya kasasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, putusan ini
telah berkekuatan hukum tetap dan membebaskan Lapindo dari unsur kesalahan serta

pertanggung jawaban atas semburan lumpur.

3.2.2.Gugatan YLBHI

Atas dasar pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang timbul sejalan dengan
luapan lumpur di Sidoarjo, YLBHI telah mengajukan pgugatan di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum terkait pelanggaran HAM akibat
semburan  lumpur  Sidoarjo.  Gugatan  terdaftar dengan No  perkara
384/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST., Desember 2006, melawan:
1. Pemerintah Republik Indonesia ¢.q. Presiden Republik Indonesia
2. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Energi Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia
Pemerintah Republik Indonesia c.q. BP Migas
Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Negara Lingkungan Hidup
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur ¢.q. Gubernur Provinsi Jawa Timur

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo ¢.q. Bupati Kabupaten Sidoarjo

A O

Lapindo
Sama halnya dengan gugatan Walhi, gugatan YLBHI juga memenangkan Lapindo

dan membebaskan Lapindo dari pertanggungjawaban atas semburan lumpur. Dalam

3% pytusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 383/Pd/2008/PT.DKI .foc.cit
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pertimbangan hukumnya Majelis Hakim berdasar pada fakta yang terungkap di pengadilan

159,

sebagai berikut ”:

1.

Telah dilakukan upaya berupa pengungsian para korban di Balai Desa dan di Pasar
Porong serta penyediaan sarana dan prasarana di tempat pengungsian untuk anak —
anak berupa sarana pendidikan walaupun dengan penggabungan siswa ke sekolah
lain, layanan antar jemput sekolah, bimbingan rohani, bimbingan menghadapi
ujian akhir sekolah. Sedangkan bagi orang dewasa diberikan bimbingan
keterampilan membuat mie, penyediaan sarana Mandi, Cuci dan Kakus serta air
bersih, makan tiga kali sehari, gula, beras dan susu.

Pemberian Jatah Hidup Rp.300.000,- per jiwa, uang kontrak Rp.5.000.000,- untuk
dua tahun, Uang Pindah Rp.500.000,-, uang bau Rp.200.000,- hingga Rp.300.000,
uang ganti rugi upah kerja bagi korban yang memiliki usaha sebesar
Rp.1.200.000,- dan untuk pedagang keliling sebesar Rp.650.000,-.

Adanya ganti rugi tanah 20% dengan nilai tanah kosong: Rp.1.000.000,- per meter,
untuk tanah bangunan Rp.1.500.000,- per meter.

Telah dilaksanakan usaha-usaha untuk membuat tanggul, relief well, snubbing
unit, well observation, re-entry, pembebasan tanah, pengadaan pompa dan pipa,
pengaliran dan pengelolaan air.

Pemberian parasarana dan pembayaran bantuan kepada sekolah antara lain: TK
dan SDN Dharma Wanita Siring, SDN I, II Renokenongo dan Madrasah Aliyah
Kholid Bin Walid sebesar Rp.55.000.000,-, SMP PGR 2 Porong sebesar
Rp.6.000.000,- dan SMPN Porong sebesar Rp.2.178.000,-.

Telah dibentuk Tim Terpadu Penanggulangan Bencana Luapan Lumpur di
Kecamatan Porong pada tanggal 15 Juni 2006 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo
No.1888/689/404.11.3/2006.

139 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat NO.384/Pdt.G/2006/PNJKT.PST, loc.cir
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Mempertimbangkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim dalam amar
putusannya berpendapat bahwa unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi karena syarat-syarat
kumulatif perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi. Dalam persidangan terungkap fakta
bahwa masyarakat kehilangan harta benda dan mengalami situasi yang sangat merugikan.
Namun majelis hakim berpendapat kerugian tersebut telah dibayar dan ditangani oleh
Lapindo dan dengan demikian unsur “perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian”
tidaklah terpenuhi.

Unsur kesalahan Lapindo yang didalilkan cleh YLBHI adalah kekurang hati-hatian
pengeboran dengan belum dipasangnya casing atau pelindung sehingga terjadi kick dan
luapan lumpur. Dalil ini dibantah dengan keterangan para ahli geologi yang menyatakan
bahwa luapan lumpur terjadi karena Mud Volcano dan kegiatan pengeboran tidak memicu
Mud Volcano. Rekahan lapisan yang memicu luapan lumpur merupakan proses tektonik
yang bukan disebabkan aktivitas pengeboran melainkan dipicu oleh Gempa Yogyakarta
yang terjadi dua hari sebelum luapan lumpur. Dalam hal ini, majelis hakim Pengadilan
Negeri sependapat dengan YLBHI dan menyatakan unsur kesalahan dan sebab akibat
telah terpenuhi. Lapindo diputuskan melakukan kelalaian dengan tidak dilakukannya
pemasangan casing atau pelindung sehingga menyebabkan &ick dan luapan lumpur.

Dikarenakan tidak seluruhnya unsur kumulatif perbuatan melawan hukum
dipenuhi sebagaimana disebutkan di atas, maka menurut pendapat majelis hakim, Lapindo
tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan
pertimbangan bahwa Lapindo telah melaksanakan upaya secara optimal dalam
melaksanakan perlindungan korban maupun penanganan atas penghentian semburan
lumpurnya.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diajukan upaya hukum banding oleh
YLBHI dengan perkara No. 136/PDT/2008/PT.DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
tanggal 13 Juni 2008. Majelis Hakim Pengadilan Tinggt DKI Jakarta telah memperbaiki
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pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana

berikut'®:

I. Bahwa terhadap unsur perbuatan mefawan hukum dan menimbulkan kerugian,
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Bahwa terhadap unsur kesalahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena
telah terjadi perbedaan pendapat para ahli tentang fenomena alam yang
mengakibatkan semburan lumpur Sidoarjo. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta berpendapat bahwa kecenderungan gejala alam lebih dominan dan bukan
akibat kesalahan manusia dan oleh karenanya unsur kesalahan menjadi tidak
terpenuhi.

3. Bahwa terhadap unsur hubungan sebab akibat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta berpendapat bahwa dikarenakan unsur kesalahan tidak terpenuhi maka
unsur sebab akibat menjadi tidak memiliki relevansi untuk dipertimbangkan
sehingga unsur sebab akibat menjadi tidak terpenuhi.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diajukan upaya hukum berupa kasasi di
Mahkamah Agung Nomor 2710K/PDT/2008 tanggal 3 April 2009. Dalam hal ini Majelis
Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan dalam Memori Kasasi
merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang diajukan Pemochon Kasasi dalam
pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding. Disamping itu, alasan-alasan dalam
memori banding adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan
tentang suatu kenyataan, dimana hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam
pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya
berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang

berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

160 piyisan Pengadilan Tinggi No. 136/PDT/2008/PT.DKL, Joc.cit.
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perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana
telah dinbah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua
dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009. Oleh karenanya Mahkamah Agung

memutuskan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan YLBHI.

3.3. Pendapat Para Saksi Ahli

Untuk pembuktian hubungan kausalitas semburan lumpur Sidoarjo dengan kegiatan
eksplorasi sumur BJP-1, baik untuk penerapan pertanggungjawaban langsung dan seketika
maupun perbuatan melawan hukum, diperiukan pendapat para ahli geologi, perminyakan
dan bidang ilmu lainnya terkait dengan pengeboran.

Adapun pendapat para saksi ahli baik yang diperoleh dari seminar maupun secara
langsung dihadirkan dalam persidangan oleh Lapindo adalah sebagai berikut:

a.  Hasil kesepakatan dalam seminar para ahli geologi baik dari dalam dan luar negeri
yang hadir dalam forum International Geological Workshop on Sidoarjo Mud
Voleano yang diselenggarakan tanggal 20 dan 21 Februari 2007 oleh Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai berikut:

a.  Lumpur Stdoarjo adalah fenomena alam berupa Mud Volcaro yang diketahui

berasal dari kedalaman 1.000 sampai 2.000 meter dibawah permukaan.
Lumpur tersebut mencapai permukaan akibat peristiwa alam yang sangat besar
melalui bidang rekahan. Peristiwa tersebut terjadi akibat aktivitas tektonik dan
aspek-aspek geologi terkait terutama kondisi geohidrologi dan geothermal.
Dengan pertimbangan tersebut, peristiwa semburan lumpur Sidoarjo harus

segera ditetapkan sebagai bencana alam dan ditangani oleh negara.
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2.  Kesimpulan dan rekomendasi dari para ahli geologi, minyak dan gas yang hadir
dalam Temu flmiah Asosiasi Perusahaan Migas Nasional, tanggal 7 Desember 2006,
yang bertema : Semburan Lumpur Sidoarjo, Analisa Penyebab dan Alternatif
Penanggulangannya, sebagai berikut:

a.  semburan [umpur Sidoarjo merupakan fenomena alam yang bersumber dari
suatu lapisan batu lempung dibawah permukaan yang berada dalam kondisi
plastis, mudah bergerak (mobile), berada pada temperatur dan tekanan tinggi.

b.  Berdasarkan evaluasi dan analisis data-data geologi, geofisika, pemboran dan
lumpur panas yang keluar, diperkirakan adanya korelasi antara gempa tektonik
di Yogyakarta. Gerakan tektonik yang terjadi dua bhari sebelum semburan
lumpur Sidoarjo telah menimbulkan rekahan baru atau reaktivasi rekahan yang
ada sebelumnya, yang mendorong terjadinya pergerakan lumpur dari bawah ke
permukaan. Dalam pemahaman geologi, fenomena alam ini disebut gunung
lumpur atau mud volcano.

c.  Menpusulkan kepada pemerintah agar segera menetapkan semburan lumpur

panas Sidoarjo sebagai bencana alam dan menetapkan daerah rawan bencana.

3.  Sukendar Asikin, Guru Besar Geologi Institut Teknologi Bandung menyimpulkan
bahwa peristiwa yang terjadi di Porong Sidoarjo adalah suatu gejala alam yang dapat
dikategorikan sebagai “gunung api lumpur® atau “mud volcarno” yang bersumber

dari mekanisme diapirisma lapisan serpih dari formasi Kalibeng'®'.

4.  Suyoto, Ahli Geologi dan Dosen Jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknologi
Mineral Universitas Pembangunan Negara Veteran Yogyakarta menyimpulkan
Stratiprafi daerah Sidoarjo disusun oleh satuan batuan yang didominasi oleh

lempung umur Pliosen — Pleistosen yang belum terkonsolidasi sempurna. Daerah

'8! Majalah Media Center Lusi Edisi 2, Oktober 2006, halaman 10.
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Sidoatjo dan sekitarnya masuk dalam zona tektonik aktif atau daerah yang
dipengaruhi rezim kompresi dan oleh karenanya berpotensi besar untuk terjadinya

gunung lumpur.m

Agus Guntoro, Ahli Geologi dan Dosen Jurusan Teknik Geologi, Fakultas
Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti menyimpulkan bahwa Mud
Volcano merupakan fenomena umum yang terdapat dari Jawa Barat hingga utara
Lombok dalam satu kelurusan dalam arah barat-timur sehingga sangat mungkin
semburan lumpur Sidoarjo tidak berkaitan dengan pemboran tetapi merupakan
sebuah fenomena alam berupa mud volcano yang keluarnya melalui zona patahan
yang tereaktivasi oleh gempa Yogyakarta yang mendahuluinya dua hari sebelum

semburan'®’.

Awang Harun Satyana seorang ahli geologi berpendapat bahwa kandungan lumpur
dapat disimpulkan sebapai mud volcano karena telah memenuhi syarat adanya
batuan sedimen yang sangat tebal dan diendapkan secara cepat dimana jenis
sedimen ini tak sempat mengeras, sehingga ketika mendapat tekanan tinggi maka
yang keluar adalah lumpur. Sedimen ini tersebar di sepanjang pulau Jawa mulai dari

Banten hingga Jawa Timur'®.

Dodi Nawangsidi, Ahli Teknik Perminyakan dan Dosen Teknik Perminyakan,
Institut Teknologi Bandung, menggunakan empat teori untuk menjawab pertanyaan

apakah terbentuknya mud volcano berhubungan dengan aktivitas pengeboran, yaitu
165,

162

Majalah Media Center Lusi Edisi 10, Desember 2006, halaman 10.
Majalah Media Center Lusi Edisi [1, Januari 2007, halaman 10.
Majalah Media Center Lusi Edisi 8, Desember 2006

Majalah Media Center Lusi Edisi 13, Februari 2007
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a. Teori A yang menggunakan pendekatan bahwa Mud Volcano terbentuk dari
tercampurnya air dengan reacfive shale yang membentuk lumpur yang
kemudian mengalir ke permukaan melewati rekahan.

b.  Teori B yang menggunakan pendekatan bahwa Mud Volcano terjadi bukan
karena aliran air melalui lubang sumur, tetapi air dari kedalaman sekitar 9.300
kaki yang mengalir ke atas melalui rekahan besar yang terbentuk akibat
operasi pengeboran.

c. Teori C yang menggunakan pendekatan bahwa Mud Voelcano terjadi akibat
aliran air dari kedalaman sekitar 9.300 kaki naik melalui rekahan besar, tetapi
rekahan tersebut bukan disebabkan operasi pengeboran melainkan akibat
dislokasi lapisan bawah tanah karena peristiwa tektonik (gempa).

d. Teori D yang menggunakan pendekatan bahwa Mud Volcano terjadi karena
memang lumpur ini sudah terbentuk jauh pada masa geologi sebelumnya (mud
diapir) dan sudah ada pada lapisan dikedalaman 5.000 kaki dan tinggal
menunggu terbentuknya rekahan sebagai jalan keluar untuk menyembur ke

permukaan.

Menurut Doddy Nawangsidi, dari keempat teori, yang masih terbuka
kemungkinannya adalah Teori C. Karena teori tersebut merupakan teori yang
seluruhnya berkaitan dengan fenomena alam maka sulit dibuktikan melalui
perhitungan-perhitungan dengan menggunakan parameter sumur pengeboran, baik
pembuktian kebenarannya maupun pengujian untuk menggugurkannya. Catatan
tambahan yang dapat dijadikan pertimbangan adalah terjadinya gempa di lokasi
pada saat pengeboran mencapai 9.300 kaki. Sebelum didapatkan bukti-bukti baru

yang mendukung ataupun menggugurkan, teori ini masih dinyatakan terbuka.
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Sedangkan pendapat saksi-saksi ahli yang dikutip Walhi maupun YLBHI adalah
Rudi Rubiandini yang menyatakan bahwa semburan lumpur panas di Sumur BIP-1,
Sidoarjo, disebabkan oleh kegiatan eksplorasi pengeboran oleh Lapindo. Terjadinya
semburan {umpur panas bermula dari terjadinya retakan batuan di bawah tanah akibat
tekanan di dalam lobang bor yang terlalu besar selama penanganan kick tanggal 29 Mei
2006 yang secara kebetulan lubang bor belum dipasang pelindung (cassing) sepanjang
4450 kaki (1350 meter), sehingga menyebabkan aliran air-asin-panas mengalir ke
permukaan melalui rekahan batuan secara tidak terkontrol yang mengerus lapisan tanah

liat sehingga menyebur ke permukaan sebagai lumpur'®.
3.4. Upaya dan Biaya Yang Telah Dilakukan Olch Lapindo

Upaya yang dilakukan oleh Lapindo selaku pihak yang melakukan eksplorasi di
sekitar area semburan sebelum putusan pengadilan merupakan bentuk tanggung jawab
moral Lapindo serta kewajiban yang lahir dari beberapa produk hukum yang diterbitkan
dalam rangka semburan sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden No. |3 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Penanggulangan
Semburan Lumpur di Sidoarjo yang mendudukan tanggung jawab kepada Lapindo
untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup,
masalah sosial kemasyarakatan serta seluruh biaya yang diperlukan bagi
pelaksanaan tugas Tim Nasional'®’.

2. Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur
Sidoarjo yang mendudukkan kewajiban Lapindo untuk membeli tanah dan bangunan
masyarkat yang terkena luapan lumpur dengan pembayaran secara bertahap sesuai

peta terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual beli. Pembayaran bertahap
dilakukan dengan 2 (dua) tahap pembayaran yaitu uang muka sebesar 20% (dua

' Daftar Bukti Tertulis (tambahan) Walhi, P-26, tanggal 22 Agustus 2007
167 Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2006., ibid.
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puluh persen) dari harga pembelian dan sisanya dibayarkan paling lambat 1 (satu)
bulan sebelum masa kontrak 2 (dua) tahun berakhir. Selain itu, Lapindo wajib
menanggung biaya terkait penanggulangan semburan lumpur termasuk penanganan

tanggul utama sampai ke kali porong.
3.4.1. Upaya Penanganan Darurat dan Sosialisasi Musibah

Sebagai langkah awal dalam rangka penanganan musibah, Lapindo bersama
dengan elemen pemerintah yaitu BP Migas dan Kementrian Lingkungan Hidup
membentuk Tim Terpadu pada tanggal 2 Juni 2006 dan tanggal 27 Juni 2006 serta Tim
Nasional yang dibentuk pada tanggal 8 September 2006.

Tim Terpadu yang dibentuk tanggal 2 Juni 2006 terdiri dari aparat pemerintah dan
Lapindo. Tim ini bertugas mengendalikan situasi keamanan, menangani secara teknis
penghentian lumpur, menangani Rehabilitasi Sosial dan Kehumasan. Sebagai
kelanjutannya, dibentuk kembali Tim Terpadu pada tanggal 27 Juni 2006. Tim ini terdiri
dari Lapindo, aparat pemerintah pusat dan daerah, masyarakai, BUMN terkait, TNI Polri,
ahli geologi serta perguruan tinggi. Tim Terpadu dibagi menjadi beberapa Kelompok
Kerja (selanjutnya disebut Pokja) yaitu Pokja Penghentian Semburan / Luapan Lumpur,
Pokja Pengelolaan Air dan Lumpur, Pokja Sosial Kemasyarakatan, Pokja Media Cenire.

Berdasarkan Berita Acara Penanggulangan Kejadian Semburan Lumpur tanggal 5
sampai 8 Juni 2006, pada awal semburan, Lapindo telah menerapkan Emergency Respond
Plan (ERP) dengan memasang alat pendeteksi untuk memonitor kandungan gas yang
mungkin bersifat berbahaya dan beracun dan melakukan evakuasi penduduk desa Siring

dan desa Renokenongo yang daerahnya terkena dampak luapan lumpurws.

Koordinasi
juga dilakukan dengan aparat terkait untuk mengisolasi daerah luapan lumpur. Untuk

mengatasi masalah lalu lintas, Lapindo telah meninggikan jalan tol dan membuat 4

'8 Jawaban Lapindo, Perkara No. 384/Pdt.G.PN JakPus. loc.cir
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(empat) buah Jembatan Beally masing-masing 2 (dua) jembatan. Jembatan Beally berguna
bagi para pengguna lalu lintas untuk menghindari aliran lumpur. Selain itu, telah
dilakukan pengamanan pada jalan tol dan jalur kereta api serta pelebaran jalan raya porong
untuk menanggulangi kemacetan lalu lintas.

Lapindo juga telah melakukan isolasi terhadap penyebaran semburan lumpur
dengan menggunakan alat berat dan melakukan pengambilan sampel segar lumpur dan
sampel air sumur. Pemeriksaan lumpur dilakukan untuk mengetahui kandungan lumpur
dan pemanfaatan lumpur. Pengetesan kandungan lumpur dilakukan oleh Laboratorium
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Bogor Labs pt
untuk tes L.D-50, Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pemerintah Propinsi
Jawa Timur untuk uji coba TCLP, Laboratorium Balai Besar Teknik Kesehatan
Lingkungan Hidup dan Pemberantasan Penyakit Menular Surabaya - Departemen
Kesehatan RI. Hasil analisa menyatakan bahwa semburan lumpur tidak termasuk bahan
berbahaya dan beracun dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan seperti filler pada

pembuatan paving stone, batu batako dan hotmix aspal beton.

3.4.2. Upaya Penanggulangan Semburan

Sejak semburan lumpur di area pengeboran BJP-1, Lapindo telah mengerahkan tim
ahli dari luar maupun dalam negeri untuk melakukan studi dan menghentikan musibah
lumpur di Sidoarjo, sebagai berikut:

a. Tim Ahli dari Alert Disaster, sebuah perusahaan dari Singapura yang memiliki
tenaga ahli sebagai Well Coniro! Specialist (ahli pengontrolan sumur minyak dan

gas) pada tanggal 2 Juni 2006.

b. Tim Ahli dari Abel Engineering, sebuah perusahaan dari Amerika Serikat yang
memiliki tenaga ahli sebagai Well Control Specialist (ahli pengontrolan sumur

minyak dan gas) pada tanggal 7 Juni 2006.
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Tim Ahli dari Boots & Coots, sebuah perusahaan dari Amerika Serikat yang
memiliki tenaga ahli sebagai Well Control Specialist (ahli pengontrolan sumur
minyak dan gas) pada tanggal 6 September 2006.

Tim Ahli Geomekanika dari Schlumberger yang melakukan studi geomekanik
untuk mengetahui regional stress dari batuan yang ada disekitar Sumur BJP-1.

Tim Ahli geologi dan pertambangan minyak dan gas bumi dari Institut Teknologi
Bandung (selanjutnya disebut ITB) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya (selanjutnya disebut ITS) untuk melakukan studi integrasi geologi dan
geofisika berupa palentologi, geokimia lumpur dan frekuensi sangat rendah (very
low frequency) serta geolisirik dan microgravity yang tujuannya untuk mengetahui
dari mana asal lumpur tersebut serta pergerakan lumpur.

Tim Ahli Hidrologi dari ITS untuk melakukan studi hidrologi di Sumur BJP-I1
untuk mengatasi luapan lumpur yang bercampur air.

Tim Ahli Geologi dan Geodesi dari ITB untuk melakukan studi geehazard untuk
memonitor pergerakan ataupun penurunan tanah disekitar Sumur BJP-1 dengan
Global Positioning System (GPS) dan Elapse Time Microgravity.

Lapindo juga telah mengupayakan metode Snubbing Unii, Side Track, Relief Well

! dan Relief Well 2. Tindakan penghentian dilanjutkan dengan upaya memasukkan secara

bertahap 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) rangkaian bola-bola beton untuk menghambat

semburan lumpur, tanggul penahan lumpur dan kolam pengendapan. Dikarenakan fakta

semburan lumpur makin besar, kemudian dilakukan pemompaan lumpur dengan pompa

Spill Way dari tiap pond untuk kemudian dialirkan ke Kali Porong.

3.4.3. Upaya Penanggulangan Sosial Kemasyarakatan

Dalam rangka sosial kemasyarakatan, telah dilakukan evakuasi, pendataan korban

dan penyediaan sarana dan prasarana lainnya. Proses evakuasi dilaksanakan sejak tanggal
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2 Juni 2006 kepada seluruh korban semburan untuk ditempatkan di Tempat Penampungan
Pasar Baru Porong. Tempat penampungan tersebut dilengkapi dengan Rumah Sakit
Darurat, Posko Kesehatan sebanyak 3 (tiga) unit, Posko Keamanan, Dapur Umum dan
Logistik. Posko dilengkapi dengan kebutuhan dasar seperti air bersih, minum, obat obatan,
matras, bantuan makanan tiga kali sehari di tempat penampungan, bantuan uang sewa,
biaya hidup dan uang pindahan.

Bantuan juga diberikan kepada unit-unit usaha baik pabrik dengan skala besar
maupun unit usaha kecil dan menengah seperti pedagang pasar buah, pabrik rokok
sehingga mercka bisa melanjutkan roda usahanya kembali. Bantuan diberikan dalam
bentuk relokasi usaha, bantuan pembayaran gaji kepada para tenaga kerja yang tempat
bekerjanya tidak bisa digunakan masing-masing sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu
rupiah) per tenaga kerja.

Penggantian tanah warga yang terkena dampak luapan lumpur dilakukan
berdasarkan peta terdampak dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk per
meter persegi tanah, Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi
bangunan dan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk per meter persegi

sawah'®,

3.5. Biaya
Sejak semburan lumpur terjadi biaya yang telah dikeluarkan Lapindo mencapai 4
triliun Rupiah yang terdiri dari'"°:
1. biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penanganan darurat, biaya Tim
Terpadu sampai dengan biaya untuk melaksanakan tugas pokok Timnas.
2, Biaya untuk proses penghentian semburan lumpur sejak pemantauan awal hingga

pemasukan bola-bola beton.

"% Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, tanggal 8

April 2007, Pasal 15.
' jawaban Perkara Perdata No. 384/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST., ibid
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3. Proses penanganan lumpur di permukaan dari penelitian laboratorium, pembuatan
tanggul hingga kanalisasi termasuk membeli tanah yang dipergunakan untuk
tanggul dan kanalisasi.

4, Bantuan kepada para pelaku usaha berupa realisasi klaim pelaku usaha, relokasi ,
bantuan modal usaha, upah buruh.

5. Bantuan kepada warga berupa tempat penampungan dan seluruh sarana dan

prasananya, realisasi uang kontrak, biaya hidup dan uang pindah.

3.6. Peran Serta Pemerintah

Sejak awal semburan lumpur, Pemerintah khususnya dari pihak BP Migas,
Kementrian Lingkungan Hidup serta aparat Pemerintah Daerah membantu penanganan
dan mengawasi penanggulanpgan yang dilakukan oleh Lapindo dengan membentuk Tim

Terpadu dalam rangka penanganan dan penanggulangan semburan lumpur.

Peran Serta Pemerintah dipertegas dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No.
13 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo
tanggal 8 September 2006. Dalam keputusannya, Presiden membentuk Tim Nasional
yang terdiri dari aparat pemerintah dari departemen yang terkait yaitu Energi dan Sumber
Daya Mineral, Pekerjaan Umum, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup serta dari
Pemerintah Daerah meliputi Gubernur, Bupati, Kodam dan Kepolisian'’'. Adapun tugas
dari Tim Nasional adalah untuk mengambil langkah-langkah operasional secara terpadu
dalam rangka penanggulangan semburan lumpur di Sidoarjo yang meliputi penutupan dan

penanganan semburan lumpur serta penanganan masalah sosial.

Dengan berakhimya masa tugas Tim Nasional, dibentuk badan baru yang disebut
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo berdasarkan Peraturan Presiden No. 14 Tahun

2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tanggal 8 April 2007. Badan

') Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2006, op.cit., Butir 1.
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Penanggulangan Lumpur Sidoacjo (BPLS) bertugas menangani penanggulangan semburan
lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat
juapan lumpur'”™. Biaya administrasi BPLS termasuk remunerasi pegawai, didanai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang besamya disetujui oleh Menteri
Keuanganm . Selain itu, biaya yang ditanggung APBN lainnya adalah biaya untuk upaya

penanganan masalah infrastruktur dalam rangka penanganan luapan fumpur.

Struktur organisasi BPLS terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana.
Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan
penanggulangan semburan lumpur'”. Dewan Pengarah terdiri dari para menteri atau
menteri negara dari departemen Pekerjaan Umum, Sosial, Keuangan, Energi dan Sumber
Daya Mineral, Kelautan dan Perikanan, Dalam Negeri, Perhubungan, Perencanaan
Pembangunan Nasional, Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional dan aparat
Pemerintah Daerah yang meliputi Gubernur Jawa Timur, Bupati Sidoarjo, Militer dan
Kepolisian. Sedangkan Badan Pelaksana dibagi menjadi Kepala, Sekretaris, Deputi
Bidang Operasi, Sosial dan Infrastruktur.

Peran dan tanggung jawab pemerintah melalui Badan Pelaksana BPLS khususnya
Deputi Bidang Operasi, Sosial dan Infrastruktur adalah'”;

I. Menyelenggarakan koordinasi operasi upaya penanganan semburan dan luapan

lumpur serta penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

2. Menyusun strategi dan rencana operasi penanggulangan dan penanganan semburan

lumpur serta masalah sosial kemasyarakatan;

3 Melakukan pengendalian operasi luapan lumpur;

172 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007, op.cit., Pasal 1 ayal (2),.
% ibid, Pasal 14

1" ibid., Pasal 2.

'S ibid, Pasal 9
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4. Melakukan pengendalian operasi upaya penanggulangan lumpur dan penanganan

sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Lapindo;
3. Melaksanakan penanganan luapan lumpur;

6. Mengadakan evaluasi dan pelaporan upaya penanggulangan semburan lumpur dan

penanganan luapan lumpur serta masalah sosial kemasyarakatan.

Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 kemudian diperbaharui dengan Peraturan
Presiden No. 48 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. {4 Tahun
2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Peraturan ini diterbitkan dengan
pertimbangan bahwa luapan lumpur telah semakin meluas dan menimbulkan dampak
sosial kemasyarakatan di luar peta terdampak yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden
No. 14 Tahun 2007 meliputi Desa Besuki, Desa Pejarakan dan Desa Kedungcangkring' ™.
Untuk mengatasi semburan lumpur yang merupakan bencana maka penanganan masalah
sosial kemasyarakatan di luar peta terdampak dengan pembelian tanah dan bangunan
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2008'7".
Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2008 menetapkan syarat khusus pelaksanaan jual beli
dengan mengesampingkan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan
Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006'’*. Besaran nilai jual beli
ditentukan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan mengacu pada besaran yang
dibayarkan oleh Lapindo. Skema pembayaran atas jual beli dilakukan bertahap yaitu
20% tahap pertama dan sisanya mengikuti tahapan setelah dilakukannya pelunasan
Lapindo untuk pembelian tanah dan bangunan di peta terdampak' ™. Dengan dilakukannya

pembelian tanah dan bangunan oleh negara maka terdapat pengalihan status menjadi

'8 poraturan Presiden No. 48 Tehun 2008, Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007
Tentang Badan Penanggulengan Lumpur Sidoarjo, Tanggal 17 Juli 2008.

7 ibid, Pasal 15A

'8 ibid., Pasal 15B ayat (4).

' ibid., Pasal 15B, ayat (5) dan (6).
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barang milik negara yang terhadapnya dikelola oleh Menteri Keuangan untuk digunakan

oleh BPLS sebagai pengguna barang milik negara'®.

Terkait dengan penanggulangan semburan lumpur yang dilakukan dengan
pembuangan lumpur ke kali porong serta penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan
dengan pembelian tanah dan bangunan terdampak oleh negara, diterbitkan Peraturan
Presiden No. 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden No. 14 tahun
2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tanggal 23 September 2009.

Perubahan Kedua ini lebih diarahkan pada tugas dan wewenang pemerintah dalam
perkembangan penanggulangan semburan yang telah dikhususkan dengan pembuangan
lumpur ke Kali Porong yang merupakan tugas dan wewenang Deputi Bidang Operasi
BPLS'®'. Perubahan Kedua ini juga mengatur perluasan tanggung jawab pemerintah yaitu
biaya mitigasi yang dilakukan oleh BPLS untuk melindungi keselamatan masyarakat dan
infrastruktur yang juga dibebankan kepada APBN.

Dengan meluasnya dampak semburan maka beban penanggulangan masalah sosial
kemasyarakatan di luar peta terdampakpun mengalami perubahan. Oleh karena itu,
Perubahan Kedua ini mengatur kembali secara rinci penambahan area beberapa Rukun
Tetangga di Desa Jatirejo, Desa Siring Barat dan Desa Mindi yang terkena dampak
semburan lumpur berupa amblesan semburan gas berbahaya sehingga menjadi tidak layak
huni'®.  Oleh karena menurut pertimbangan pemerintah, area ini tidak layak huni maka
wilayah tersebut wajib dikosongkan demi keselamatan masyarakat untuk paling lama 2

(dua) tahun. Sebagai kompensasi untuk warga maka pemerintah akan memberikan

180 jbid, Pasal 15C ayat (1) dan (2).

"¥1 Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden No. 14 Tahun
2007 Tentang Baden Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Tanggel 23 September 2009.

'82 jbid, Pasal 15B ayat (1)
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bantuan sosial berupa (i) bantuan kontrak rumah selama 2 (dua) tahun, bantuan tunjangan

hidup selama 6 (enam) bulan dan biaya evakuasi'®.

Tata cara pembayaran atas pembelian tanah dan bangunan warga di luar peta

terdampak diperjelas menjadi sebagai berikut'®':
1. Sebesar 20% (dua puluh persen) pada tahun 2008;
2. Sebesar 30% (tiga puluh persen) pada tahun 2009; dan

3.  Sisanya disesuaikan dengan tahapan pelunasan yang dilakukan oleh Lapindo.

'8 jbid., Pasal 15B ayat (B) dan (9).
8% ibid., Pasal 15B ayat (5)
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BAB 4

PEMBAHASAN

4.1. Strict Liabilify Dalam Kasus Semburan Lumpur
4.1.1. Penerapan Strict Liability

Dasar hukum yang dipergunakan untuk penyelesaian sengketa maupun ganti
kerugian pada kasus semburan Iumpur adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 1997
Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Strict Liability dalam Undang-Undang No. 23

Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 35 ayat (1) yang

berbunyi sebagai berikut’®’;

“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usahanya dan kegiatannya
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dan/atau yang
menggunakan bahan berbahaya dun beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan
berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang
ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika
puada saat terjadinya pencemaran dan/utau pengrusakan lingkungan hidup”.

Dasar penghapus terhadap tanggung jawab langsung dan seketika (strict liability)
diatur dalam Pasal 35 ayat (2} Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang berbunyi'®*:

“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapai dibebaskan dari kewajiban
membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan
dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusaken linglumgan hidup
disebabkan salah satu alasan di bawah ini:

'8¢ Undang-Undang No. 23 tahun 1997, op.cit, Pasal 35 ayat (1).
185 ibid., Pasal 35 ayat (2)
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Adanya bencana alam atau peperangan; aluu

Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; alau

¢.  Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjudinyua pencemaran
dan/atau pengrusakan lingkungan hidup"w?

Sl

Ciri-ciri tanggung jawab siricf liability sebagaimana disampaikan oleh Munadjat

seperti  dikutip dari Wibisono, yang memadankan istilah strict fiability dengan

pertanggung jawaban langsung dan seketika adala

1.

h 188,

Strict liability mengandung arti harafiah tanggung jawab secara tegas atau tanggung

jawab secara tepat atau tanggung jawab secara teliti.

Strict Liability merupakan bentuk tanggung jawab yang melahirkan kewajiban
hukum untuk membayar ganti rugi dikaitkan dengan penentuan batas tertinggi
(financial caps) berdasarkan penetapan terlebih dahulu. Dengan demikian, dalam
menghadapi kewajiban hukum untuk melaksanakan tanggung jawab secara langsung
dan seketika (strict Hability), orang sudah tahu sebelumnya seberapa berat beban

yang harus dipikulnya.

Dalam kasus dimana asas tanggung jawab secara langsung dan seketika (strict
liability) diterapkan, seorang tergugat telah dinyatakan bertanggung jawab secara
langsung dan seketika pada saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian.
Tanggung jawab tergugat telah ada, tanpa perlu adanya pembuktian terlebih dahulu
apakah ia bersalah atau tidak. Jadi pada asas tanggung jawab secara langsung dan
seketika (strict liability) beban pembuktian ada pada pihak tergugat, yaitu untuk
membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Asas tanggung jawab secara langsung

dan seketika (strict liability) telah mengesampingkan asas praduga tidak bersalah.

187
|88

Undang-Undang No. 23 Tahun (997, op.cit., ps 35 ayat (2).
Wibisono,op.cif.,, halaman 35-38
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Sedangkan ciri-ciri tanggung jawab mutlak menurut Munadjat seperti dikutip oleh
Wibisono, yang memadankan istilah tanggung jawab mutlak dengan absolute fiability

adalah '*:

1. absolute liability mengandung arti harafiah tidak boleh tidak ada, bersifat tidak
bersyarat, berhakekat penuh dan lengkap, harus terlaksana dan terwujud secara

tepat waktu, tidak mungkin dipersoalkan atau ditawar sedikitpun.

2. Dalam tanggung jawab mutlak pembatasan akan hilang dan kewajiban membayar

ganti rugi menjadi bersifat penuh, lengkap dan tak bersyarat.

3.  Prosedur pembuktian pada asas tanggung jawab mutlak (absofute liability) justru
lebih dekat kepada prosedur pembuktian berdasarkan asas kesalahan daripada

kepada prosedur pembuktian tanpa kesalahan.

Berdasarkan perbedaan tanggung jawab mutlak dan tanggung jawab langsung dan
seketika sebagaimana dijelaskan di atas, maka azas tanggung jawab yang dianut oleh
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah
tangpung jawab langsung dan seketika. Hal ini dapat disimpulkan dengan adanya
pengaturan dasar penghapus pertanggungjawaban yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2).
Selain itu, dipertegas lagi di dalam bunyi penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang
No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur pengecualian
terhadap pembuktian unsur kesalahan oleh penggugat. Oleh karema ifu, menurut
pendapat penulis tidaklah tepat jika padanan kata strict liability dalam Undang-
Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Peagelolaan Lingkungan Hidup adalah

tanggung jawab mutlak.

'8 ibid., halaman 35-38
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Walaupun titik berat penerapan tanggung jawab strict liability dalam Undang-
Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Undang-Undang
No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah
pertanggungjawaban langsung dan seketika, namun Undang-Undang tidak mendefinisikan
secara khusus apa yang dimaksud dengan “langsung” dan “seketika”. Tidak adanya
pengaturan khusus mengenai definisi “langsung” dan “seketika” menimbulkan
ketidakpastian dalam penerapannya. Pengertian “langsung” dalam pertanggungjawaban
dapat diartikan sebagai pemberian ganti rugi secara langsung yang besaran maupun bentuk
ganti ruginya tidak memerlukan penetapan atau putusan atau dapat juga berarti
pertanggungjawaban pelaku usaha dan/atau kegiatan otomatis berlaku pada saat diketahui
adanya kerugian. Begitu pula dengan pengertian “seketika” yang dalam penerapannya
menimbulkan ketidakpastian, pada saat mana pertanggungjawaban dapat dimintakan dan
apa yang menjadi ukuran seketika pada suatu kasus lingkungan hidup. Tidak adanya
pengaturan definisi langsung dan seketika dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997
Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengkaburkan bentuk
pertanggungjawaban sfrict liability dan absolute liabilify, schingga membentuk
pendapat bahwa kedua pertanggungjawaban tersebut dianggap sama dan tidak ada
perbedaan.

Striet Liability merapakan bentuk pertanggungjawaban berdasarkan sifat dan risiko
kegiatan, tanpa unsur kesalahan. Menurut Daud Silalahi sebagaimana dikutip oleh
Wibisono, jenis-jenis kegiatan yang memiliki risiko dan dapat diberlakukan asas tanggung
jawab langsung dan seketika (strict liability) dapat ditentukan dengan mempertimbangkan
vkuran atau patokan bahaya atau akibat besar pada suatu pelaksanaan kegiatan sebagai
berikut: '*

' Wibisono, op.cir., halaman 20

Universitas Indonesia

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010.



111

1.  Tingkat risiko (the degree of risk) dimana dalam hal ini risiko dianggap lebih tinggi
apabila tidak dapat dijangkau oleh upaya yang lazim menurut kemampuan teknologi

yang telah ada.

2. Tingkat bahaya (the gravity of harm) dimana dalam hal ini bahaya dianggap sangat

sulit untuk dicegah pada saat mulai terjadinya.

3. Tingkat kelayakan upaya pencepahan (the appropriateness) dimana dalam hal ini si
penanggung jawab harus menunjukkan upaya maksimal untuk mencegah terjadinya

akibat yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

4.  Pertimbangan tehadap seluruh nilai kegiatannya (value of activity), dalam hal ini
pertimbangan risiko dan manfaat kegiatan telah dilakukan secara memadai sehingga
dapat diperkirakan bahwa keuntungan yang diperoleh akan lebih besar jika
dibandingkan dengan ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan untuk mencegah

timbulnya bahaya.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penerapan pertanggungjawaban
langsung dam sekefika kepada Lapindo terkait kegiatan pengeboran sumur
eksplorasi BJP-1 dapat diterapkan dengan mempertimbangkan risiko kegiatan
eksplorasi di area Porong, Sidearjo, yang sudah diketahui berdasarkan tafsiran
geologis merupakan sensitif area dan mengandung mud volcano. Oleh karena,
Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tidak mengatur secara khusus kegiatan yang
berdampak besar dan penting serta tidak mengatur kapan dan bagaimana tanggung
jawab langsung dan seketika dilaksapakan setelah ada Kerugian, maka
penerapannya diputuskan melalui pengadilan melalui pembuktian risiko kegiatan,

kerugian dan hubungan kausalitas.
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4.1.2. Pembuktian

Pembuktian atau “membuktikan” menurut Subekti adalah meyakinkan hakim
tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan'®’.
Membuktikan suatu peristiwa, mengenai adanya suatu hubungan hukum adalah suatu cara
untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugat, atau dalil-
dalil yang dipergunakan untuk menyangkal kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan

oleh pihak lawan.

Apabila ditinjau dari pedoman umum pembagian beban pembuktian yang terdapat
dalam pasal 163 HIR dan 1865 KUHPer maka'**:
I.  Siapa yang mendalil suatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk
membuktikan hak yang didalikannya; dan
2. Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang
didatilkan pihak lain, kepadanya dipikuikan beban pembuktian untuk membuktikan
dalil bantahan dimaksud.

Beban pembuktian yang digunakan dalam proses persidangan pugatan Walhi dan
YLBHI adalah pasal 163 HIR dan 1865 KUHPer'®. Hal ini sesuai dengan pendapat Mas
Achmad Santosa yang menyatakan bahwa penerapan azas tanggung jawab langsung dan
seketika (strict liability) bukan padanan dari konsep pembuktian terbalik tapi justru
pembebasan beban pembuktian atas unsur kesalahan.'™ Beliau juga menambahkan bahwa
dalam penerapan azas strict liability beban pembuktian tentang hubungan sebab akibat
terletak di pundak yang mendalilkan adanya kerugian sejalan dengan pasal 163 HIR dan
Pasal 1865 KUHPer. '* Hal serupa juga dikemukakan oleh UH Rhiti sebagaimana dikutip

19)
192
153

Subekii, op.cit., halaman }
Santosa, op.cit., halaman 792
Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPer mengatur bahwa siapa yang mengatakan mempunyai hak, atau
menyebulkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membaniah hak orang lain,
maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.
Sanlosa, gp.cit, halaman 304,
95 ..
ibid

Universitas Indonesia

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010.



113

Oleh Koesnadi Hardjasoemantri yang berpendapat bahwa penerapan pertanggungjawaban
strict liability menghendaki sistem pembuktian yang proporsional (proportional burden of
proof) dimana penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan, namun unsur-unsur
lain seperti kerugian dan hubungan sebab akibat tetap menjadi beban pertanggungjawaban
penggugat. Dari sisi tergugat, ia masih dapat melakukan pembelaan mengenai hal-hal
yang dapat diterima, kecuali kepagalan dalam kecermatan (due diligence) atau kesalahan
dalam arti subyektif karena menurut pendapat Birnie dan Boyle penerapan azas strict
liability mempunyai rentang pembelaan diri (range exculpatory) yang lebih besar daripada

absolute liability.

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian, namun hakim
sebagai perangkat peradilan mempunyai kewenangan yang merdeka untuk memutus
perkara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, harus berdasarkan pembuktian
yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka untuk pertanggungjawaban sfrict

liability dalam kasus semburan lumpur, Walhi memiliki beban pembuktian berupa:

1. Pembuktfian bahwa Lapindo merupakan penanggung jawab suatu usaha
dan/atau kegiatan yang mengandung risiko pencemaran dan/atau pengrusakan
lingkungan dalam lingkup kegiatan dan atau usaha yang dapat dikenai azas
tanggung jawab langsung dan seketika sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu
berupa (i) kegiatan yang berdampak besar dan penting, (ii) kegiatan yang
menghasilkan B3 dan (iii) kegiatan yang mempergunakan B3.

2.  Pembuktian telah adanya kerugian (damage) akibat semburan lumpur;
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3. Pembuktian hubungan kausal (causal link) antar kerugian dengan kegiatan

eksplorasi yang dilakukan Lapindo.

Terkait pembuktian pertanggungjawaban dalam kasus semburan lumpur, beberapa

hal yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

a. Perijinan Lapindo

Dalam salah satu positanya, Walhi mendalilkan bahwa Lapindo telah melakukan
pelanggaran terhadap azas kehati-hatian dengan tidak memperhatikan sensitivitas Zona
Porong secara geologis dimana scharusnya Lapindo tidak melakukan eksplorasi di
daerah BJP-1. Wilayah Porong berdasarkan tata ruang Kabupaten Sidoarjo tidak
difungsikan sebagai kawasan pertambangan tetapi difungsikan sebagai kawasan pertanian

dan permukiman'®®

. Walhi juga telah mendalilkan kesalahan Lapindo dengan tidak
melengkapi kegiatan eksplorasi dengan dokumen AMDAL. Unsur-unsur kesalahan yang
didalilkan Walhi di atas tidak diperlukan dalam penerapan tangung jawab secara langsung
dan seketika, mamun perijinan kegiatan eksplorasi tersebut dapat dikaitkan untuk
menentukan sifat dan risiko kegiatan eksplorasi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk
kemudian dikaitkan dengan penerapan pertanggungjawaban sfrict liability kepada

Lapindo.

Perijinan lokasi untuk pelaksanaan suatu kegiatan adalah bagian dari hukum tata
lingkungan yang menurut Koesnadi Hardjasoemantri seperti dikutip oleh Makarao, adalah
untuk mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara
manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup
sosial budaya. Bidang hukum tata lingkungan meliputi tata ruang, tata guna tanah, tata

cara peran serta masyarakat, tata cara peningkatan upaya pelestarian kemampuan

'% Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Walhi, No Perkara 284/Pdt.G/2007/PN.Jaksel, 1anggal 24 April
2007, halaman 2]
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lingkungan, tata cara penumbuhan dan tata cara ganti kerugian dan pemulihan lingkungan
hidup serta penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup'®’. Sebagaimana
dikemukakan oleh seorang pakar sosiologi, Kohler, seperti dikutip oleh Roscoe Pound
dalam “Interpretation of Legal History”, sebagaimana dikutip oleh Bambang Prabowo

Soedarso, fungsi hukum merupakan hasil peradaban manusia'®,

Pada masa sekarang
(penerapan hukum dalam masyarakat) hukum berfungsi sebagai alat untuk menjalankan
peradaban manusia (social control). Sedangkan peran dan atau fungsi hukum di masa
mendatang adalah merupakan social engineering (mengarahkan dan merencanakan) dalam

mengantisipasi tingkat perkembangan dan perubahan peradaban manusia.

Penerbitan ijin usaha danfatau kegiatan merupakan kewenangan pemerintah
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerbitan perizinan tersebut wajib memerhatikan
rencana tata ruang, pendapat masyarakat, pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang
berwenang dengan usaha/kegiatan tersebut. Salah satu persyaratan yang diperiukan untuk
memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan adalah AMDAL sebagaimana diatur
dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *°

“setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dumpak besar dan penting
terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan untuk
memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan™.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 27 Tahun 1999 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, fungsi dan wewenang Negara sebagai berikut:
1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan

lingkungan hidup;

7 Makarao, op.cii., halaman 10
1% Bambang Prabowo Soedarso, Hukum lingkungan dalam Pembangunan Terlanjutkan (Bunga Rampai),

Cintya Press, Jakarta 2008, halaman 2.
1% Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, op.cii. Pasal 18
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2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan
pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetika;

3. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek
hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya
buatan termasuk sumber daya genetika;

4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial yang berpengaruh
terhadap kepentingan umum, baik secara kultural maupun secara struktural;

5. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tersebut di atas merupakan pelaksanaan UUD 1945 Pasal 33 yang
memberikan hak kepada negara untuk menguasai sumber daya alam dan kewenangan
mengaturnya diserahkan kepada pemerintah. Fungsi pengaturan tersebut diaplikasikan
dalam pengaturan dan pengembangan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup untuk
memberikan perlindungan terhadap daya keberlanjutan sumber daya alam dan sumber
daya buatan termasuk sumber daya genetika sehingga pembangunan tetap terlanjutkan®®.

Penerapan tata ruang adalah kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Menurut
pendapat Van Driel dan Van Villet seperti dikutip dari Makarao, hukum tata ruang adalah
hukum yang yang mengatur penataan ruang (ruimfe) yang dari sudut sosial, ekonomi dan
budaya, menciptakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi pengembangan hidup
masyarakat di wilayah tersebut®'.  Dalam hal ini, manusia merupakan titik sentra, dan
yang menjadi titik tolak adalah bagaimana ruang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan
manusia atau dengan kata lain, bagaimana mencari keserasian timbal balik yang paling
baik antara ruang dan masyarakat yang ditujukan kepada kepentingan masyarakat.
Koesnadi berpendapat bahwa untuk penerapan tata ruang tersebut, penggunaan dari tanah,

lalu lintas darat, air dan udara, pertanian, industri dan lain-lain harus diatur secara serasi

20 Usman, loc.cit
' Makarao, op.cit., halaman 11
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dan seimbang dengan koordinasi yang bersifat horizontal. Pengaturan secara serasi dan
seimbang ini adalah tugas utama dari pemerintah.

Untuk melakukan eksplorasi BJP-1, Lapindo telah memperoleh ijin melalui
Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/227/404.1.1.3/2005 Tentang Pemberian Izin
Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi atas Nama BP
Migas. Dalam salah pertimbangan izin tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan
Daerah Kebupaten Sidoarjo No. 8 Tahun 1998 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota
(RUTRK), peruntukan Kecamatan Porong adalah untuk industri®™ dan dengan demikian
izin lokasi kepada Lapindo dapat diberikan untuk seluas 25.000M2 yang terletak di Desa

Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.

Selain perizinan secara umum untuk kegiatan eksplorasi, kegiatan pengeboran
Lapindo pada sumur BJP-1 juga telah memperoleh persetujuan dari Kepala Divisi
Eksplorasi BP Migas dengan surat No.444/BPA 1000/2004-S | tanggal 1 September 2004
untuk pemboran Sumur BJP-1 sampai kedalaman akhir 10.000 kaki dengan obyektif
utama batu gamping Formasi Kujung dan obyektif tambahan Batu Gamping. Usulan
pemboran sumur eksplorasi taruhan BJP-1 terletak pada koordinat garis lintang : 07 31
53,15”S dan garis bujur : 112 42 28,10”T.

Kegiatan eksplorasi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 17
Tahun 2001 Tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bukan merupakan kategori kegiatan yang
wajib AMDAL. Oleh karena itu, Lapindo hanya memiliki kewajiban untuk melakukan
Upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup
(UPL),

%2 K eputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/227/404.1.1.3/2005 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk
Keperluan Pembangunan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi etas Nama BP Migas, halaman 1.
208 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002, op.cit., Pasal |,
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Dengan telah diperolehnya ijin lokasi, persetujuan rencana kerja, dan
pelaksanaan  pengeboran  BJP-1, Lapindo tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban atas perijinan kegiatan eksplorasi yang mana merupakan
kewenangan Pemerintah sebagai penentu kebijaksanaan dalam bidang lingkungan
hidup baik melalui kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi, sektoral maupun
teknis. Kewenangan pemberian perijinan oleh pemerintah merupakan aplikasi
fungsi negara dan dalam rangka pemenuhan ketentuan UUD 1945 yang memberikan
penguasaan kepada negara terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya.

Begitu juga dengan kepemilikan UKL dan UPL untuk kegiatan eksplorasi yang
mana hal tersebut telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Dengan telah
dimilikinya UKL dan UPL oleh Lapindo, tidak ada hukum maupun ketentuan yang
dilanggar oleh Lapindo sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 17
Tahun 2001. Oleh karena penentuan kebijakan dan perizinan merupakan tanggung
jawab Pemerintah maka kepemilikan UKL dan UPL tidak dapat dituntutkan
kepada Lapindo sebagai salah satu unsor kesalahan dalam menjalankan kegiatan
dan/atau usaha. Dalam hal ditentukan bahwa kegiatan eksplorasi di Porong,
Sidoarjo termasuk kegiatan yang berdampak besar dan penting berdasarkan silat
geologi di daerah tersebut maka perlu dilakukan perbaikan dalam ketentnan
pelaksana bagi kegiatan dan/atau usaha yang terkait dengan lingkungan hidup
dengan kewajiban melakukan AMDAL.

Menurut penulis, tanggung jawab atas perijinan berada pada pemerintah
sebagai regulator dan khususnya BP Migas yang memiliki kewenangan melakukan
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan
memberikan persetujuan  rencama kerja dan anggaran, serta menentukan
kebijaksanaan sektoral dan teknis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.
22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah No. 42
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Tahun 2002, Disinilah fungsi penerapan “Environmental Principles” (“Polluters
Pays”, “Prevention” dan “Precautionary”) dalam menentukan kebijakan schingga
tujuan pembangunan baik secara ekonomis maupun perlindungan terhadap
lingkungan hidup dapat tercapai melalui suatu perangkat hukum yang memenuhi

prinsip tersebut,

b. Kegiatan

Posita Penerapan Azas Tanggung Jawab Langsung dan Sekefika Dalam Kegiatan
Eksplorasi

Pertanggungjawaban perdata (civil liability) dalam konteks penegakan hukum
lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti rugi dan biaya
pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau pengrusakan flingkungan®™™. Pada
dasarnya bentuk pertanggung jawaban perdata yang terdapat dalam Undang-Undang No.
23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pertanggungjawaban
berdasarkan kesalahan {(ligbility based on faulf) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan
{liability without faulf).

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (liability based on fault) dalam
tatanan hukum lingkungan di Indonesia adalah:
1. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“setiap perbuafan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup
mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan unfuk membayar ganti
rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu"*®.

o Santosa, op.cil., halaman 301,
203 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, op.cit., Pasal 34 ayat (1).
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2. Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan
melawan hukum berupa pencemaran dan/atau pengrusakan linghkungan hidup yang
menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkumgan hidup wajib membayar
ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (Yability without faulf) dalam tatanan hukum
lingkungan Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagai berikut*’:

“Penanggung jawab usaha dun/atau kegiatan yang usahanya dan kegiatavmyua
menimbulkan dampak besar dun penting terhadap linglungan hidup, dan/atau yang
menggunakan bahan berbahayu dan beracun, danfatau menghasilkan limbah bahan
berbahaya dan beracum, berlanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang
ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika
pada saat terjadinya pencemaran dan.atau pengrusakan linglungan hidup".

2. Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan
B3, menghusilkan dan/atau mengelola limbah B3, danfatau yuang menimbulkan
ancaman Serius ferhadap lingkungan hidup yang bertanggung jawab mutlak atas
kerugian yang terjadi tanpa perlu pembukitian unsur kesalahan”.

%6 Undang-Undang No. 23 tahun 1997, gp.cit, Pasal 35 ayat (1).
21 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, op.cit., Pasal 83.
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Mengenai Perbutan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365

Jo.1366 KUH Perdata haruslah terpenuhi syarat-syarat kumulatif adanya®®:

a. Perbuatan.

b. Kesalahan, baik dengan kesengajaan atau karena kelalaian.

c. Kerugian.

d. Hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kesalahan yang mengakibatkan

kerugian.

Kedua bentuk pertanggungjawaban di atas, Iiability based on fault dan strict
liability dicoba diterapkan oleh Walhi dalam meminta pertanggungjawaban Lapindo,
sedangkan dalam gugatan YLBHI hanya diterapkan bentuk  pertanggungjawaban
berdasarkan kesalahan (fiability based on faulf).

Menurut penulis, Walhi lebih meninitikberatkan gugatan pada konstruksi
pembuktian pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (liability based on faull)
dibandingkan dengan pembuktian tanggung jawab langsung dan seketika (strict liability).
Hal ini dapat diketahui dari posita yang membicarakan mengenai kesalahan Lapindo, baik
berupa pelangparan atas kewajiban maupun atas kelalaian sehingga menimbulkan
kerugian. Walhi tidak menjabarkan unsur-unsur sirict ligbility yaitu sifat dan risiko
kegiatan eksplorasi sebagai suatu kegiatan yang dapat berdampak besar dan penting untuk
diterapkan pertanggungjawaban langsung dan seketika, melainkan hanya menjabarkan
unsur-unsur yang berkenaan langsung dengan unsur perbuatan melawan hukum yaitu
kerugian yang berdampak besar. Dalam gugatan tanggung jawab langsung dan seketika
(strict liability), seseorang dianggap bertanggung jawab karena sifat kegiatannya dan
bukan karena bagaimana dia melakukan kegiatan itu serta risiko kerugian atas kegiatan

tersebut.

%8 Pasal 1365 Jo. 1366 KUHPer mengatur bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugien itu karena kesalahannya
untuk menggantikan kerugian tersebut. Pertanggungjawaban bukan hanya atas kerugian yang
disebabkan perbuatan melainkan juga atas kerugian yang disebebkan kelalaian atau kesembronoannya.
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Kegiatan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban secara strict [liabifity
berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Tentang Lingkungan Hidup adalah
kegiatan yang berdampak besar dan penting, menggunakan dan atau menghasilkan limbah
B3. Mengenai jenis kegiatan yang berdampak besar dan penting, belum diatur secara
khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Lingkungan Hidup
No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya mengatur definisi
dampak sebagai suatu pengaruh perubahan akibat usaha dan/atau kegiatan. Oleh karena
belum ada pengaturan khusus mengenai jenis kegiatan berdampak besar dan
penting maka penentuannya dapat mempergunakan unsur-unsur dan/atau kriteria
risiko pada kegiatan eksplorasi dihubungkan dengan sifat geologis Porong sehingga
kegiatan tersebut memiliki dampak besar dan penting,

Dalam proses persidangan, Walhi tidak mendalilkan unsur-unsur kegiatan
berdampak besar dan penting yang berlaku umum untuk membuktikan sifat dan atau
risiko kegiatan eksplorasi dalam penerapan pertanggungjawaban strict liability.
Sebaliknya, Lapindo menggunakan indikator AMDAIL sebagai penentu kegiatan
berdampak besar dan penting dan sifat kegiatan eksplorasi yang masih merupakan tahap
penelitian. Kegiatan eksplorasi berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang
Minyak dan Gas Bumi, merupakan kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi
mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak
dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan. Fakta ini tentunya dapat mengaruhi
hakim dalam menentukan sifat dan dampak kegiatan eksplorasi oleh Lapindo.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang
No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat disimpulkan bahwa
setiap usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting
terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
(AMDAL). Hal ini berarti tidak setiap kegiatan dan/atau usaha harus memperoleh
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AMDAL, tetapi limitatif dan selektif pada rencana kegiatan dan/atau usaha yang

menimbulkan dampak besar dan penting.

Secara lex spesialis di bidang Energi dan Simber Daya Alam, diatur kegiatan-
kegiatan yang wajib dilengkapi oleh AMDAL berdasarkan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 Tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang
Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Kegiatan
tersebut adalah: *°
1. Pertambangan umum dengan luas lebih dari 200 ha serta fuas daerah terbuka untuk

pertambangan lebih dari 50 ha.

2.  Tahap eksploitasi produksi untuk batu bara dengan produksi iebth dari 250.000 ton/
tahun, bijih primer dengan produksi lebih dari 200.000 torv/ tahun, bijih sekunder/
endapan alluvial dengan produksi lebih dari 159.000 ton/ tahun, bahan galian bukan
logam atau bahan galian golongan ¢ dengan produksi lebih darci 250.000M3 /tahun
dan bahan bahan pgalian radioaktif termasuk pengolahan, penambangan dan
pemumian serta bahan galian timbale termasuk pengolahan penambangan dan
pemurmian.

3.  Tambang di laut,

4.  Submarine tailing disposal,

5.  Pengolahan bijih dengan proses sianidasi.

Rencana usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang tidak
diwajibkan menyusun AMDAL menurut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999
Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, diwajibkan untuk melakukan upaya
pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL),
yang pembinaannya berada pada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan. Hal
serupa juga diatur dalam dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 86 Tahun
2002, Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

#¥  Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 , loc.it.

Universitas Indonesia

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010.



124

Pemantauan Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa upaya yang dilakukan dalam
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau
kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
adalah Upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL} dan upaya pemantauan lingkungan
hidup (UPL). Upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan
lingkungan (UPL) merupakan salah satu izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
Persyaratan dan kewajiban upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantavan
lingkungan hidup selanjutnya ditentukan oleh instansi yang membidangi usaha dan/atau
kegiatan setelah mempertimbangkan masukan dari instansi yang bertanggung jawab.?'
Sebagai implikasinya terhadap kegiatan besar dan penting wajib dilengkapi dengan
studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang meliputi analisis teknis, analisis
ekonomi-finansial. ' Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) merupakan bagian dari
proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan penelahaan
secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang
direncanakan®'>. Hasil studi kelayakan ini tidak hanya berguna untuk para perencana,
tetapi juga bagi pengambil keputusan, mengingat penyusunan KA ANDAL merupakan
bagian dari studi kelayakan yang akan digunakan untuk proses perencanaan dan

pengambilan keputusan®'?,

EIA (Environmental Impact Assessment) atau Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan menurut Asit Bievas dan Qu Geping dalam tulisannya mengenai
“Enviromental Impact Assessment for Developing Countries” yang mengutip dari Ronald

Bisset dalam tulisannya “Methods of Envirommental Impact Assesment: A Selective

21®  peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun [999, loc.cit.

2 Usman, ap.cit., halaman 126.

212 Darsono, Ms. op.cil. halaman 148

13 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 09 Tahun 2000, op.cit., Pasal 6.
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Survey With Case Studies”, seperti dikutip oleh Bambang Prabowo Soedarso dalam
disertasinya diartikan sebagai berikut*'*:

‘......Is concerned, basically with identifying and assessing the envirommental
concequences of development project plans programs and policies in an attempt (o
ensure that the best alternativesfor development is selected”.

Pendapat lain mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan menurut
Westman dalam tulisannya “Eclogy, Impact Assesment and Environmental Planning”
sebagaimana dikutip Bambang Prabowo Soedarso dalam disertasinya menyebutkan bahwa
AMDAL merupakan suatu alat atau piranti dalam perencanaan yang matang dan akurat
mengenai usaha-usaha manusia dalam manipulasi alam bagi kepentingannya. Sebagai
bagian dari studi kelayakan, AMDAL merupakan alat pengaman baik terhadap alam yang
hendak dimanipulasikan tersebut maupun dampak dari alam yang dimanipulasikan,

terhadap manusia (dampak yang berbalik)?'’.

Menurut pendapat Bambang Prabowo Soedarso, Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan adalah suatu aktivitas untuk melakukan identifikasi dan memprediksi atau
memperkirakan dampak dari suatu rencana kegiatan terhadap lingkungan biogeofisik dan
terhadap kesehatan manusia beserta jasad hidup, kemudian menginterprestasikannya dan
mengkomunikasikan informasi tentang dampak®'®, AMDAL merupakan langkah-langkah
bijak, safety first, baik dipandang dari segi ilmu dan teknonologi maupun segi sosial
ekonomi budaya mausia itu sendiri, agar supaya tidak merugikan dirinya sendiri.
Langkah-langkah bijak dengan melaksanakan AMDAL menggambarkan pula tentang
perencanaan lingkungan pengelolaan Sumber Daya Alam, dan aplikasi dari ilmu ekologi
dengan memperhatikan prinsip-prinsip tentang ekologi, prediksi mengenai kemampuan
lingkungan, kebijakan-kebijakan baru, hukum-hukum baru ataupun inovasi terhadap

teknologi yang digunakan, dan rencana-rencana evaluasi terhadap pelaksanaan

% goedarso, disertasi, op.cit., halaman 9.

ibid., halaman 39.
3 jbid halaman 9.

215
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perencanaan tersebut’ ’. Munculnya konsep tentang suistainable development merupakan
konsep pembangunan ekonomi yang secara kuantitas dapat diperhitungkan. AMDAL
adalah suatu alat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan yang
sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi seseorang dan/atau badan hukum dalam
menpguasai dan/atau memanfaatkan lingkungan menurut kacamata pandangan ahli
ekonomi dan ahli hukum. Oleh sebab itu, sebenamya, tujuan mengenai diterapkannya
keharusan melakukan AMDAL adalah suatu inovasi baru mengenai tujuan hukum sebagai
usaha untuk mengembangkan peradaban manusia dengan melalui pembaharuan dan/atan

pembangunan hukumnya. '8

Kegunaan dokumen KA ANDAL tersebut di atas diatur dalam Keputusan Kepala
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 09 tahun 2000 yang menyatakan bahwa
fungsi ANDAL adalah rujukan bagi pemrakarsa dan atau instansi terkait mengenai
lingkup dan kedalaman ANDAL yang akan dilakukan serta sebagai suatu bahan rujukan
untuk mengevaluasi hasil studi ANDAL, *'?

Sebagaimana telah disebutkan di atas, untuk penerapan strict liability, Walhi wajib
membuktikan sifat kegiatan eksplorasi, namun hal ini tidak dilakukan. Dalil Walhi atas
pelaksanaan kegiatan eksplorasi yang berdampak besar dan penting menitikberatkan pada
kelengkapan perlunya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada kegiatan eksplorasi.
Hal ini dapat dilakukan mengingat adanya pengaturan dalam Undang-Undang No. 23
Tahun 1997 yang mewajibkan kegiatan yang berdampak besar dan penting untuk
melakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Namun analogi tersebut tidak dapat
diterapkan sepenuhnya mengingat terdapat ketentuan yang mengatur bahwa kegiatan

eksplorasi bukan merupakan kegiatan dan/atau usaha yang wajib AMDAL.

27 ibid, halaman 40-42
A
%% Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 09 Tahun 2000,0p.cir., Pasal 3
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Menurut penulis, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berwawasan
lingkungan, kegiatan eksplorasi dapat dipersyaratkan melakukan AMDAL. Khususnya
untuk kegiatan eksplorasi di Porong, Sidoarjo, AMDAL sangat diperlukan menimbang
sensitifitas area daerah tersebut yang secara geologi sangat labil. Dalam hal kegiatan
eksplorasi di sensitif area hanya dilengkapi oleh UKL dan UPL maka pada pelaksanaanya
tidak seluruh dampak akibat kegiatan tersebut dapat diketahui sebelumnya khususnya
telaah dampak dari sisi ekologi. Mempertimbangkan pentingnya AMDAL pada suatu
kegiatan dan/atau usaha, maka perlu dilakukan perbaikan dan atau perubahan pada
Keputusan Menteri No. 17 Tahun 2001 sehingga dimungkinkan kewajiban AMDAL bagi
kegiatan lain di luar kegiatan yang telah ditentukan wajib AMDAL dengan pertimbangan
ekologi dan geologi. Disini dituntut peran aktif pemerintah secara aktif untuk memilah
dan/atau menetapkan sifat, kegunaan, daya tampung dan daya dukung lingkungan dalam
penerbitan izin terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha.

Penggabungan pokok pgugatan tanggung jawab langsung dan seketika dengan
tanggung jawab kesalahan sebagaimana dilakukan oleh Walhi membuat gugatan menjadi
ambigous. Karena penerapan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan
pertanggungjawaban langsung dan seketika berbeda penerapannya maka penggabungan
tersebut tidak tepat. Dalil-dalil yang diajukan oleh Walhi lebih menpgarah pada
pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dengan menguraikan kelalaian Lapindo. Hal
ini tentunya sedikit banyak mempengaruhi pembuktian dalam proses persidangan, Selain
gugatan yang ambiguous, tidak adanya pengaturan khusus mengenai kegiatan
berdampak Hesar dan penting juga sangat berpengaruh sebagai dasar pertimbangan
hakim antuk memutus bentuk pertanggungjawaban yang dipergunakan.
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c. Hubungan Sebab Akibat dari Kegiatan Eksplorasi Dengan Kerugian

Selain menentukan kriteria kegiatan, baik Walhi maupun YLBHI harus
mendalilkan telah terjadi kerugian akibat kegiatan Lapindo. Atas dasar tersebut, Walhi dan
YLBHI mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut.

Ada 2 (dua) macam teori hubungan sebab akibal yang dapat dipergunakan, yaitt
teori conditio sine qua non oleh von Buri dan teori proximate cause. Teori conditio sine
gua non mengatakan bahwa setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat
merupakan penyebab secara faktual, dimana kerugian tidak akan pernah ada tanpa
penyebabnya®®, Berdasarkan teori ini, harus terbukti bahwa semburan lumpur tidak akan
pemnah terjadi tanpa kegiatan eksplorasi Lapindo. Hubungan sebab akibat di sini mumi
merupakan “fakta” yang telah terjadi.

Sedangkan teori proximate cause diartikan sebagai setiap penyebab yang sekuensi
secara continue dan natural tanpa diselingi oleh intervensi lain yang menimbulkan
kerugian tanpa penyebab tersebut sehingga kerugian yang dimaksudkan tidak akan pernah

2! Dalam proximate cause, dapat dinyatakan bahwa adalah layak dan adil jika

terjadi
seseorang diberikan tanggung jawab hanya terhadap akibat yang dapat diramalkan akan
terjadi (foreseen) schingga konsep ini menempatkan efemen sepatutnya dapat diduga
{forseeability) sebagai faktor utama. Dalam menetapkan unsur forseeability, teori tentang
pembatasan tanggung jawab terhadap risiko dipergunakan sebagai perluasan tanggung
jawab, maka sebagai reasonable man mesti dapat membayangkan akan terjadi
konsckuensi dengan melakukan tindakan yang dipersalahkan tersebut™*.

Teori lain terhadap kemungkinan unsur forseeablility adalah teori mengenai
konsekuensi yang mungkin dan alamiah. Mengenai kejadian-kejadian yang biasa terjadi

dan mestilah dapat diantisipasi pada waktu melakukan perbuatan yang dipersalahkan

> - -
220 Husein, loc.cit.
7]

= ibid., halaman | 14
22 ibid, halaman 127
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itu?®, Teori lainnya yang juga sering diterapkan dalam unsur forseeability adalah teori
tentang tempat dan waktu (fime and space) yang mana unsur waktu adalah analogi dari
unsur rempat’>’,

Menurut Munir Fuady, apapun teori yang diterapkan minimal ada 6 (enam) faktor
yang mesti dipertimbangkan dalam hal menetapkan tentang ada atau tidaknya elemen
proximate cause yaitu sebagai berikut??:

1.  Kerugian adalah terlalu jauh dari kelalaian

2. Kerugian di luar profesi dari kelalaian pihak pelaku

3. Membenarkan adanya pemberian ganti rugi akan merupakan beban yang sangat
tidak reasonable atas pthak pelaku

4. Adalah terlalu luar biasa bahwa kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi orang
lain

5.  Membenarkan adanya pemberian ganti rugi akan menimbulkan timbulnya

JSraudulent claims
6.  Adalah tidak masuk akal jika dibenarkan adanya pemberian ganti rugi tersebut.

Teori hubungan sebab akibat tersebut tidak dapat membuktikan bahwa semburan
lumpur merupakan akibat dar1 kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh Lapindo. Fakta
yang diungkapkan bahwa telah terjadi semburan lumpur di Jawa Timur pada masa lalu
membuktikan bahwa teori conditio sine qua non tidak dapat dipergunakan untuk
membuktikan hubungan sebab akibat antara kegiatan eksplorasi dengan semburan lumpur
karena semburan tersebut telah terjadi jauh sebelum dilakukan kegiatan eksplorasi. Begitu
juga bila dipergunakan teori proximate cause maka hubungan sebab akibat antara kegiatan
eksplorasi dan semburan lumpur tidak dapat dibuktikan karena tidak terpenuhinya unsur
Sforseen dan forseability. Kegiatan eksplorasi merupakan kegiatan yang bertujuan

memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh

2 ibid,
24 ibid.
3 Fuady, ibid., halaman 122
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perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang diteniukan. Atas sifat
kegiatan eksplorasi yang merupakan penelitian maka hukum positif juga tidak
mewajibkan kegiatan eksplorasi untuk melakukan studi atau kajian AMDAL. Oleh karena
itu dapat disimpulkan secara implisit semburan lumpur tidak diperkirakan akan terjadi

dalam suatu kegiatan eksplorasi.

Selain teori hubungan sebab akibat secara umum, hubungan sebab akibat antara
kepiatan eksplorasi dan semburan lumpur dapat dibuktikan melalui sifat ilmiah
pembuktian (scientific proof) dari keterangan dan pendapat para ahli geologi.
Sebagaimana telah diuraikan di bab sebelumnya, keterangan maupun pernyataan para ahli
geologi terkait sebab semburan Jumpur terbagi menjadi dua kelompok yaitu (i) yang
menyatakan bahwa semburan lumpur merupakan bencana alam dimana retakan dan
semburan berasal dari pergeseran lempeng akibat gempa di Yogyakarta dan (ii} semburan
lumpur merupakan kesalahan lapindo dalam melakukan pengeboran karena tidak
dipasangnya casing. Tidak adanya kesepakatan para ahli geologi sangat mempengaruhi
hakim dalam menentukan hubungan kausalitas kegiatan eksplorasi dengan semburan
lumpur. Dengan adanya kekuasaan merdeka para hakim dalam memutus perkara, dalam
kasus ini, hakim telah mengambil hal yang meringankan untuk Lapindo sehingga Lapindo
tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik berdasarkan pertanggungjawaban

berdasarkan kesalahan maupun strict liability.

d. Fenomena Alam dan Penerapan Sirict Liability

Lapindo dengan keterangan saksi-saksi ahli mencoba membuktikan dalil “due
diligence” atau prinsip kehatian-hatian dan penyebab intervensi (invervening cause)
berupa fenomena alam yang dapat dikategorikan sebagai dasar penghapus

pertanggungjawabannya.
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Penghapus pertanggungjawaban yang sudah diterima secara umum adalah dasar
pembenar (rechivaurdigingsgrond) dari suatu perbuatan melawan hukum yang
meniadakan sifat melawan hukum dari svatu tindakan tercela, schingga karenanya
pertanggungjawaban si pelaku sama sekali lenyap dan tidak ada persoalan tentang
penggantian kerugian®®. Penghapus pertanggungjawaban yang sudah diterima umum
adalah keadaan memaksa (overmacht), pembelaan terpaksa (noodweer), ketentuan
undang-undang (wettelijk voorscrift) dan perintah jabatan (wettelijk bevel).

Salah satu defences diterjemahkan dengan due diligence oleh Lapindo dengan dalil
pemasangan pemenuhan prosedur dalam pengeboran yang mana tidak dipasangnya casing
11-3/4 adalah berdasarkan pertimbangan hasil uji LOT (Uji Tekan Batuan) yang besar dan
bukan merupakan pelanggaran terhadap prosedur  pengeboran. Penghapus
pertanggungjawaban ini memang tidak relevan dalam tanggung jawab langsung dan
seketika atau strict liability namun karena Walhi dan YLBHI juga mendalilkan perbuatan
melawan hukum maka prinsip kehati-hatian disini dipergunakan untuk membuktikan tidak
adanya unsur kesalahan dan dengan demikian menjadi penghapus tanggung jawab bagi
Lapindo. Kesalahan tidak dipersyaratkan dalam tanggung jawab [angsung dan seketika
(strict liability) sehingga walaupun dalam perbuatan pelaku dengan menggunakan dasar
pembenar ini terbukti tidak ada kesalahan, tetap tidak akan menghapus
pertanggungjawabannya yang didasarkan atas strict liability.

Penghapus pertanggungjawaban adalah masalah-masalah khusus yang meniadakan
sifat melawan hukum yang mengandung sifat eksepsional dan karenanya merupakan
pengecualian yang membenarkan penyimpangan terhadap norma hukum yang mefarang
perbuatan yang bersangkutan. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak
melawan hukum, maka pelaku tidak harus bertanggung jawab berdasarkan tanggung
jawab berdasarkan kesalahan (lability without faulf).

¢ Djojedirdjo, ap.cit., halaman 53
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Pengecualian terhadap tanggung jawab langsung dan seketika (strict liability)
diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan
Lingkunpgan Hidup yang berbunyi:

“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban
kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang
bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/alau perusakan
lingkungan hidup disebabkan salah satu alas an di bawah ini:

c.  Adanya bencana alam atau peperangan; atau
d.  Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuun manusia; atau

e.  Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran
dan/atau pengrusakan lingkungan hidup "%’

Dalam gugatan Walhi, majelis hakim memutuskan bahwa semburan lumpur
merupakan fenomena alam. Oleh karena itu, tidak dapat diterapkan pertanggungjawaban
kepada Lapindo. Bencana alam dalam hal ini merupakan penyebab intervensi {(intervening
cause). Penyebab intervensi menurut pendapat Munir Fuady adalah penyebab tidak
langsung adalah suatu penyebab berupa paksaan atau tindakan lain yang terjadi antara
perbuatan pelaku dengan terjadinya kerugian bagi korban yang menyebabkan bertambah
parahnya kerugian maupun yang secara bersama-sama dengan tindakan asli dari
pelakunya menimbulkan kerugian bagi korban.””® Dalam bal fenomena alam tersebut
tersebut tidak memenuhi unsur reasonable forseeabilily, maka dapat dianggap

® sehingga kegiatan eksplorasi oleh

sebagai penyebab pengganti (superseding) **
Lapindo bukan merupakan proximate cause terhadap kerugian yang timbul dan oleh
karenanya tidak dapat diterapkan pertanggungjawaban strict liabilify. Sebaliknya,
dalam hal fenomena alam berupa mud volcano tersebut telah dapat diperkirakan
sebagai salah satu risiko dalam kegiatan eksplorasi di wilayah Porong, maka

pertanggungjawaban sfrict liability dapat diterapkan kepada Lapindo.

27 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, op.cif., ps 35 ayat (2).
= Fuady, op.cir. halaman 125
**% ibid, halaman 125
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4.1.3. Dalil-Dalil Yang Sudah Tctap dan Tidak Perlu Pembuktian

Berdasarkan prinsip umum pembuktian, tidak semua hal yang didalilkan oleh para

pihak harus dibuktikan. Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan adalah:
1.  Hukum Positif
2. Fakta-fakta yang diketahui oleh umum {rotoir feit)
3.  Fakta-fakta yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan
4.  Fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan.

Senada dengan hal di atas, Munir Fuady mengatakan bahwa hal-hal berikut tidak
perlu pernbuktianzmz
I.  Bukti kesalahan dalam kasus tanggung jawab mutlak;

Dalam kasus penerapan beban pembuktian terbalik;

Tidak perlu dibuktikan jika pihak lawan tidak membatahnya;

2

3

4.  Tidak perlu dibuktikan terhadap fakta yang telah diketahui secara meluas;

5 Tidak perlu dibuktikan terhadap hal-hal yang dapat dilihat sendiri oleh hakim;
6

Tidak perlu dibuktikan jika sudah merupakan hukum positif.

Kriteria dampak besar dan penting dari suatu kegiatan dan/atau usaha dimungkinkan
untuk dibuktikan dengan mempertimbangkan faktor-fakior dampak yang menurut
Valentinus Darsono, Ms adalah®':

1. Besar manusia yang terkena dampak; Dampak lingkungan suatu kegiatan yang
penentuannya didasarkan pada jumlah manusia yang terkena dampak menjadi
penting bila manusia yang terkena dampak lingkungan tetapi tidak termasuk pada
sasaran yang diperkirakan dapat menikmati manfaat kegiatan yang direncanakan,

jumlahnya sama atau bahkan lebih besar dari jumlah manusia yang dapat menikmati

B9 Fuady, op.cit., halaman 48

2! parsono, M.S. Joc.cif.
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manfaat dari kegiatan tersebut. Selain itu, manusia yang terkena dampak
lingkungan, baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk dalam sasaran untuk
menikmati rencana kegiatan, jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah manusia
yang tidak akan terkena dampak lingkungan dalam wilayah dampak yang telah

ditentukan menurut kerangka acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan.

Luas wilayah penyebaran dampak; Dampak lingkungan suatu kegiatan itu penting
apabila luas wilayah persebaran dampak paling sedikit dua kali lebih besar dari luas
wilayah rencana kegiatan, penyebarannya melampaui batas administrasi pada

tingkat kabupaten ke atas dan atau melampaui wilayah negara Republik Indonesia.

Lamanya dampak berlangsung; Suatu kegiatan dapat menimbulkan dampak
lingkungan pada suatu tahap tertentu atau pada berbagai tahap dari daur kegiatannya

seperti pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.

Intensitas dampak; Dampak lingkungan mempunyai intensitas yang bervariasi muilai
dari yang sangat ringan sampai yang sangat berat. Faktor intentitas dampak ini
berfungsi mengetahui berat atau ringannya dampak baik dalam ruang lingkup

populasinya atau penyimpangan baku mutu lingkungan.

Banyak komponen lainnya yang terkena dampak; terkait dengan dampak
lingkungan, komponen lingkungan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu (i) fisik, (ii)

biotis dan (iii) sosial ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat.

Sifat kumulatif dampak; Dampak lingkungan yang bersifat kumulatif diartikan
bahwa semula tidak menimbulkan dampak tetap sumber dampaknya tertimbun
perlahan-lahan dalam lingkungan sehingga pada tahap akumulasi tertentu
merupakan dampak penting. Dampak lingkungan menjadi penting atas dasar sifat

kumulatifnya apabila akumalasi dampak terjadi dalam waktu yang relatif singkat
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dan ruang yang relatif luas sehingga bobot dampaknya bertambah besar, terjadinya

fenomena sinergetik atau antagonistik dalam wilayah persebaran dampak.

7. Berbalik (reversible) atau tidak berbalik (frreversible) dampak. Dampak lingkungan
dapat menimbulkan perubahan yang tak berbalik misalnya cacat seumur hidup dan
atau kepunahan. Semakin banyak komponen yang terkena dampak oleh suatu

kegiatan dan/atau usaha semakin penting dampak lingkungan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk penerapan tanggung jawab
langsung dan seketika, Walhi harus dapat membuktikan bahwa kegiatan eksplorasi
BJP-1 telah memenuhi unsur Kegiatan yang berdampak besar dan/atau penting.
Yang tidak perlu dibuktikan oleh Walhi untuk penerapan pertanggungjawaban
strict [iability adalah kesalahan sebagai unsur yang ditiadakan dalam penerapan
strict liability dan juga kewajiban Lapindo untuk melakukan AMDAL karena sudah
merupakan hukum positif sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 Tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

4.2. Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

Dengan tidak dilakukannya upaya hukum Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi
oleh Walhi dan tidak dilakukannya upaya hukum peninjauan kembali oleh YLBHI maka
kedua putusan tersebut telzh berkeknatan hukum tetap (in kracth).
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Kekuatan putusan hakim tidak diatur dalam HIR, namun putusan tersebut memiliki

3 (tiga) macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan

untuk dilaksanakan®2.

Keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak diatur

dalam Pasal 1917 KUHperdata. Terikatnya para pihak kepada putusan hakim

menimbulkan beberapa teori dasar tentang kekuatan mengikat pada putusan sebagai

berikut?*:

1.

Teort Hukum Materiil

Menurut teori ini, kekuatan mengikat pada putusan yang lazimnya disebut “gezag
van gewijsde” mempunyai sifat hukum materiill oleh karena mengadakan
perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan berupa “menetapkan”,
“menghapuskan”, atau “mengubah®. Menurut teort ini, putusan dapat
menimbulkan atau meniadakan hubungan hukum atau dengan kata lain
memberikan akibat hukum yang bersifat materiil sehingga mendudukkan putusan
sebagai sumber hukum materiil.

Teori Hukum Acara

Putusan dalam teort int bukanlah sumber hukum materiil melainkan sumber dari
wewenang prosesuil. Akibat putusan itu bersifat hukum acara, yaitu diciptakannya

atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil.

Teori Hukum Pembuktian

Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan di
dalamnya schingga mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itu, pembuktian
lawan terhadap isi suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tidak

diperkenankan.

B2 Qudikno Mertokusumo, Hikum Acara Perdaia Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1979, halaman |52,

23 ibid.
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Terikatnya Para Pihak

Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan negatif.
Artt positif yang dimaksud adalah bahwa apa yang telah diputus di antara para
pihak berlaku sebagai positif benar dan apa yang diputus oleh hakim harus
dianggap benar (res judicata pro veritate habefeur). Sedangkan arti negatif pada
kekuatan mengikat adalah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah
diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara
yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum (rebis

in idem) sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Rv.

Kekuatan Hukum Yang pasti

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (kracht van
gewifsde) apabila tidak ada upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum
biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan
hukum yang pasti maka putusan itu tidak dapat lagi diubah, sekalipun oleh
pengadilan yang tinggi, kecuali dengan upaya hukum yang khusus yaitu request
civil dan perlawanan pihak ketiga.

Putusan yang berkekuatan hukum yang tetap juga mempunyai kekuatan

pembuktian dalam arti bahwa dengan adanya putusan maka telah diperolehnya suatu

kepastian tentang sesuatu., Sekalipun putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat

terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga®*.

Kekuatan lain untuk putusan menurut Sudikno Mertokusumo adalah kekuatan eksekutorial

dimana suatu putusan tidak hanya menetapkan hak dan kewajiban serta hukumnya saja

melainkan juga realisasi atau pelaksanaanya secara paksa.
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Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis Putusan atas Perkara No.
284/Pdt.G/2007/PN.Jak. Sel dan Perkara No. 384/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST dapat
merupakan sumber hukum materiil yang mendudukkan bahwa semburan lumpur Sidoarjo
merupakan fenomena alam dan bukan terjadi atas kesalahan Lapindo dalam melakukan
pengeboran. Dengan adanya hukum materiil yang menyatakan semburan lumpur
merupakan fenomena alam maka dapat dijadikan kaedah dan/atau landasan untuk
membebaskan Lapindo bertanggung jawab atas penanggulangan maupun pemulihan
lingkungan dan atau masyarakat atas semburan lumpur. Menurut penulis, telah terjadi
kurang kecermatan dalam penerapan dasar penghapus tanpa adanya pertimbangan
proximate cause kegiatan dan geologi Porong.

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat berlaku sebagai
yurisprudensi yang juga dapat berfungsi sebagai preseden bagi perkara lainnya dan
mengikat pihak ketiga khususnya sebab terjadinya semburan lumpur. Hal ini dapat
merupakan ancaman bagi penegakkan hukum lingkungan, jika kasus semburan {umpur ini
digunakan sebagai preseden dimana pelaku usaha dan/atau kegiatan berlindung di balik
fenomena alam untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
dan/atau usahanya. Oleh karena itu, menurut penulis, sangat diperlukan penegasan dalam
rencana pelaksanaan kegiatan untuk meminimalisir risiko dan mempertegas penerapan
pertanggungjawaban strict liability pada kegiatan berdampak besar tersebut,

Putusan dalam hukum acara perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasai
1917 dan 1920 KUH Perdata dan 134 Rv mempunyai kekuatan mengikat baik dalam arti
positif maupun negatif. Konsekuensi atas ketentuan ini terhadap putusan pengadilan
adalah putusan tersebut mengikat para pihak baitk Lapindo maupun Walhi dan tidak dapat
diajukan kembali baik oleh Walhi maupun YLBHI dan atau pihak lainnya atas pokok
perkara yang sama yaitu perbuatan melawan hukum maupun penerapan tanggung jawab

strict liability kepada Lapindo atas semburan lumpur.
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Pada prinsipnya, ketentuan strict liability dalam Undang-Undang No. 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diusahakan
perbaikan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Perbaikan yang dilakukan guna memperoleh perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang maksimal dalam penerapan tanggung jawab langsung dan seketika
(strict liability) adalah pengaturan yang lebih kemprehensif mengenai dampak penting dan
kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting dan wajib dilengkapi dengan
AMDAL serta penghapusan infervening cause yang meniadakan penerapan sirict liability.

Kriteria dampak penting berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

1. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau
kegiatun;

Luas wilayah penyebaran dampak;

Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak,;

Sifat kumulatif dampak;

Berbalik atau tidak berbalilnya dampak, dan/atau

Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

R I

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup juga mengatur secara rinci kriteria uszha dan/atau kegiatan yang

berdampak penting dan wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagai berikut:

1. pengubahan bentuk lukan dan bentang alam;

2. eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaukan maupun yang tidak terbarukan.

3. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimblkan pencamaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam
dan/atau perlindungan cagar alam;

4. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi linghungan alam,
lingkungan biatan serta linglungan social dan budaya;

5. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhui pelestarian kawasan
sumber daya alam dan atau perlindungan cargar budaya,

6. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik;
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7. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati.

8. hegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara
dan/atau

9. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunnyai potensi besar untuk
mempengaruhi lingkungan hidup.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup meniadakan intervening cause yang dapat menghapuskan penerapan
tanggung jawab langsung dan seketika (strict liability) sebagaimana diatur Pasal 35 ayat
(2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengeloiaan Lingkungan Hidup berupa
bencana alam atau peperangan, keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia serta
tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau pengrusakan
lingkungan hidup?”.

Walaupun telah diupayakan perbaikan dan atau penyempurnaan penerapan
tanggung jawab langsung dan seketika (strict ligbility) dan dalam hal ditemukan bukti
baru yang dapat mendukung penerapan tanggung jawab langsung dan seketika terhadap
Lapindo dalam semburan lumpur, namun dengan adanya kekuatan mengikat putusan
hukum yang telah berkuatan hukum tetap, Lapido tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 . Berdasarkan
pasal 134 Rv, pengajuan atas pokok perkara yang sama tidak akan mempunyai akibat
hukum (nebis in idem).

Yang masih mungkin dilakukan adalah pengajuan atas perkara yang berbeda di
luar perbuatan melawan hukum dan strict Ziability atas semburan lumpur, misalnya
wanprestasi terhadap janji-janji Lapindo dalam melakukan jual beli dan atau perkara
lainnya yang berbeda. Selain gugatan perdata, upaya yang masih dimungkinkan terhadap
semburan lumpur dan pertanggungjawaban Lapindo adalah upaya pidana dalam hal
ditemukan bukti-bukti baru.

% Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, op.cit., ps 35 ayat (2).
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4.3. Eksekusi Putusan dan Biaya Yang Telah Dikeluarkan Lapindo

Sebagaimana dijelaskan di atas, putusan yang berkekuatan hukum tetap (in krachf)
memiliki kekuatan eksekutorial yang mendudukkan hak dan kewajiban Lapindo dalam
kaitannya dengan semburan lumpur. Dari pertimbangan dalii-dalil yang dibuktikan
Lapindo termasuk keterangan para saksi ahli maka hakim memutuskan bahwa Lapindo
dan para tergugat lainnya termasuk pemerintah dinyatakan tidak melakukan perbuatan

melawan hukum,
Beberapa jenis pelaksanaan putusan adalah®®:

I.  Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar

sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR;

2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan
sebagaimana diatur dalam Pasal 255 HIR.

3.  Eksekusi putusan yang yang memerintahkan pengosongan benda tetap (eksekusi riil)

sebagaimana diatur dalam pasal 1033 Rv.

Berdasarkan analogi pelaksanaan putusan tersebut di atas, maka Lapindo dan para
tergugat lainnya tidak memiliki kewajiban baik untuk membayar sejumiah uang dan atau
melakukan suatu perbuatan sesuatu terkait semburan lumpur sebagai suatu konsekuensi
pertanggungjawaban. Jika ada upaya yang dilakukan oleh Lapindo maka dapat
disimpulkan bahwa upaya tersebut merupakan tanggung jawab moral sedangkan upaya
yang dilakukan oleh Negara adalah fungsi Negara sebagai penjamin kesejahteraan
masyarakat dan lingkungan yang termasuk bagian area Negara Indonesia. Upaya dan

pelaksanaan oleh pemerintah maupun Lapindo bukan merupakan bentuk

B¢ Sudikno, op.cit., halaman 181,
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pertanggungjawaban atas suatu tindakan pengrusakan dan atau pencemaran lingkungan

hidup.

Walaupun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang
membebaskan Lapindo dari pertanggungjawaban namun Lapindo masth memiliki
kewajiban untuk melakukan pembelian tanah dan bangunan warga terdampak serta
penanggulangan semburan lumpur termasuk pembuatan tanggul utama sampai ke Kali
Porong berdasarkan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 Tentang Badan

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Pembelian tanah dan bangunan menurut penulis tidak dapat diterapkan sebagai
bentuk pertanggungjawaban karena tindakan jual beli tanah murni merupakan transaksi
perdata yang pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan para pihak yang dalam hal ini
warga dan Lapindo. Kewajiban dalam Peraturan Presiden yang dapat dianalogikan
sebagai bentuk pertanggungjawaban semburan [umpur adalah kewajiban Lapindo untuk
penanggulangan semburan lumpur termasuk penangaanan tanggul utama sampai ke kali
porong. Kewajiban ini telah terdudukkan sebelum putusan pengadilan berkekuatan
hukum tetap dan tetap berlaku mengingat belum ada perubahan maupun pencabutan
Keputusan Presiden tersebut walaupun telah ada putusan pengadilan yang membebaskan

Lapindo dari pertanggungjawaban.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Lapindo baik upaya penanggulangan
maupun upaya pembayaran ganti kerugian yang mulai dibayarkan sebelum adanya
putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap menurut penulis dapat dianalogikan
sebagai penerapan tanggung jawab langsung dan seketika (strict liability). Sebagaimana

tetah diuraikan di atas, berdasarkan pendapat Munadjat maka pertanggungjawaban strict
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fiability kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dapat dimintakan secara langsung dan

seketika dan mengesampingkan asas praduga tidak bersalah®’.

Namun tentunya penerapan  perfanggungjawaban ini  tetap  harus
mempertimbangkan kegiatan yang dilakukan yaitu extraharzadous, ultrahardaous dan
abrnormally hazardous. Oleh karena belum ada ketentuan khusus yang mengatur bahwa
kegiatan eksplorasi merupakan kegiatan yang berdampak besar dan penting maka
penerapan tanggung jawab langsung dan seketika kepada Lapindo tidak memenuhi asas

keadilan dan kepastian hukum bagi Lapindo.

Negara sesuai dengan fungsinya berhak untuk menerbitkan svatu produk hukum

terkait semburan lumpur. Berdasarkan teori W. Friedmann, fungsi Negara adalah®®:

l. Fungsi negara sebagai provider (penjamin) kesejahteraan sosial;

2. Fungsi negara sebagai regulator (pengatur);

3. Fungsi negara sebagai enferpreneur (pengusaha) atau menjalankan sektor-sektor
tertentu,

4, Fungsi negara sebagai umpire (pengawas) untuk merumuskan standar-standar yang

adil mengenai kinerja sektor ekonomi termasuk perusahaan negara.

Sebagaimana dikutip oleh Bambang Prabowo Soedarso™, personalitas Negara
sebagai subyek hukum perdata secara tidak langsung telah mendapatkan legitimasi
menurut Achmad Ichsan dengan adanya pengaturan Pasal 1653 KUHPerdata®*® dan hal
tersebut telah sesuai dengan pemikiran Apeldomn dalam bukunya yang menyatakan bahwa

Negara, propinsi, kotapraja dan lain sebagainya adalah badan hukum. Sebagai sebuah

237
238
239

Wibisono, op.cit., halaman 3|

W. Friedmann, foc.cif.

Soedarso, op.cit., halaman 116

Dalam Pasal 1653 KUHPerdata menyebutkan adanya tiga jenis badan hokum yaitu (2) Badan Hukum
yang didirikan Pemerintah termasuk di dalamnya badan-badan hukumn publik seperti Propinsi, Daerah
Swapreja, Kabupaten dan lain sebagainya, (b) Badan Hukum yang diakui oleh Pemerintah, (c) Badan
Hukum yang didirikan oleh Partikelir.
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badan hukum, Nepara dapat melakukan perbuatan melawan hukum perdata karena
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1654 KUHPerdata, badan hukum seperti halnya
individu dapat melakukan perbuatan hukum perdata. Dalam keberadaanya sebagai subyek
hukum privat, Negara secara hukum dianggap mampu memikul tanggung jawab perdata
karena adanya perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh orang (individu) yang
mewakili Negara®'.

Pemerintah juga berhak mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
kepastian tugas dan wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Wewenang yang dimilikinya dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana

diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 27 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup adalah:

1.  Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan
lingkungan hidup;

2.  Mengatur penyediaan, peruntukkan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan
pemanfaatan kembali sumber daya atam termasuk sumber daya genetika;

3.  Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek
hukum lainnya serta perbuatan hulkum terhadap sumber daya alam dan sumber daya
buatan termasuk sumber daya genetika;

4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial yang berpengaruh
terhadap kepentingan umum, baik secara kulturan maupun secara struktural;

5.  Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1 goedarso, op.cit., halaman 117
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Berdasarkan penjelasan di atas maka penerbitan Peraturan Presiden terkait
semburan lumpur tidak bertentangan dengan fungsi pemerintah baik secara umum
maupun secara khusus dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun menurut
penulis, Peraturan Presiden yang menerapkan pertanggungjawaban Lapindo secara

seketika dan langsung telah mengesampingkan keadilan dan kepastian hukum.

Pengesampingan keadilan disebabkan adanya beban tanggung jawab yang sangat
besar kepada Lapindo dan seolah-olah tidak terbatas sedangkan menurut pendapat
Munadjat ganti rugi pada strict liability menggunakan batas tertinggi (financial caps)
berdasarkan adanya penetapan terlebih dahulu. Alasan lain pengesampingan ketidakadilan
dalam penerapan tanggung jawab langsung dan seketika sebagaimana diatur dalam
Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden adalah tidak adanya pengaturan mengenai
kepiatan yang berdampak besar dan penting yang dapat dipergunakan sebagai penerapan
pertanggungjawaban langsung dan seketika. Dengan tidak adanya pengaturan khusus
mengenai  kegiatan yang berdampak besar dan penting maka penerapan
pertanggungjawaban secara langsung dan seketika menjadi lemah dan masih dapat
diperdebatkan.

Perdebatan dapat timbul terkait hukum positif yang berlaku baik secara sektoral
maupun umum. Melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup, pemerintah telah
mengatur bahwa kegiatan eksplorasi bukan merupakan kegiatan yang wajib AMDAL.
Karena tidak ada ketenfuan yang mengatur jenis kegiatan yang berdampak besar dan
penting maka keputusan Menteri Lingkungan Hidup dapat menimbulkan perdebatan yang
menghubungkan kegiatan berdampak besar dan penting dan AMDAL. AMDAL
dipergunakan sebagai perizinan untuk kegiatan yang berdampak besar dan penting,
sedangkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup telah ditentukan bahwa untuk
kegiatan eksplorasi tidak diperfukan AMDAL. Hal tersebut dapat menimbulkan analogi
bahwa jika kegiatan eksplorasi bukan merupakan kegiatan yang wajib AMDAL maka
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kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan yang berdampak besar dan penting dan oleh

karenanya tidak dapat diterapkan tanggung jawab secara langsung dan seketika.

Dalam hal ini menurut penulis, kepastian hukum berupa peraturan pelaksana dari
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 diperlukan untuk menjamin kepastian hukum
pelaksanaan Undang-Undang. Berdasarkan spirit tersebut dan pembagian kewenangan
yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 maka peraturan pelaksana
mengenai pengaturan jenis kegiatan yang berdampak besar dan penting diatur merupakan

kewenangan sektoral Menteri Energi dan Sumber Daya Alam dan atau BP Migas.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

I.  Terhadap semburan lumpur di Sidoarjo dapat diterapkan tanggung jawab langsung

dan seketika berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup atas dasar kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan

penting.

Adapun hal-hal yang mendasari kegagalan penerapan pertanggungjawaban langsung

dan seketika kepada Lapindo dalam kasus semburan lumpur Sidoarjo adalah (i)

gugatan yang tidak memenuhi unsur-unsur penerapan tanggung jawab langsung dan

seketika, (i1) tidak adanya ketentuan yang mengatur jenis kegiatan yang berdampak

besar dan penting dalam kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, dan (iii}

ketidaksepakatan para ahli geologi mengenai sebab semburan lumpur.

Salah satu kelemahan dalam sistem hukum di Indonesia terkait penerapan tanggung

jawab langsung dan seketika khususnya terhadap kegiatan eksplorasi adalah tidak

adanya ketentuan yang mengatur jenis kegiatan yang berdampak besar dan penting

dalam kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi. Dengan tidak adanya

pengaturan mengenai jenis kegiatan yang berdampak besar dan penting maka

penerapan tanggung jawab langsung dan seketika masih tergantung pada

pembuktian unsur sifat kegiatan, risiko atas kegiatan untuk dipertimbangkan oleh

hakim.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPer, pihak penggugat
masih harus meyakinkan bahwa kegiatan eksplorasi telah menimbulkan dampak
besar dan penting dan di lain pihak penerapan pertanggungjawaban tersebut masih
dapat dipatahkan berdasarkan pembuktian yang diajukan Lapindo sebagai pihak
tergugat,

Gugatan pertanggungjawaban seketika dan langsung dalam kasus semburan lumpur
Sidoarjo oleh Walhi sebagai pihak penggugat tidak disusun secara berhati-hati dan
teliti. Penggugat telah tidak menjabarkan sifat kegiatan eksplorasi oleh Lapindo
serta risiko atas kegiatan eksplorasi sebagai dasar penerapan tanggung jawab
langsung dan seketika berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Walhi telah menggabungkan dasar
pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban langsung dan
seketika dalam gugatannya, Mengingat bentuk pertanggungjawaban tersebut
memiliki sifat dan penerapan yang berbeda, maka penggabungan kedua dasar

pertanggungjawaban tersebut membuat gugatan menjadi ambiguous.

Hal ke tiga yang melemahkan penerapan tanggung jawab langsung dan seketika
dalam kasus semburan lumpur adalah seientific proof untuk membuktikan hubungan
sebab akibat (kausalitas) semburan lumpur dan kegiatan eksplorasi. Tidak adanya
kesepakatan para ahli geologi yang digunakan sebagai saksi ahli baik oleh Lapindo
maupun Walhi dan YLBHI, sangat mempengaruhi hakim dalam menentukan
hubungan kausalitas kegiatan eksplorasi dengan semburan lumpur, Walaupun, kedua
kelompok ahli geologi tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya, namun hakim
memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dan memutus
perkara. Dalam hal ini, hakim telah mengambil hal yang meringankan untuk
Lapindo sehingga Lapindo tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik

berdasarkan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan maupun strict liability.
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Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup telah merubah dan memperbaiki ketentuan pertanggungjawaban
strict liability sehingpa diharapkan pelaksanaan tanggungjawab ini dapat diterapkan
secara maksimal dalam tujuan keadilan bagi korban maupun pelaku usaha.
Perbaikan dan perubahan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menentukan kriteria
kegiatan yang berdampak besar dan penting, kriteria kegiatan yang memerlukan
AMDAL serta penghapusan ketentuan pengecualian untuk penerapan

pertanggungjawaban strict liability.

Walaupun telah diupayakan perbaikan dan atau penyempurnaan penerapan tanggung
Jjawab langsung dan seketika (strict liability) dan dalam hal ditemukan bukti baru
yang dapat mendukung penerapan tanggung jawab langsung dan seketika kepada
Lapindo terkait semburan lumpur, namun dengan adanya kekuatan mengikat
putusan hukum yang telabh berkuatan hukum tetap, maka Lapido tidak dapat
dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.
Berdasarkan pasal 134 Rv, pengajuan atas pokok perkara yang sama tidak akan

mempunyai akibat hukum (nebis in idem).

Dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah
membebaskan Lapindo baik terhadap kesalahan maupun kewajiban ganti rugt, maka
ganti kerugian yang telah dilaksanakan Lapindo bukan merupakan penerapan dari
tanggung jawab secara langsung dan seketika. Putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap merupakan sumber hukum materiil yang mendudukkan bahwa
semburan lumpur Sidoarjo merupakan bencana alam. Dengan adanya hukum
materiil tersebut, maka Lapindo tidak memiliki tanggungjawab peranggulangan
maupun pemulihan lingkungan dan atau masyarakat atas semburan lumpur

berdasarkan kesalahan maupun sfrict lfability.
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Peraturan Presiden yang megaplikasikan pertanggungjawaban Lapindo secara
seketika dan langsung telah mengesampingkan keadilan dan kepastian hukum.
Pengesampingan keadilan disebabkan adanya beban tanggung jawab yang sangat
besar kepada Lapindo dan seolah-olah tidak terbatas dan tidak sesuai dengan bentuk
penerapan ganti rugi pada strict liability. Sedangkan, pengesampingan kepastian
hukum didasari oleh tidak adanya pengaturan mengenai kegiatan yang berdampak
besar dan penting dan oleh karenanya penerapan strict liability masih diperlukan

pembuktian mengenai kegtatan, kerugian dan hubungan sebab akibat.

SARAN

1. Untuk mencapai pembangunan berwawasan lingkungan, pemerintah harus
memperkuat pelaksanaan dan atau pengawasan tata ruang, mekanisme
pengendalian dan pemanfaatan sumber daya alam dengan tujuan efisiensi
pemanfaatan sumber daya alam, kelestarian lingkungan hidup, penjaminan
kepastian dan kelaikan berusaha bagi para investor serta perlindungan sosio

ekonomis bagi seluruh warga.

2. Mempertimbangkan dampak yang dapat timbul dari suatu kegiatan eksplorasi
Pemerintah harus mulai menata kembali pengaturan kegiatan-kegiatan yang
berdampak besar dan penting mengacu pada unsur-unsur kegiatan berdampak
besar dan penting yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selama pemerintah belum menentukan dan atau mengatur jenis kegiatan yang
berdampak besar dan penting maka penggugat akan menghadapi kesulitan untuk

menerapkan azas tanggung jawab langsung dan seketika.
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Diaturnya secara khusus defnisi langsung dan seketika dalam produk hukum
tertulis sehingga memperjelas penerapan pertanggungjawaban tersebut baik bagi
pelaku kegiatan dan/atau usaha maupun penggugat. Perbedaan ini diperiukan
untuk menentukan kapan dan bagaimana pertanggungjawaban langsung dan
seketika diterapkan sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum datam
penerapannya. Selain itu, definisi tersebut juga berguna untuk memisahkan dan
membedakan penerapan bentuk pertanggungjawaban strict liability dan absolute
liability.

Pilar penegak hukum dalam lingkungan hidup yaitu polisi, jaksa, hakim dan
pengacara harus dapat memahami permasalahan, azas serta teori dalam suatu kasus
lingkungan dengan baik mengingat pembuktian kasus lingkungan hidup bukanlah
suatu hal yang mudah. Pihak penggugatpun harus ekstra hati-hati dalam
menyusun gugatannya guna memberikan dasar-dasar pertimbangan yang benar
untuk majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara.  Tanpa disertai
pengetahuan yang cukup tentang lingkungan hidup dikawatirkan keadilan dalam
rangka lingkungan hidup tidak dapat tercapai.

Yang dikenal dalam sistem hukum lingkungan hidup tidak hanya aturan mengenati
lingkungan hidup saja tetapi juga menyangkut hukum lainnya. Dalam hal
diterapkan juga hukum lainnya dalam sistem hukum lingkungan maka ketentuan
tersebut tetap dapat berlaku karena sesuai dengan jiwa sistem hukum lingkungan
hidup, namun ketentuan lingkungan hidup tetap harus diutamakan sebagai “/ex
spesialis deregat lex generalis”. Pengutamaan ketentuan lingkungan hidup
ditujukan untuk memperolah tujuan-tujuan yang diperoleh yaitu pembangunan

berkelanjutan.
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Luhut  Adiribowo, SH, Hafzan Taher,
SH, Linda Wid_yati, 8H, Mira S;fri
Nazarudin, SH,, LL.M, Sutsjo Siam,
SH aun Mario Abdi Amrillah, SH para
Advolat, beralamat di Wisma GKBI Level
9, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28,
Jakﬁrta 10210, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus  tertanggal 24 Apill 2007,
seianj__[uf?ﬁ?‘ér- disebut  :  TFerbanding/
Pem'l"m nring semuia Tergugat VI;
2. PT '_I.APfN'DO BRANTAS INCORPORATED, beralamat d

Wisma Mufla Lantal 28, Jalan Jendera

Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta Selatan

Penerapan azaz..., Karina Syahril, F%allﬂnﬁo%a' ini diwakili kuasa hUKumrjy;



pada  tingkat banding oleh Fauzi
Jurnalis, 54, MH, Akhmad Muthosin,
SH, MK, i’s:;ifi.za:: Syabril, SH, Rahmi
Laksmiati, E’-‘H-d‘an Wiku Krisamurdi,
SH para Acvokat pada- Kantor Fukum
JURNALIS & PONTO Law:_Firm, bera!aﬁat
di Jalan Tuflbddng Bawéh Nomor B-3,
Kebayoran " Baru, Jakarta 12190,
berdaserken ~Surat  Kuasa  Khusus
tertanggal zG Februari 2608, selanjutnyg

isebut :  Terbanding II semula

GA PERSADA, Tbk, beralamat di Wisma

~ Mulia Laniat 33, Jalan Jenderai Gatot

Subroto Nb.mor 42, Jakarta 'Se'latan
kedudukar_‘r di Taman ._!'(e.bon Jeruk, Jalan
Meruya THr Raya Nomor 14, Jakarta, dalam
hal inl diwakili kuasa '-hukurﬁnya pada
tingkat banding oleh. Eauzi.lurnalis, SH,
MH, Akhmaa Muthasin, 5H, : MH,
Kar_inén Syabril, ﬂi, Rahmi Laksmiéti,
SH. dan Wike Krisamurti, SH para
Advokat pada Kantor Hukum JURNALIS &
PONTO Law Flrm-,li beralamat di Jalan

Tulodong Bawah Nomor- B-3, Kebayoran

Baru, Jakerta 12190, berdasarkan Surat

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010. Kuasg ==~
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Kuasa Khusus tertanggal 26 Februan

2-008, selanjutnya disebut : Terbanding

IIX semuia '?"ergugat I

ALILA ENERGY LIMlTEt‘),: beralarnat d| Wisma ®Mulia
Lantai 33, Jaﬁan Jenderal Gatot Subroto
Nomor 42, J}fz!céﬁfa Se!ataiﬁ kedudukan di
Taman Kebon. Jeruk, Jalan Meruya liir

R'aya Nomor 14, Jakarta, dalam hal ini

diwakilt kuas'a- hukumnya pada tingkat

) a_;mding oleh Fauzi Jurnalis, SH, MH;

AN
'% mad Muthosin, SH, MH, Karina
3 .

hrii, SH, Rahmi Laksmiati, SH dan

lku Irisanyuiti, SH para Advokat pada
Kantor Hula JURNALES -& PONTO Law
Firm, beralamat di Jalan Tulodong Bawah
Nomor B-3, -fikgbayor'c;n Baru, Jakarta
12190, Uerc:':-:.s-a;;kan Surat Kuasa Khusus
tertanggatl 26 Februari 2008, 's"elanjutnya
dis_ébut . "ferbandinj IV semula
Teréugat JX%; _
5. PAN ASIA ENTERPRISE, %, I_Jgﬁfmat di Wisma Mﬁlla
Lantal 33, Jalan Jenderal Gatot Subroto
~Nomor 42, Jakarta Selatén kedudukan di
Taman ‘i(-:f:bnn- Jeruk, Jalan Meruya Ific
Raya Nomor .14, Jakarfé, dalam hal ini
diwakll kussa hukumnya pada tingkat

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010. banding -----

[ES
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banding oleli Fauzi Jurnalis, SH, MH,
Akhmag #tothosin, 9H, MH, Xarina
Syahril, &%, iiahmi aksmiai, 59 dan
Wiku I(r'iz‘é!:‘!us*ti, St psra Advokat pada |
‘Kantor HLll{L:ln;l JURNALIé & PONTO tew

Firm, beralaln'-.a; dl Jalan Tulodony Bawah

Nomor B-2; Kebayoran Baru, Jakarta

,,f"':"{'\:ffé\‘ 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
wf e tertanggal 26 Februarl 2008,
L{&ﬂ elanjutnya disebut : Terbanding ¥

' h 9 W,ﬁ émula TergugatIv;

A\ y

6, PT. T\;&ﬁ ERGY, Th, beralamat di Medco Building III
Lantai 3, Jalagj. fmpera Raya Nomor 20,
Jakarta Selata'ri, dafam- hal .Ini diwaklli
kuasa hukumnya pac-lg_.tingkat banding
oleh _Amir Syamsud_&in, SH, MH,
Subani, SH, . Irawadi Syamsuddin,
SH, LL.M, Herdilr_ia, SH, H.lronh_n:ps
Dani, ¥, MH dan Marisa Iskandar,
SH pars Advokat pada Kantor HUkum
AMIR  'SYAMSURDIN &  PARTNERS,
berallamat di Munara Sudirman 97, Jalan
Jenderal . Sudirman Kaviing 60, Jakarta
12190, berdasarkan Surat.Kuasa Khusus
Nomor : 339/AS/08 tertanggal_ 14 Mel

2008, selanjutnya disebut : Terpanding ,

Penerapan azaz..., Karina Syabhril, FE Ul, 2010. VI ====--
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VI semiula ‘i‘es‘gugat V:]:'

ERINTAH REPUBLIK mﬁouesm Cq. PRESIDEN

REPUBLIX YMDONESIA, beralamat dl
[stana Negari Republik Indonesia, Jalan
Medan Merdeka Utarg, Jakarta, da!arﬁ hat
iﬁi diwalkili -uasa hukumnya pada tingkat
banding oleh Yoseph Suardl Sabda, SH,
LL.M, Johanis Tan%jtk, SH, MK,

Antonius rl"n Budi Satria, SH pare

Sultzin  Hasanuddin . Nomor 1,
oran  Baru, Jakarta  Seletan,

asarkan  Surat  Kuasa . Khusus

T Substitusl tertanggal 13 April 2007 dan
Surat Kuesa Khusus Nomor : SK-
043/A/1.Af04,2007 tertanggal 23 April
2007,_se;anjut‘rwa disebut_.: Terbanding
VII Qenlula-‘rergugatvil; |

£, PEMERINTAH REPUBLII(-- INDONESIA Cq. MENTERI
ENERGI SGUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INQO?@_ESIA, beralamat di
Jalan Medan Merdeka. Selatan omor 13,
Jakarta Pusal, calam hat ini diwakili kuasa
hukumnya pada tingkat - banding oleh
Yoseph Suardi Sabda, SH, 1LM,
Johanis Tanalk, SH, MH, Antonius dan .

Penerapan azaz..., Karina Syabhril, FE Ul, 2010. . Budj ------
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Budi Sairia, SH para Jaksa Pengacara

Negara, beralamat  dl Jalan  Suitan

Hasanuddin tomor 1, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor @ 004 IQU/06IM.E|~"|/2007
lertanggal 13 Maret 2007, selanjutnya
disehut Te?panding VIII semuln

Tergugat ¥ili;

\REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN
ELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
ULy B&INYAI( DAN GAS BUMJI,
beralamat i Gerlung Patra Jasa Lantai 1,
2,13, 14, 16, 21, 22, Jalail'n Gatot Subroto
Kavling 32-34, Zakarta Se_létan,'dal'am hal
int diwakili kuasa huku_mn‘ya pada tingkat
bandi:ng olehh Alan Fr.t?derik, SH, LL.M,
Endah Setyaningtyas, SH, Safe'i, §H
dan Alam Mulyaswan, SH para Pekerja
Dlvisi Hukum BPMIGAS, beralamat di Patra
Oﬁ’ice-‘rower Lantal 13 Wing 4, Jalan

Jenderal Gatol- Subroto [Caviing 32-34,
Jakarta 12950, berdasarkan _S_urat Kuasa

Khusus Nomor : KUS:0400/BPO000C/
2008/S0  tertanggal 3(_)_} Juni 2008,
selanjutinya ;Iisefvut : Terbanding- X
semula 'i'ergqg'_at IX; |

- , 10. PEMERINTAH ~-~-=
Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010.-



INTAH REPUBLIK ZMOONESIA Cgq, MENTERI

NEGARA  LINGKUNGAN  HIpUP

REPUBLIK INDONESKA, beralamat di .
Jalan D.I Pal.ijéitan Kavliing 24, Jakarta
-'ﬁmur, clalam- hal Ini -diwaklli kuasa
hukumnya pada l‘.ingka_lt banding <igh
Yoseph -'-Suardi Sabda, SH, Li.M,
Johaniz Tanak, SH_, MH, Antémius dan

-

ANy Budi Satria, SH para Jaksa Pengacara

legara, ber_alamat di Jalan Sultaﬁ
sanuddin Nomor 1, I,(ebéyoran Baru,
akarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
":“"?.’.’—.'.-:-,.,,_.x Khusus -Nom'lor . 02/MENLH/04/2007
tertanggél- JU Maret 2007, selanjutriya
disebut Te_rbanding X semula

Tergugat X; |
1. PEMERIMTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
I_'{EPUBLIK - INDONESIA Cq.
GUBERNL_JR PROVINSI JAWA TIMUR,
beralamat- i Jalan Pahlawan Nomor 118,
Surabéya, Jawa TThaur, dalam  hal ini
diwakili kussa hukumnya pada tingkat
banding oleh . Indra Wiragana, SH, I
Made Sutaryafa,_ SH, M.Hum, Ir,
Hartoyo, CES, Dr. Ir. RE, Fattaﬂ Jasin,

MS, Suprianto, SH, Makhfudz, SH, ’
Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010. :
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M.Si, Indoh ’.r:E-'E-::'hyuni, 5K, M.Si, Xotot
Puguh Prair;ewb, 5N, MH dan Irfan
Ihsanpuro,  SH paré Karyawan
Pemerintah Daninh Jaws 'i;:mur paca Biro
Bantuan‘-l-iulcum, ;lala;. Fahlawan MNornor
110,.Surabaya, berdasarkan Surat Kuase
usis Noinor :  181.4/590/013/2007
anggal 30 Maret 2007, selanjutrnya
but 'l‘erbanding"_)(I semula
ergl_.lgat}i".{; |

- 12, PEMERINTAN DAEI_{AH' LABUPATEN SIDCARIO
PROVINSS JAWA TIMUR REPUBLIK
INDONESZA fin. BUPATI WABUPATEN
SIDOARIQ, berélamat di Jalan Gubernur
Suryo Nomwor 1, Sidoarjo, Jawa Timur,
dalam hal Inl diwakll kuasa hukumnya
pada tingkat banding oleh" .Djoko
Sartone, 5H, M.5|, 'ﬂ-l?:ry:- Kur.ﬂr;iawan,
SH, Meri Suhartono, SH dan Herl
Soesante, ¢ para Karyawan Kabupaten
Sidoarjo, baréi:.';matmgi Ja:lan Gubernur
Suryo Nomor *, Sldoarjo;. bardasarkan
Su:rat Kuasa  Khusus - Nomor
180/03/404.1.1.3/2007 terta_;nggal 5 Aprl)
2007, selanjutnya  disebut : Teurgt
Terbanding XII semula Tergugat X)1;

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010. Pengadilan ~---
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gadilan Tinggi Jakarta, tersebut ;

membaca berkas perkara cdan surat-surat lain yang

----- ingan dengan perkara Ini ;
TENTANG DUDUKNYA PERYMARA ;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenal
duditknys peirkara ini, seperti tertera. dalam salinan putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Setatan yang terdiri darl :

A. Putusan Sela Momor @ 284/Pdt.G/2007/ PN, Jak.5el tanggal 10
Juli 2007, yang amar selangkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menolak ECksepsi dart Tergugat XII- tentang kewenangan

engadili;

nyatakan Pengadilan Negeri Jakaria Selatan berwenang
engadili perkara inl register .perkara Nc.28&/Pdt.lG/2007/
PM.Jak.5el; _

3. Menyatakan eksepsi dari Tergugé,t vil, VII, X tentang
kewenangan mengadili akan dipertimbargkan dan diputus daiam
putusan alhir; N

4. Menyatakan cksepsi dari Para Tergu_ﬁ_lat s_elehihnyé yang bukan
mengenai  kewenangan mengadi{i_akan”dipertimbangka'n dan
diputus cdalam puL‘usan-ak-hir; |

5, Memerinfahkan kepada pihak-pihak )'ﬁnMer'pérkara untuk
mr_-l-anjutkan siding perkara Inl sampai-putﬁsan'akhif;

. Menyatalkan lentang biaya perkafa _dltangguhk.an sampal
putisan akhir nanti; _

. Pukusan Nomor - 284/Pdt.G/2{}Q71’}PM.Jak.SeI ‘-tangga! A7

Nesember 2007, yang amar selangkagnnya berbunyi sébagai

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE U, 2010. berikut ¢ ~=-e-
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JALAM EKSEPSI :
L. Mennlak Eksepsi dari Para Terguegs?;
1I. DALAM PROVIST :
1. Menolak wntutan Provisi dari Fenggugat;
[1]. DAIAM POKOK PERKARA ;
1. Meneclak gugatan Penggugat untule seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

yang limbul dalam perkara i scbesar Rp %:184.000,-
(satu juta seratus delapan puluft empat ribu supiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan  Risalah - Pernyataan

2 Qf__iﬂ/rmohonan Banding Nomor : 284/PDT.G/2007/PN.Jak Sel ,\,-fang dibuat
.oleh Panitera/Selretaris Pengadilan  Negeri ‘Jakarta Selatan, vyang
menerungkan bahwa Kuasa Hukum Penggﬁgaiﬁ_telah mengajukan
permohonan banding pada Llanggal 09 Januarl ?.(IOB_ terhadjé}p putusan
Pengaditan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 284/Pdt.G/2007/
PN.Jak.Sel tanggal 27 Desamber 2007, permohonan b._:_i_r_\ding
tersebul lelah diberitahukan masing-masing Kepada Terbqndlng 1%,
III, 1V, V semula Tergugat I, I, IIL, 1V pado tanggal :28 Februari
2608, kepada Terbanding VI semula Tergugat V nada tanggal 17 -
April 2008, kepada Terbanding I/Pemhand-inzj'-"‘sémula:-Tergugat'
VT pada tanggal 28 April 2008, kepada Terba:elding ViZ, VIII,“D{, X
semula Tergugat VI, QIII, IX, X pada tenggal 17 Apr'i-l 2008 dan
keparla Terbanding XX semula Tergugat XI pada tanggal 08 Mel

20040 Lo kepada Varbanding XIX semula Tergugat XII pada

langei! 28 Mei 2008;

Penerapan azaz..., Karina Syabhril, FE Ul, 2010.
Y Menimbang, -----
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Mienimbang, bohwa Kuasa Hukurn E;'fzmbandinngerba!id‘-ﬁg
Penggugat telah mengajuken memori memori banding
grtanggal 27 Fehruari 2007 yanglditerr.r}"-.u wi Kepaniteraan Perdala pada
Pengadilan Negeri lakarla Jakarta Selatan hpada tanggal 25 Februali
2008, selanjutnya mamori banding tersedi:t telah aiberftshukan masing-
masing kepada verbanding I, LI, 1V, ¥V, VI semula Terguuat L,
11, Y11, IV, V pada tanggal 28 Februarl 2008, kepaca Terbanding VT,
V11, VIII, IX, X semula Tergugat Vﬁ, WEY, VIXI, X, X pada tanggal
17 April 2008, kepada Terbanding I Pembanding semula Tergugat

I pada tanggal 28 April 2008 dan kepada Terbanding XI semuizi'-'

ugat XI pada tanggal 8 Mal 2008;

Menimbang, babwa Kuasa Hukum Teﬁ_zandinﬁ/l’embanding
- wla Tergugat VI tellah'_ mengajuian  memaori n_flemori banding
S l"e:'l:anggal 16 Mei 2008 yang diterima di Kepanlteraa{j Per'data pada

Pengadilan Negeri Jakarta Jékarta Selatan p'ada tan_gga_ﬂ 16 Met 2008,
sefanjutnya memort panding  tersehut ;s:!ah dlberita-_hukan rnasing-
mising kepada Terbanding X7, III, IV, ‘:-‘r_' vl semu.i__a Tergugat I,
II, ITI, IV, V paca tanggal 11 Junt 200&, kepada Teu'bar;&ing VIX,
VIII, X semula Tergugat VIX, VIII, }:: pada tanggé‘i 18 Juni 2008,
. kepado Terbanding XI semula Tergugat XI padal-i_‘tanggal 5 Ju_ni
2908, kepada Terbanding IX semula Teryugat IX pada tanggal 11
Juni ?.rlﬁfi dan kepaca Terbanding XIX #emula Tergugat-X1I pada.
tangal 12 Juni 2008; |
Menimbang,  bahwa .berdasarkan Risalah  Pernyztaan

"eraolionan Banding Nonmrf 284/PD‘F.G,'2007/PN.Jkt.SeI yang dibuat

ofch Ponitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta -Selatan, yang

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010. ménerangkan —
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ingkan habwa Kuaga Hukum Jasguagat vi lelah mengajukan

-mhonam banding pada langgal 09 Januari 2008 terhadap pulusan
Pergadilan  Neqoeri Jakarta Selatan: Nomes ¢ 284/ Pdt.G/2007/ .
PN.JalSel langgal 27 Desemhe;r 2u07, permohonan banding
tersebut Lelah diberitahukan "‘masing-m'__asing Icepada__:‘ Pembanding/
Terbanding semuia Penggugal pada tanggal 98 Februari 2008,
Terbanding iI, Til, IV, V semula Tv;:rrjugat I, II, ITY, IV pacla
tanggal 28 Februari 2008, kepada Te:'ba;a-ﬁrii_ng LY, 11T, IV, V semula
Tergugat I, II, III, IV pada tanggal 28: Februari 2008, kepada
Terbanding VI, ViI, .VIII,?'IX semuis Tergugat ¥, VII, VI, I}(
da tanggal 1.7 Aprit 2008, kepada Terban_ding b4 se_,-mu']a Tergugat
pada tonggal 08 Mei 2008 dan kepadéerbandihg XII semula
‘frgugat XIT pada tangal 28 Mei 2008, -

Menimbang, hahwa Kuasa I-ILukum _‘l‘erbanding _i/ Pembanding
senmla.Tergugat VI telah mengajukan memori 'ba|_1_cling dan ko'nLra
memari banding tertangg‘ai 16 Mel 2008 -\,:/ang diteriméi,di Kepaniteraan
Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Selatan pada tanggal
16 Mei 2008, selanjutnya mermori bandiné tersebut telah diberitahukan
masting-masing kepada Terbanding I.II, III, IV, V, VI semula
Tergugat I, II, III, IV, V pada langgal 11 Juni 2008, kepada
Terbanding VII, VIII, X semula 'éffz-'.'gﬁﬁ%ib‘.v’ﬂ, VIiI, X pada
tanggal 18 Juni 2008, kepada Terbanaing XI sémuia "-r'é;"gugat )19
pada tanggal 5 Juni 2008, kepada Terbanding IX séfnula Tergugat
IX pacda tanggal L1 Juni 2008 dan kepada_l-"rerbandiﬁg XII semula
Tergugat XIIT |m(lin tangal 12 Juni 2008; |

Mertimbiing, hahwa Kuaﬁa Hukum T-elrhanding _I_/ Pembanding”

Penerapan azaz..., Karina Syaﬁril, FE UI, 2010.
semula ~~===
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Tergugat VI telah pula mengajuitan kontra memor banding

apflgal 16 Mei 2008, yang Lelah diterima padla i(epanilteré-an Perdata
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggat-5 Mei 008, selanjutnya
kontra mamori  banding tersebut telah  diberitahukan  kepada
Pembanding/Terbanding semula Pengguéét_pada tanggal 14 Jull
2008; |
Menimbang, bahwa I(uas;i Hukum Zerbanding V semula
Tergugat V telah mengajukan konlra metnoeri banding fertanggal 16

Meai 2008 yang diterima dl Kepanlteraan Perdata Pengadllan Negerl

Jakarta Selatan pada tanggal 26 Mei 2008, séianjutnya konlra memori

Menimbany, bahwa_ Kuasa Hulkum 'E'&rbanding XII sermula
S Tergugal XIT lelsh pula  mengajukan  wontra memori  banding
tertanggal 5 Juni 2008, yang telah diterima pada Kepaniteraan Perdata
Pengaclilan Negeri Jakarta  Selatan pada tanggal S Juni 2008,
selanjulnya lkontra memori banding tersebut te-lal‘: diberltahukan kepada’
Pembanding/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Juni
2008; |
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Yerbanding XII semuia
Tergugat XII teloh pula mengajukan !cr.rn;’_arammemo-ri banﬁ!ng
Lertangaod I/ Juni 2008, yang lelah diterima pada- Kepa’r.iteraan‘ Perdate
Pengadilan Negert .‘Jakar_ta Selatan’ pada tlan'ggal 12 Junl 2008,
selanjuinya kontra mermori banding tersebut Lelah dlbéi‘ltahd_kan kepada
Pantharding /Terhanding semula ﬁgngéugat padé téhé‘g‘al 27 Juni
2008; |

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010. Mer‘iimbang
i
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gnimpanrgy, bahwa Kuasa Hukum Torbaneding VI sermnuia

V telah pula mengajukan konira memori banding tertanggal

2008, yang lelah diterima pada Keinanite'_-raan Perdata
Pengaditan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juni 2008,
setanjunya kontra memori banding teraebut talah diberita:a,hukan kepada
Pemwanding/Terbanding semula Penggugat pada fangga| 14 Juli
2008:

Menimbang, bahwa I(uasa I-|L|kum_'-'?'erbamiing_-;'_l XI semupia

Tergugat XI telah pula fne'hgajukarn kontra. memaor! ban_dlng tertanggé[

Juni 2008, yang telah diterima pada Kepanlteraan Perdata

Pengadilan Negeri Jakarta Sefatan pada. langgal 26 Junl 2008,
anjutnya kontra memori ban'dlng tersebut lefah diberltahukan kepads
embanding/Terbanding semula Pengguqgat pada tanggal 10 1uli
2008;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding XI semula
Terguoat XTI telah pula mengajukan kontra rn-;rnorl banding tertanggal
30 Juni 2008, vyang telah diterima par;i;j;. Kepantteraan Perdata
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggel 7 Jull 200:8, se.lz;njutnya

kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada

Pemhanding/Terbanding senlttla-l>e[_iggugat pada Eanggal 14 Juli
2008: T

Ménimbang, hahwa kepada para pihak telah -dibettahukan
sasuai 'clengan relas pemberitahﬁénnya yaiiu masing-masing kepada
Terbanding XI semula Tergugat XX pa‘da tanggal. 8 Mei 2008,
kepadn Terhanding 1/Pembanding semuia Tergugat VI pada
tanagal 17 Mei 2008, kepada Terbanding XII semuia Térgugat XIr -

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010. pada ......
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v, V, VI, IX semula Tergugat I, II, I, IV V, X ﬁada tanggal 11
Juni 2008, kepada Terbanding VII, X mamul_é Terguéat'VII, X pada
tangaal 18 Juni 2008, bahwa perkara telah. sélésai dimin-éll'asi dan dalam
tenggang waktu (4 (empat belas) hail keija bertury’-turut masing-
masing terhitung mulal tanggal tersehut di atas dm‘é._‘ri kesempatan
untitle membaca dan mempelajari berkas pérFara (inzagé);

TENTANG HUKUYIMNYA :

rbanding semula Penggugat dan Terbanding I/Péﬁbanding
wla Tergugai VI lelah diajulkan dalam tenggang waktu dan
enurut cara serla persyaratan yang ditantuian undang-undang, oleh
karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim fﬁngkaf'Banding ‘setelah
mememeriksa, mempelajarl dan mensermali --dengan saksama berkas
perkara beserla turunan resmi putusan sela Pengadilan- Negart Jakarta
Selatan Nomor : 284/Pdt.G/2007/_PN.Jak.SeI ranggai 1.0 Juli 2007
dan putusan  Pengadilan Negeﬂ_' Jakarta Selatan  Nomor
284/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel tanggal 27 Desember 2007 serta
telah pula membaca dan memperhatikan mer—n'gﬁ‘banding darl Kuasa

» -

Hukum Pembanding/Terbanding semuia Pengjugaf, 'ré:;banding
I/Pembanding semula-Tergugat Vi, ser‘t-a kontra m:emori banding
dari Terbanding/Pembanding sentula . Tergugai: VI, Turut
Terbanding I, 1, .III, IV, V, VI, VII, V31, IX, X semula Tergugal
I, IX, III, IV, V, VI, VIII, XX, X, XX, maka Majelis Haklm Tingkat

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010.
: Banding -----

-

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding

Ve
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perpendapat sebagai berikut;
enimbang, bahwa Pembnnuing/Terbaﬁ,ding semuia
TEngougat dalam memori bandingnya ,!:ei-i;anggal 27 Februarl 2007,
mengemukakan keheralan atas putusay, Pengadilan- Negeri Jakarta
Selatan  Nomor @ 284/Pdt.G/ :EU(‘:‘.?:'.-,’PN.Jak.SeI tanggal 27
Desamber 2007, pada pokoknya sebayal herkut;

Menimbang, bahwa Poembanding/Terbanding semula
Penggugat keberatan terha'dap perti‘_mbangan hukum Judex Factie

e, LON1ANG permolionan Provisi juga tentang pertimbangan dalam pokok

-~

ra, dengan alasan sebagai berikut: :

wa kondisi memang sangat mendesak, bahwa timbunan fumpur

i menyebabkan terjadinya ker_usalén lingkungan hidup yang

Auesar dan parah di_ Kab_upatén’ Sidoarjo Jawa TImur, akibat timbunan
wumpur panas PT. Lapindo Brantas juga tﬁz;ahi menyebabkan
terjadinya konflik dan masalah sqsiél vang sang:-:'l}' parah dan panik

dikalangan warga korban khususnya masyarakzi_t Sidoarjo;

2. Bz:_hwa belum ada pihak yang berwenang ﬁntuk- menghentikan
semburan  lumpur panas, menglnver.l:a_rlslr kerugfan -(k.erusakan
lingkungan hicdup/dan member informasi secara tgrbuka kepada
publilc terkait upaya penanganan dan penghehﬂan semburan
umpur; ' __ -_h\

3. Bahwa pertimbangan hukum iudex Faclie tentang keterangan vang
disampaikan oleh saks| akhl Or. Ir, Rudi Rublandini yang dihadirkan
oleh  Pembanding/Terbanding semula Penggugat telah
dipatahkan oleh pendapat saksi akhli dari Para Terbandlng semula
Para Tergugat bahwa kesaksian tersebut tidak benar;

Penerapan azaz..., Karina Syabhril, FE Ul, 2010. 3. Bahwa -----
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a pertimbangan Judex Facile yartg mengambil pendekaten

1 administrasi Negara dalam mehjatuhkan hukuman agar Para
Terbanding semufa Pai'a'Tergugat terutama pemerintah yang harus
bertanggung jawaB untuk menanggﬁ!augi semburan lumpm'- inl
adalah lidak berdasar hukﬁm;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula
Tergugat VI telah mengajukan memaorl banding da_ﬁ:.kontra rmemori
banding hanya terhadap Putusan Dalam Eksepsi Pengadilan Negeri

,{- -q-m*%jqk\arta Selatan Nomor : 284/Pdt.Gf2007/PN.Jak.Sel tanggal 27
— [ . i '
T / .

ber 2007, patla pokoknya sebagai berikut;
wa Pembanding/Terbanding rermula Peﬁggﬁgat tldak

Mﬁzuﬁ an mpunyai lapasitas untuk menagugar belrdasarkan Undang-
e

aF

Undang Republik Indonesla Nomor . 23 Tzi-hun 1997 Tentang

Pengelolaan Lingkungan Hi_du_p;

- Bahwa Pembanding/Terbanding semufa. Penggugat adalah suatu
Yayasan yang belum memperolc_eh siatus Badan Hukum berdasarkan
Undang-Undang Yayasan bukan merupakan subyek hokum
melainkan hanya merupakan badan sociai;’

- Bahwa Yurisoiudensi dan prakfe_k nerzdilan yang menjadi rujulan
ada sebelum beifakunya Undang-Undang Yayasan, dan seharusnys
tidak mempunyai dampak sama sekali lefhadap petsyaratan atau
penafsiran Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 71 ayal (2) dan Péé%l 71 ayat
(4) Undang-Undang Yayasan yang bertaku kemudian;

Menlmbang, bahwa Para Tefbandin:g. semula Para Tergugat tefah
menanggapl memo'ri banding di atas dengan mehga_’jukan kontra
memori banding, sebagalmana tersebut di baﬁ;ah inl :

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010. 1. Kontra -----
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a memori banding vyang dizjfiickan  oleh Terbarsiing/

gbanding semula Tergugat VI lerlanggal 16 Mei 2008 vang
pada intinya membenarkaﬁ putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan Nomor : 284/Pdt.G/ 2007/PN.Jak.Sel tanggal 27
Desember 2007 adalah sudah tepat c':aﬁ}benar, karena :
Pertimbangan hukum Majelis Hakim _"l"ingkat Pertama terhadap
bukti-bukli Pembanding/Terbanding semuia Per.nggugat

telah sesual dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian yang

erlaku di Indonesia; B
terangan Dr. Ir. Rudi Rubianclini sehart-rsnya tidak diterima
jpagal keterangan akhli yang terpercaya dan "mempunyai
llai pembuktian, karena keterangan Dr. Ir. Rudi Rubiandini
bertentangan dengan keterangan-keterangan akhil-akhll yang
jauh lebih berkualitas dan dapal dipercaya berikut ini :

- Dr. Ir. Dodi Nawangsldi, adalah Dosen “dari Dr. Ir. Rudl
Rubtandini di Institut Teknotog! Bandung (ITB} juga dlkenal
sebagai seorang prékljsi pengubo;an berpengalaman yang
telah melakukan penelldan yang berkaitan dengan bencana
yang terjadl di Sldoarjo, - Dr. Ir. Dodi Nawangsidi
menerangkan bahwa beliau ticlak mengetahul-l solusl apapun
untukl menangani dan mengl_w.en;lk_a'ﬁ"‘bencana semburan
lumpur;

- Bahwa saksi akhli Ir, Mohamad 3%Hyan Hadl, ékhli dl bidang

geologi dan telah melakukan peﬁelitian geolog-)i‘s di Sidoarjo,

mendukung pernyataan Or. Ir'.-'[Jzodi Naw;\ngsidl, yang
menerangkan bahwa tidak ada teknologi ‘yang dapat

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010. . ,
menghentikan -----
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fhenlikan bencana semburan [umpur saat inl;

a Dr, Ir. Rudl Rublandini mengakul bahwa sama sekali
idak pernah melakukan kegim::.::lh-’pengeboran dan hervys
bekerja sebagai pengajar; |
Hal ini membuktiken bahwa Lv. ln Rudi Rublandinl tidak
remiliki keatcthlian untuk dapat memberikan kesakslan mengenal
praktek pengeboran cdatam keterangan akhliﬁ'ya;
2. Kontra memeri banding Kontra memori batding yang diajukan clen

Terbanding X, XX, III,-IV-semuIa Targugat I, 1I, I3%, T¥

ngadilan Megeri  Jakarta -Selatai. Momor .. 284/Pdt.G/
7/PN.Jak.Sel tanggal 27. Desemﬁer 2007 adalah sudah
t dan benar, karena: |

Bahwa pemerintaﬁ teiah._mengei!mrigan Keputusan Presiden
Nomor : 1.3 Tahun 2006 tanggal & Septémber 2006 Tentang Tim
Nasional Penanggulangan sembtiran _Lumpur“dil Sidoarjo atau
disingkat TIMMAS (Kepres Nomior : 13 Tahun ’--2006) dengan
tugas rnengambll'Iangkah—langké_h _o_peraslonal s_ecaré 'terpadl;!
cdalam rangka Penanggulangan 5errﬁ.buran Lumpur di Sidoario
yang meliputi penutupan semburan Il;umpur, penahganan luapan
lurnpur dan penanganan masalah sodal;. e,

Bahwa kemucdian setelahy masa tugas TIMNAS tersebutberakhlr
Pemerintah  membentuk Bacjan Peﬁa_nggularégan Lumpur
Sidoarjo (BPLS) melalu] ‘Peraturan Pigsiden Razpu-biilk Indonesia
Momor : 14 Tahun 2007 tanggal & April 2007 ':dengan tuges

menangani - upaya -pengnggulangan - semjuran  lympur,

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010. m._enanga”i """

tertanggal 28 April 2008 yang pada Intiny2 membenarkan putusan -

4
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angani luapan lumpur di Sidoarjo, dengan_'memperhatikan

o lingliungan yang terkecis;

a memori banding Kontra mermneri I::a|'1dir_;g yang diajukan oleh
Terbanding V semula Tergugat ¥ tertanggal 20 Junj 2008 yang |
pada intinya membenarkan. putusan Pengadilaﬁ_—'.l. Negerl Jakarta
Selatan Nomor : 2847Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel tanggal 27
Desember 2007 adafah sudah tépat azan benar, karena :
Bahwa salanjutnya pertimbangar hukum jucex i‘actie pengadilan
tingkat pertama (haiam_an_l%)_suc!ah tepal dan benar, khusus

mengenal pertimbangan hukum pendapat seorang ahli dari

banding/Terbanding semisa. Penggugat yaitu Dr, Ir.

i Runiandini, yang pendapetnye iidak didulaing saks! atzu

Agus Guntoro, M,5i1, Prof. Dr. H; Sukendar Aslidn, Ir. Mochamad
Sofian Hadi dan Dr, Ir, Dody Nawangsidi; o

- Bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat sendiri datam
memori  bandingnya tidak dapat dan - tidak  beranl
memperbandingkan pendapat Dr, Ti Rudi Rubiandini dengan Dr,
Ir. Dody Nawangsidi yang me_rupakén' sesame akhli drilling,
namun justru mempefbandingkan der;_ggl. akhli-akhll geologl.
Hal inl jelas membuktikan bahwa keterangan séksl Br. Ir, Rudi
Rubiandini seorang tanpa didu!f\ur;{} zaks! dan buktl laln tidak
dapat dijadikan dasar untuk mengntukarf bahwa - semburan
lumpur adalah karena penggalian, sementara '-saksl-saksi dan
bukti-bukti Para Terbanding semula Para Tergugat jelas .

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010. menunjukan -----
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inunjukan bahwa semburan lumpur adalah karenéffenomena

memoli banding Kontra menari i;;arlc[ing yang diajukan oleh
Terbanding VIII semula Tergugat 3X tertangg_ail-l 30 Juni 2008
yang pada intinya membenarkan putussn 1‘engadilan Negerl Jakarta
Selatan Nomor ! 284-/Pth{_iﬁG?’fﬁ"N.Jak.Sei tanggal 27
Desember 2007 adalah sudah Eépét dan benar, karena ;
Bahwa Terbanding VIII - sen:ufa ; Tergugai IX menolak
dengan tegas, perbandinbgan yasg dilakukan Pembanding/

rbanding semula -Penggugat dalam memorl banding

melakukan perbandingan lterhadap: or. Ir. Agus Guntoro, M.Si,

Prof. Sukendar Asikin, 1r. Mochamad So’_f?an Hach,_ padahal masih
terdapat keterangan yang disampaikaﬁ oleh. Dr. Ir. Dody
Nawangsidi, sebagai ékhli teknik pengeboran i—'dan bebatuan.
Apabila Pembanding/Terbanding | semula_i Penggugat
meragukan keterangan saksi akhli dar Paru Terbanding semula
Para Tergugat dengan Idalih perbeddambidang ilmu, maka
seharusnya Pembandlng/Terba:}dfng semuia 'F':"enggugat
memperhatikan keterangan saksl akhli Dr. Ir. Dody Nawangsidi,
karena yang 'be_rs'angkdtan merupdlan akhlt teknlk pengeboran
cdan hebatuan yang juga pernah mc-.flé:kukan péﬁélitlan terhac_!ap

masalah lumpur Sidiarjo;

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE UI, 2010.
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~ dengan keakhlian di bidqng_ iy Geologl, adalah diperiukan
karena semburan lumpur yang .tc:'jac.li-berasal darl dalam tanih,
sehingga perlu juga di ketahui nai-hal yang berkaitan dengan
tanah dan bebatuan. Adapun seksi akili Dr. Tr. Dodi Nawangsids,
sebagai dengan keakhlian di bldang ieknlik pengeboran, adalah
untuk memberik'an keterangaﬁ :mengenal nrasedur pengeberan
vang ciiakukan oleh Terbanﬁing I somula Tergugat I,

sehingga sangat fidak beralasan jika " Pembanding/

erbanding semula Penggugsl: membang'dln_gkan antara

ks) akhli dengan keakhlian @i bidang fimu teknik pengeboian
engan saksl akhli dengan kkakh!iar;'_di bldang geologl. Oleh
karena peruntukan kedua sakst tersebut berbeda;

S. Kontra memori banding Kontra memori banding yang dlajukan oleh

Terbanding X semula Tergugat XX fertanggal 5 Juni 2008 yang

nada inlinya membenarkan putusen Fenyadilan Negerl Jakarla

Selatan MNomor 284/Pdt.G/EGOZ[_!’N.Jak.éeI tanggal 27

Desember 2007 adalah sudah tepat dan benar, Ig-érena:
Bahwa para saksi z_nkhll dari “ga Terbanding semula Fara
Tergugat menurut hﬁkum telah -‘m_e_njfgﬁhi l_-ch-lalitas di bidéng
“tersebut; dan atau memiliki pengetahuan khusus . di, bidang ilmu
pengetahuan terkait dengan perkara a quo, karena saksi_ _ékhli
yang diajukan Para-TerI.:)anding semula Para Tergugat yaitu Dr.
Ir. Agus Guntoro, M.Si akhli ci bidang geologi; Prof. Dr. H.

Sukendar Asikin akhli di bidang geologi khususnya gerak

Penerapan azaz..., Karina Syabhril, FE Ul, 2010. ’ tektonik, «~---
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B lr. Mochamad Sofyan Hadi akhli di bidang geotogi,

itv  dalil-dalil  keberalan #embanding/Terbanding
semula Penggugat secara hulaim lidak dapat dipertimbangkan ,
dan harus ditolak;

- Bahwa sudah tepal dan benar perlimbangad hukum Majelis

-

Hakim Tingkat Pertama, karena s2suai dengén fakta hukum
yang terungkap dalam pemerilkscan finglat pértama terbuki

bahwa Para Terbanding semula Para- Tergugat dalam hal Inl

Nerbanding X semula Tergueat XI tidesk melakukan
rbuatan yang melawan huium, unlbuk fu dalit-dalil keberatan

mbanding/Terbandling sermuia  Penggugat harus

6. Kontra memori banding Kontra merno:i banding ya‘hg‘diéjukan oleh
Terbanding X semula Tergugat XI te_r'éa'nggal 26 Juni 2008 yang
pada intinya membenarkan putusan Pengadllan__' Negeri Jakarta
Selatan Nomor - 284/Pdt.G/ZUO?}PN.Jak.ééI tanggal 27
Desember 2007 adalah sudah tr:pat_-uan benar, karena: .

- Bahwa dalsm surat gugatan Pembanding/'l'erband_iug
semula Penggugat nyata-nyata ballkk dalam fakita hukum
maupun uralan perbuatan hukulm ‘Y@E._ merupakan b'ag.lan
fundamental petendi a quo -serta petitum tidak jelas. perbuatan
melawan hukum yang ditudubkan terkalt dengan kewenangan

Terbanding X semula Tergugat XI, sehingga dalll-dalil

gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat yang

dernikian yang ditujukan kepada Terbanding X semula.

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010. Tergugat XI ----
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jugat X1 lidak jelas;

Argfmemori banding Konlra mempti-banding yang diajukan oleh

.andihg XI semula Tergugnt K35 terte.nggaf 12 Juni 2008

/ang pada intinya membenarkan pu!:usQn Pengadilan-Negeri Jakarta

Selatan  Nomor 284/Pdt.G/2{}U.’f",a'Fi_ﬂ:.JaR.Sel tanggal Z7

Desember 2007 adalah sudah tepat dan h(-ll;!FJI‘, karena:

- DBahwa sudah Cepat dén benar perfimbangan -hukum Majelis
Hakim Tingkat Pertama, karena datam putusan dl_t;naksud Majelis

Hlakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara

obyektlf sesuai Fakta hukum yandg =.f._-|-'l_::1g|<ap dalarn perstdangan -

ngan memperhatikan dan menr:!.iti' secara cermat terhadap

ti-bukli dan keterangan saisi-saksi yang ada relevansinya

ngan pokok perkara a quo, schingga Majelis’ Fakim Tinigkat

Pertama berkesimpulan bahwa ditinjau dari hokurn pembuklian

surat-surat tersebul di alas bukanlah merupakan akta melainkan

hanya merupakan surat’ biasa r.'__an tidaik mempunyal nilai
pembuktian yang kuat, dengan dernilian pertimbangan hukﬁm

Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan beﬁ_a'lr dalam

pertimbangan hukumnya;

- Bahwa oleh karenanya sesusi dengan fakta. hukum  yang
terungkap dalam pemerlksaan tingkat:ff?EHtama bukti-buktl yang
cli-ajukan oleh Pembanding/ 'l'arbnnrii:ng semuia Péngougat
bukanlah merupakan akta; melainkan hanya merupakan surat
biasa dan lidak mempunyal niai pembuktian yang kuat, maka
dalll-calil l;eberatan Per'_nba:-uding/']'mjbanding semula

Penggugat tersebut tidak beralasan dan barus ditolak; *

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010. Menimbang, _____
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wi 2008, hingga perkara ini diputis cieh Majelis Hakim Tingkat
Banding Terbanding %, VIE, VIII, IX scw ooy Vergugat VIE WILE,
X tidak mengajukan kontra mem@ri-banding;
Menimbang, bahwa Majelis Haxim Tingkat Banding setelan
memeriksa, menelili dan mencermati dengin saksama bérkas perkara
heserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Se_latan Nomor

: 284/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel tanggal 27 Desember 2007 yang

ncermati memori banding dari Pemband’iug/'terban’ding semula

nggugat dan kontra memori bandiny dari Para Terbanding semula

e

i g

Para Tergugal seperti tersebjut di atas serta surat-surat lain yang
bersangkutan, berpendapat sebagai berikut |
DALAM EKSEPSI : '

Menimbang,  bahwa alasan-slasan  dun  pertimbangan-
pertimbangan puiusan Majelis Haklm.Tln.gkat Pertamé dalam eksepsi
yang pada pokoknya menolak untuk selurubnya ekseps| darl Para
Terbanding semula Para Tergugat sudah tepat benar serta disetujul
oleh Majelis Hakirm Tingkat Banding, sehingga 'gl.iasan dan pertimbangan
tersebut diambilzlih oleh Majelis Hakim fing'}k}'s'lt‘g@t_:ling_.'sendiri dalam.
memerilsa dan mengadili perkara ini daiam lingkat banding, maka oleh
karena ity putusan dalam eksepsi tersehut depat dipértahankan dan
harus dikuatlkan; |
DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa alasan dan nertimbangan. putusan

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010. Pengadilan -=---

imohonkan banding tersebul, demikian nula telah membaca dan

)
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tepat dan benar serta diselujui oleh Majelis IHakim 'ﬁngkat Banding,
sehingga alasan dan pertimbangan tersebut diambilalih oleh Majelis
Ha<im Tingkat Banding dalam memeriksa “dan menéadill perkara ini
dalam tingkat banding, maka oleh kargra itu g:utusél_n dalam provisi
tersebut harus  dikuatikan  dengan tamb:al'nan pertimbangan sebagai
verikut; |

Menimbang, baliwa pemerintalh hgfdasarkan Keputusan Presiclen

-

ublik Indonesla Nomor ; 13 Tahun 2006 dan Peraturan Preskien

ublik Indonesia Nomor : 14 Tanun 2007 télah sedang
nanggulangi semburan lurﬁpur di Sidoarjo dengan membentuk Tim
Nasional Penanggulangan semburan luropur Sidoarjo dan kernudian
Badan lPenangguIangan lumpur Sldoarjo; --

DALAM POKCK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis I-iakim--f'l‘lngkat ‘Banding setelah
membaca danm mencermati alasan dan pertimbanganj'_terset;ut di atas,
maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomdr : 284/Pdt.G/
2007/PN.Jak.Sel  tanggal 27 Desember 2007 dalam pokok
perkara tersebut sudah benar dan tepet sert}:.f'_ disefjui ol.eh Majelis
!--Iakim.'_ringkat Banding, maka alasan Gan pertimbangan-pertimbangan
hukum  Majelis  Halkdm T‘ingkét Pertami tersébut_.diéﬁi:bilalih dan
dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Haklm Tingkat
Banding sendlir, sehingga putusan Pengaditan Negeri Jakarta Selatan
Nomor : 284/ ™d1.G/2007/PN.Jak.5el tanggal 27 Desembey 2807
Jdapal dipertehankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh”

Penerapan azaz..., Karina Syahril-, FE UI, 2010.
. _ karenanya -----
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fya haruslah dikuatkan dengan lambahan pertimbangan sebagai

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semuia
Penggugat dan Para Terbanding semula F_'ara Tergu_gat sama-sgma
mengajukan saksl alchli terhadap perkara a:duo;

Menimbang, bahwa dari saksi akﬁli yang diajukan oleh Para
Terbanding semula Para 'Fefgugat yailu Dr. Ir. Rudi Rubiandinl akhll di
hidany perminyakan sebab terjadinya semburan lumpur panas dl Banjar
Panji I adalah kavena pengeboran; | | - _

-

Menimbang, bahwa sedangkan Para Tarbanding semula Para

ugat juga mengajukan saksi-saksi 2&hl yang bernama :'-

2R, Ir. Dodi Nawangsidl, M.SI yaitu akhli ;'.:':e':-lngeboran;

r. Ir. Agus Guntoro, M.S| yaltu akhli i bidang geologi;

Prof, Dr. H. Sukendar Asikin yaitu akhli di bidang geologi
pengkhususan gerak tektonik; _ -

4. Ir. Mohamad Sofyen Hadl yaitu akhli gi hidang geologi;

Bahwa semburan lumpur panas di Banjar Paniji 1 panas disebablkan
karena ph'enomena alam;

Menimbang, bahwa mernperha_t‘kr:-‘-:‘fclari keterangan para saksi

.akhli tersebut ‘ternyata ada perbedaan yang mendasar sebagal

penyebab semburan lumpur panas;

-

Menimbang, bahwa memperhaiikan ketera-ngan akhh tersebui
Majeiis akim Tingkat Banding berpendapat dan menyetujul darl 4
(empal) saksi akhli yang diajﬁkéh oleh Pera Terbanding semula Para
Tergugat karena didasarkan keakhlian darf berbagai macam disipiin #mu
yailu @ Akhli pengehoran yaitu Dr. Ir. Dol Nawangsidi, M.S!, Akhli -

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010.
' geologl -----
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r. Ir. Agus Guntoro, M.Si dan Jr. :iv‘l'rjnan'lad Sofyan Hadi serta
ologi dengan pengkhususan gerak: tektonik yaifu Prof. Dr. H.
endar Asildn;

Menimbang, bahwa pendekatan hukum Administrasi Negara

dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, karena pemeiintah

memiliki -~ tanggungjawah  hukum unluk  menanggulangt  serta
menyembalikan lingkungan hidup yang rusak dengan menghentikan

semburan lumpur sebagaimana dlamanatkan oleh Undang-Undang

Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarken perlimbangan tersebut ¢i atas;”

a memori banding dari Pembnnc?!ng/Terbaﬁdin_g semula

gugat lidak dapat melumpuhlian putusan Pengadilan Negerl
kﬁ- ﬁ,j rta Selatan Namor : 284/Pdt.G/ 2007 /PN.Jak.Sel tanggal 27
o

T e e

esember 200;3', oleh karena itu putusan tersebut harus dik'u'atkan;

Menimbang, bahwa oleh_ karena Pembanding/Terbanding
semulla Pengyugat berada di pihak vang kalah, maka ia dihukum
unktulc memﬁayar biaya perkara pada Kecdua £i|1gkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-linaang Nomor ‘20
Tahun 1947 serta peraturan hukum lainnya -yan_g bersangkutan dengan
perkara ini; |

MEN(_-]IAEE-ELI.I,_E_‘_*:_\:
Meherima permohonan banding dari ﬁembanding[];grbanding
sgmula Penggugat dan Terbanding I/Pembanding semula
Tergugat VI; | '
mlenguatk';-m putusan Pengﬁdilan-Negeri Jakarta Selatan Nomor ;
284/Pclt.G/ZOO?/PN.Jak.Se:_I tanggél 27 Desember 2007 yang.

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010. - dimohonkan ----
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kan banding tersebut;

0 ulcum Pembanding/Terbunding se2mula’ Penggugat

membayar biaya perkara ini kedua tingkat peradiian, vang

dalam lingkat handing ditetapkan  sebanyak Rp 300.000,- (liga

ratus ribu rupiah);

PDemikian diputuskan dalam rapal permusyawaratan Majelis

Hlakim  Pengadilan  Tinggi  Jakarta pada "hart SENIN tanggal 27

OKTOBER 2008 olch kami SOEPARMN®O, SH Ketua Pengadilan Tinggl

Jakarta sebagai Ketua Majelis Hakim, NY., HJ, MISWARI ISMIZATI,

SH, MH dan NY. DR, H]. MARNI EMMY MUSTAFA, SH, MY masing-
masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang berdasarkan Sufat

Pénetapan Ketua Pengadilan Tinggi jakarta tertanggal 10 Sepiember

2008 Nomor : 393/Pdt/2008/383/Pdt/2008/PT.DKI ditunjuk :

sebng}ai Hakin} Majelis untuk memeriksa dan mengadiil perkail'a inl pada
peradilan  tingkat banding, putusan Lorsebut cliuc-aplcan. oleh Ketua
Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum__péda hari itu juga
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggul:al tersebut, serta dibantu oieh
SUPRAPTC, $H Panitera Penggantl, tanpa dihadiri oleh para pihalg
yang herperkara, - |

HAKIM-HAKIM %JGGOTA, . KETUA MAJELIS HAKIM,

y/a o T 4
XSWARI ISMUATL Sti-piin__ - SORPARNG, §H

NY. 11].
il |
iARNT EMMY MUSTARA, SH, MH

wran sesui) dengah aslinya

itdeTuarkan untik dinas y
AN TINGL JAWTA , ///

: z.'.’.",‘Réﬁ'r%%%a%rﬂ & Ul, 2010. ?/U PRAPTO,SH
}\,/\/W Rinciap -

/ PANITERA PENGGANTI,



-3

Jiaya Banding :

w7 __2F  Biaya Meteral 0,000,
= 2, Blaya Reda - 3.,000,-
3. Jiaya PempéitaGan . 291.000,-
""""""""""" ‘.'l-
Juin 300.0n0,-

Penerapan azaz..., Karina Syahril, FE Ul, 2010.
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Catatan :

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tanggal: 27 Oktober 2008

Nomor: 383/PDT/2008/PT.DKL

Bahwa Perkara Nomor : 383/PDT/2008/PT.DKI, telah diputus pada tanggal
27 Oktober 2008, telah diberitahukan kepada masing — masing pihak untuk

Pembanding/Terbanding semula Pepggugat tanggal 12 Nopember 2008 dan
Terbanding/Pembanding semula Tergugat VI tanggal 12 Nopember 2008, Terbanding
II semula Tergugat I tanggal 12 Nopember 2008, Terbanding I semula Tergugat 1T
tanggal 12 Nopember 2008, Terbanding IV semula Tergugat ITI tanggel 12 Nopember
2008, Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 12 Nopember 2008, Terbanding VI
semula Tergugat V. tanggal 12 Nopember 2008, Terbanding VII semula Tergugat VII
tangpgal 12 Nopember 2008, Terbanding VIII semula Tergugat VI tanggal
12 Nopember 2008, Terbanding IX semula Tergugat IX tanggal 12 Nopember 2008,
Terbanding X semula Tergugat X tanggal 12 Nopember 2008, Terbanding XI semula
Tergugat X1 tanggal 25 Nopember 2008, Turut Terbanding XII semula Tergugat XII
tanggal 09 Desember 2008

Terhadap putusan tersebut dalam tenggang waktu yang ditenitukan olch Hukum Acara
Perdata yang berlaku para masing — masing pihak tidak mengajukan Kasasi ;

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal : 14 Januari 2009

Turunan

Putusan/Penetapan ini dikeluarkan pada tanggal : 14 Januari 2009
Foto Copy

Diberikan kepada : Kuasa Terbanding II semula Tergugat 1 ;

JHELTLIES DIJUANINGS HLVH.

NIP.0400 28345,

Tanda Bayar di Kas :
Pada Tanggal : 14 Januari 2009
Upah Tulis 9.300,- v
Leges : Rp 10.000,-v'
Materai :  Rp._6.000.-
Jumlah Rp 25.300,-
PERHATIAN :

- Coret yang tidak perlu

- Sesuaikan selalu fanggal dan nomor Putusan/Penetapan
Serta nama-nama terdapat pada map turunan /foto copy

PUTUSAN /PENIETABAN HALZANMGNPERBAN A dddl jaabar ini
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